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ABSTRAK 

Nama : lmanAgung 

Program Studi: Kependudukan dan Ketenagaketjaan 

Jodol: Strategi Revitalisasi BLK UPTD dalam Era Otonomi Daerah 

Tesis ini membantu pengambil kebijakan di Departemen Tenaga Ketja dan 

Transmigrasi R.I. dalam menentukan strategi yang tepa! untuk melakukan 

Revitalisasi BLK UPTD di Era Otonomi Daerab dengan menggunakan 

pendekatan Analytieal Hierachy Process (AHP). Penelitian ini adalah penelitian 

kaantitatif dengan desain deskriptif. Hasil peneiitian menyarankan bahwa 

pensinergian UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dengan UU 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu segera dilaksanakan agar 

BLK UPTD memiliki legitimasi dan regulasi yang jelas dalam upaya 

menseragarakan pola manajemennya dengan BLK UPTP sehingga Revitalisasi 

BLK UPTD dapat berjalan dengan cepat dan aku.rat. 

Katakunci: 

Sinergi, legitimasi, regulasi~ menseragamkan, revitalisasi. 
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Title: Strategy in Revitalization of BLK UPTD in the Regional Autonomy Era 

This Thesis helps policy maker in the Department of Manpower and 

Transmigration to decide the corroot strategy to do revitalization ofBLK UPID in 

the Regional Autonomy Era by using the Analytieal Hierarchy Process (AHP). 

This Research is a quantitative research with descriptive design. The result of this 

research suggest that the synergy between Law 32 year 2004 concerning the 

Regional Government and Law I 3 year 2003 concerning Manpower need to be 

done inunediately so that the BLK UPTD has a clear legitimating and regulation 

in order to synchronize the management pattern with the BLK UPTD so that the 

revitalization ofBLK UPTD can be done immediately and accurately. 

Keywords: 

Synergy, Legitimating, Regulation, Synchronize, Revitalimtion. 

Vll 

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana UI, 2010



ABS1RACT 

Name ; lml!n Agung 

Study Program : Population and Manpower 

Title: Strategy in Revitalization ofBLK UPTD in the Regional Autonomy 

This Thesis helps policy maker in the Department of Manpower and 

Transmigration to decide the correct strategy to do revitalization ofBLK UPTD in 

the Regional Autonomy Era by using the Analytical Hierarchy Process (AHP). 

This Research is a quantitative research with descriptive design. The result of this 

research suggest that the synergy between Law 32 year 2004 concerning the 

Regional Government and Law 13 year 2003 concerning Manpower need to be 

done immediately so that the BLK UPTD has a clear legitimating and regulation 

in order to synchronize the management pattern with the BLK UPTD so that the 

revitalization ofBLK UPTD Cll1l be done immediately and accurately. 

Keywords~ 

Synergy, Legitimating, Regulation. Synchronize, Revitalization. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Reformasi politik tahun 1998 temyata membawa perubahan. Sejak 

jatuhnya era pemerintahan Orde Baru semangat reforrnasi menyeruak di seluruh 

pelosok negeri. Refonnasi mempunyai konsistensi yang harus diterima, yaitu 

membawa dampak yang baik maupun yang membawa dampak buruk, semuanya 

tetap mempunyai konsekuensi. Di dalam dunia ketenagakerjaan, dampak buruk 

yang paling utama adalah Pemutusan Hubungan Kelja (PHK) terjadi dirrana­

mana. Investor lebih memHih menginvestasikan dananya di luar negeri. 

Kemudian dicanangkan Otonomi Daerah oleh Pemeriotah Pusa't pada awal 

tahun 1999, yang membawa perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat 

struk:tural. Hal ini dirasakan sangat sulit karena selama in! alur atau pola 

pemerintahan sudah terbiasa dengan Sentralisasi dan pasti akan butuh waktu 

penyesuaian yang lidak sebentar untuk berubah rnenjadi Desentralisasi. Salah satu 

fenomena yang paling mencolok dad alur sentralisasi adalah pemerintah daerah 

dengan pembangunan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah 

pusat, ini terlihat jelas pada aspek keuangan. Ketergantungan Iiska! terlihal relatif 

rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat, 

terutama untuk daerah-daerah dengan sumber daya alarn yang rendah. Adalah 

ironis, kendati Undang~Undang telah menggarisbawahi titik berat ekonomi pada 

kabupatenlkota, narnun justru kabupatenlkota-lah yang menga!ami tingkat 

ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Dalam artian bahwa 

pembangunan di daerah tidak identik dengan pembangunan daerah. 

Dengan mengalami kondisi seperti diatas para peketia memulai untuk 

bangun dari keterpurukan. Mereka memaharni bahwa untuk masuk kembali ke 

dunia kerja, tidak bisa dengan hanya mengandalkan skill dan kemampuan standar 

saja. Mereka butuh pendongkrak atau booster bagi skill dan keahlian mereka 

sehingga mutu dan relevansl mereka terhadap dunia usaha akan membaik. Mereka 
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memhutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampila.n mereka. Mereka 

membutuhkan lembaga pelatihan untuk meningkatkan skill yang mereka punyai. 

Di antara lembaga pelatihan dan pendidikan yang berguna sebaik tempat untuk 

melatih dan meningkatkan mutu dan relevansi tenaga kerja salah satunya adalah 

Balai Latihan Kerja (BLK). BLK adalah salah satu lembaga publik di bidang 

pelatihan yang mampu meningkatkan mutu dan relevansi tenaga kerja dalam 

pembangunan sosial dan ekonomi setelah penderitaan setelah PHK usai. 

Keberadaan BLK yang notabene dipWlyai pemerintah, BLK mempunyai 

program-program pelatihan yang didukung dengan dana APBN untuk melatih 

tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri. Kebaradaan BLK di seluruh 

Indonesia yang berdiri di tengah-tengah masyarakat sayangnya tidak: semuanya 

berjalan sebagaimana mestinya. Salah salu sebab ada!ab sejak tahun 2001 

diterapkan otonomi daerah. Sehlngga. di tiap-tiap pemerintah daerah rne:mpunyai 

tanggung jawab untuk dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. 

Sayanguya, tidak semua pemerintab daerah mengetahui manfaat BLK, sehingga 

banyak teijadi di daerah gedung-gedung BLK sekarang sudab beralih fungsi. 

Untuk itu, daJam rangka pengembangan kuaHtas tenaga keJja Indonesia mau tidak 

mau pemerintah daerab harus mendayagunakan pemanfaatan BLK sehingga BLK 

kembali sesuai dengan tupoksinya. Reformasi BLK menggunakan dasar 

pemikiran desentralisasi. Refonnasi BLK itu dilaksanakan berdasarkan pemildran 

bahwa: 

• Desentra!isasi BLK diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pelatihan 

agar dapat mengoptimalkan akses kepada rnasyarak.at. 

• Desentralisasi BLK diharapkan dapat meningkatkan relevansi program 

pelatiban dengan kebutuhan pasar kerja lokal. 

• Desentralisasi BLK disertai dengan pembagian otoritas dan kemandirian 

pengelolaan keuangan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. 

• Desentralisasi BLK diharapkan dapat mendorong munculkan kreativitas, 

inisiatif dan inovasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengendalian 

sumber daya pelatihan secara lebih erektif dan efisien. 

• Desentralisasi dapat mendorong upaya menuju kemandirian BLK sehingga 

ketergantungan dengan pusat dapat dikurangi secara bertahap. 
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Tapi temyata desentralisasi BLK yang tidak di keloia dengan benar 

membawa resiko yang merugikan. Banyak BLK yang akhimya salah urus. 

Bahkan beberapa BLK dilikuidasi lembaganya oleh pemerintah daerah setempat 

Sumber Daya Manusia (SDM) BLK juga mengalami degradasi dalam jumlah 

maupuo mutunya, Sehingga BLK akhirnya tidak dapat menUiljukkan kinerjanya 

secara baik apalagi maksimal, 

Penjelasan mengenal status BLK saat ini adalah sehagai berikut: seperti 

yang telah disarnpaikan bahwa BLK adalah lembaga pelatihan kerja milik 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerinlah daerah, yang 

pengelolaannya berada dibawah pembinaan Departemen Tenaga Keija dan 

Transmigrasi RL Sebelum otonomi daerah, seluruh BLK yang ada merupakan 

Balai Latihan Kelja Unit Pelaksana Tugas Pusat (BLK UPTP) yang artinya yaitu 

BLK tersebut merupakan pa!Jlanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam 

melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan terhadap seluruh 

masyarakat di wilayah operasionalnya. Tapi setelah otonomi daeral:t banyak BLK 

yang statusnya menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD). Hanya beberapa 

BLK saja yang masih tetap berstatus sebagai BLK UPTP. 

Di masa-masa sebetum otonomi daerah, BLK UPTP mendapatkan bantuan 

dari pemerintah pusat secara maksima!, bantuan program pelatihan, bantuan 

finansial, bantuan SDM1 bahkan bantuan peralatan pelatihan. Pemerintah pusat 

sangat perhatian dan concern dengan BLK-BLK.nya. Tapi berba.nding terbalik 

dengan pemerintah pusat, hanya beberapa pemerintab daerah saja yang 

meneruskan perhatlannya pada peningkatan keterampHan le"Wat pelatihan BLK, 

yaitu dengan tetap memberikan dukuogan sepenuhnya kepada BLK agar tetap 

dapat menunjukkan kinmja terbaiknya dalarn melakukan pendidikan dan pelatihan 

bahkan ditingkatkan, 

Kinelja BLK dapat dinilai atau dilibat dan banyaknya peserta pelatihan 

dan jumlah lulusan pelalihan BLK yang berhasil diserap oleh pasar kelja. Bisa 

dilihat dengan jelas dari contoh data pelatihan, lulusan dan penempatan tenaga 

kerja yang dilakukan oleb BLK (Lampiran 1,2 dan 3), dalam data tersebut adalah 
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data tahun 2004 sampai 2008 di beberapa BLK UPTD (BLK Sumedang dan BLK 

lndramayu di Jawa barat serta BLK Condet di Jakarta Timur). 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa BLK Condet yang paling tinggi 

angka lulusan dan penempatannya. Kemudian dikuti BLK Surnedang dan BLK 

Indramayu. ltu menunjukkan bahwa BLK Condet temyata adalah BLK UPTD 

yang paling mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerahnya. Sedangkan BLK 

Indramayu sama sekali tidak mendapatkan perhatian sedikitpWl oleh pemerintah 

daeralmya, dilihat dari angka lulusan pelalilian dan pencmpatan yang angkanya 

sangal memperihatinkan. Bahkan dari kunjungan penulis ke BLK lndramayu 

terlihat bahwa sarana dan prasarananya pun sangat mengenaskan. Mengapa 

jwnlah kejuruan yang aktif di BLK lndramayu hanya kejuruan menjahit akhirnya 

terjawab sudah {Lamp iran I). Semua peralatan pelatihan yang dimiliki sudah 

rusak total karena tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk perawatan dan 

pengelolaan alal-alat tersebut sehingga tidak mernungkinkan untuk mengadnkan 

pelatihan, hanya alar-alat kejuruan menjahitlah yang rnasih bisa beraktifitas 

karena biaya perawatannya sangat murah. Saat ini, BLK Indramayu banya punya 

2 instruktur dari kejuruan rnenjahit saja. Yang lebih miris adalah, saat ini Gedung 

BLK Indramayu berubah status menjadi kantor Dilll!S Tenaga Kelja dan Sosial 

dengan alasan karena kantor dinas yang lama sekarang menjadi kantor Dinas 

Transmigrasi dan Kependudukan. Dengan kepala BLK dirangkap oleh kepala 

Dinas. 

Bcrbanding terbelik dengan BLK lndramayu, BLK Conde! sangat 

mendapatkan perhatian dari pemerintah daerahnya sehlngga pelatihan yang 

dilaksanakan juga lulusan dan penempatannya dari tabun ke tahun makin 

meningka! {Lampiran 3). Dengan berjalannya pelatihan di BLK Conde! dengan 

lancar telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerahnya sangat concern daJam 

pengelolaan BLK Condet tersebut Karena kejuruan yang ada di BLK Conde! 

adalab termasuk kejuruan yang mahal biaya perawatannya, dengan masih 

berlangsungnya pelatihan itu berarti bantuan finansial selalu ada untuk BLK 

Condet tersebut 

Sedangkan BLK Sumedang dari data yang ada (Lampiran 2) menunjukan 

angka kestabilan yaag cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Berarti babwa 
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walaupun mendapat bantuan finasial untuk pengelolaan BLK nya tapi hanya 

secukupnya. lni masih lebih beruntung bila dibandingkan dengan BLK 

lndramayu. Dan temyata, dari data maping BLK Indonesia oleh Departemen 

Tenaga Kerja dan Trnnsmigrasi tahun 2006, masih banyak BLK yang keadaannya 

mengenaskan bahkan lebih paralL Terutama di daerah Indonesia bagian timur, 

Gambar 1. Diagram Kondisi BLK (Depnakertrans 2006) 

KONDISI BLK PER WILAY AH 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 i'.l------
30 f.l------
20 
10 

0 
BAlK SEDANG BURUK 

Dari data maping BLK tahun 2006 tersebut diatas, bisa disimpulkan 

bahwa BLK yang berada di wilayah timur kondisinya buruk, wilayah tengah 

kondisinya sedang dan wilayah barat kondisinya baik Berdasarkan data maping 

BLK tahun 2006 itulah maka oleh Pemerintah Pusat cq Departemen Tenaga Kmja 

dan Transmigrasi R.I. disusun Rencana Strategis untuk melaksanakan program 

"REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA (BLK)." 

Program kerja pemerintah untuk merevitalisasi BLK banyak dibahas 

secara dalarn beberapa paper. Sebelum melaksanakan revi!alisasi BLK maka perlu 

dilakukan beberapa langkah awal yang berguna sebegai rarnbu-rarnbu atau 

petunjuk pelaksanaan revitalisasi BLK agar tidak keluar dari jalur atau melenceng 

dalarn pelaksauaaunya. Sejalan dengan desentralisasi maka da!am 

perkembangannya, BLK memerlukan program operasional awal yang disusun dan 

dikembangkan berdasarkan: 

• Pemetaan (Maping) BLK dilakukan sebagai studi makro dan studi mikro 

untuk menentukan jenis dan keterampiran sesuai dengan kondisi dan 
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potensi BLK tersebut. Hasil studi ini akan digunakan sebagai basis data, 

dari basis data inilah akan dikembangkan rancangan BLK berkenaan 

dengan program. sistem dan metode pelatihan, instruktur~ sarana pelatiban; 

dan manajemen BLK. 

• Pengembangan Program berdasarkan keterampilan yang akan 

dikembangkan di BLK, maka disu.sunlah program-program pelatihan yang 

terdiri dari kurlkulum, modul, dan siJabus pelatihan. Program-program ini 

dibagi menjadi program-program standar dan non standar. Program­

program standar akan mengacu kepada standar nasional dan standar 

intemasional, yang menitikberatkan pada keterampilan-keterampila.n 

kc;,juruan. Program-program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik 

pasar ketja nasional maupun internasiona!. Disamping program standar. 

juga akan dikernbangkan program-program non standar dan ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus pasar kerja, yang mengaeu 

kepada spesifikasi-spesifikasi khu!'ms dari pekerjaan. Program-program 

non standar sangat diperlukan, terutama daiant meningkatkan keterampilan 

khus.us para pencari kerja. 

• Pengembangan Sistern dan Metode Pe!atihan sangat dipedukan dalam 

menghasilkan program-program pelatihan yang efektif dan efisien 

berdasarkan kondisi dan kemarnpuan strategis daerah setempat yang 

masing-masing mempunyai perbedaan karakteristik yang menonjol. 

Setelah rancangan dan strategi awal tersusun secara sistematis dan 

mempunyai data-data yang kuat sebagai landasan untuk bertindak, maka 

revitahsasi BLK pun sudah siap untuk diJaksanakan. 

Program Revitalisasi BLK ini, selain oleh pemerintnh pusat juga harus 

dipahami pula oleh pemerintah daerah sehingga dapat menyusun peraturan daerah 

(Perda) untuk menjadikan pelatihan kelja sebagai langkah efektif dalam 

meningkatkan kinelja BLK di setiap daerah. Dernilian pula bagi Dinas Tenaga ,. 

Ke!ja dan Transmigrasi yang menginduki BLK juga harus berfungsi optimal agar 

BLK dapat menunjukkan kinerjanya secara maksimal dalarn membuktikan 

fungsinya yang sangat penting dalam pemberantasan pengangguran dan 
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kemiskinan didaerahnya masing-masing. Berbagai program perlu dilakukan oleh 

pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 

(Depnakertrans ). Saluh satu usuha untuk perluasan kesempatan kelja dan 

perbaikan mutu tenaga kelja adaluh melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja. 

Menjawab tantangan tersebut, Departemen Tenaga Kerja dan Transm.igrasi 

(Depnakertrans) mengimplementasikan kebijakan three in one (3 in 1) yakni 

Pelatihan, Sertiflkasi dan Penempetan Kebijakan 3 in l ini merupakan salab satu 

kebijakan yang sangat banyak membawa perubaban ke arab perbaikan demi 

terlaksananya dengan snkses program revitalisasi BLK. Dalam 3 in I ini, progrnm ,_ 

pelatihan yang di!aksanakan harus terkait dengan sertifikasi dan penempatan, bagi 

tenaga kelja baik di dalarn negeri maupnn ke luar negeri. Untuk dapat 

terlaksananya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diperlnkan 

upaya fungsionaHsasi Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia yang dikelola 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya memfungslkan kembali Ba1ai 

Latihan Kerja ini dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kelja, baik 

menyangkut personei atau instruktur, peralatan, program dan manajemen Balai 

Latihan Kerja. 

Revitalisasi Balai Latihan Kerja, memfokuskan perhatiannya pada 

pengangguran. Karena itu maka penting sekali bagi pernerintah untuk 

menerbitkan regulasi balk di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat 

pernerintah daerah, yang rarnuh dan peduli terbadap penganggman. Pelatihan 

kerja harus dipandang sebagai modal awal nntuk bangkit dari keterparnkan 

ekonomi dan pemberantasan pengangguran sebagai sasaran prioritas. 

Memfungsikan kembali Balai Latihan Ke.rja sangat rnemerlukan pula sasaran, 

strategis, fungsi dan tugas pekqjaan yang baru juga memerlukan Jembaga lain 

dalarn hal ini yaitu Badan Nasional Sertiflkasi Profesi (BNSP) yang berkewajiban 

dalara mensertiflkasi tenaga kerja dan lembaga penempalan kelja. Dengan 

demikian, lulusan pelatihan di Balai Latihan Kelja diyakini akan memili!ri 

pengetabuan, pengalarnan dan ketrampilan kelja yang diakui secara hokum untuk 

mengembangk:an diri mereka di pasar ke~a maupun di dunla usaha wiraswasta ~-

secara mandiri. 
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Pengangguran harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dalam 

revitalisasi BLK. Indonesia membutuhkan regulasi Pemerintah rnaupun 

Pemerintah Daerah yang ramah dan peduli terhadap pengangguran. Bappenas 

menyatakan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini angka 

pengangguran terbuka di Indonesia terus naik. Pada tahun 2001, pengangguran 

terbuka hanya 811 pecsen atau sekitar 5,8 juta orang~ meningkat meojadi 9,6 

persen atau sekitar 10,3 juta orang pada tallUn 2003, dan terus meningkat meqjadi 

l0,3 persen atau sekitar II,! juta orang pada tahun 2006 (fabel 1). Tidak 

mungkin semua persoalan kemiskinan akan diselesalkan dengan pola 

k¢nvensional, seperti subsidi keluarga dengan Bantu an Langsung Tonal (BL T). , 

Pelatihan ke!ja harus dipandang sebagai modal awal untuk bangkit dari 

keteqmrukan ekonomi dan pengangguran. 

Tabell: Perkiraan Penduduk, Angkatan Kerja, Pcrtumbuhan Ekonomi,Penduduk 

Bekerjn dan Penganggur (2003-2009) 
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Pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan adalah kekuatan besar dalam 

mengatasi pengangguran. Diduktmg dengan sikap tahan uji atau endurance 

setelah mengikuti pelatihan di BLK, banyak pemuda dan pemudi tamatan SD 

sampai dengan SLTA yang berhasil mengembangkan usaha mandiri. Dengan 

bantuan permodalan sedikit mereka secara kreatif merintis inisiatif dalam usaha 

kecil dan menengah. Bany-a.k pengangguran, jika diberi kesempatan dan 

pennodalan, ternyata bisa menjadi pengelola usaha kecil yang sukses. Dengan 

demikian, pelatihan kelja bukan hanya perlu diraneang untuk rnentransfer 

teknologi dan ketrampilan bekelja, tetapi juga penting untuk menanamkan jiwa 

wirausaha. 

Kemudian BPS (2006) menjelaskan bahwa di antara 11,1 juta orang 

penganggur, sebanyak 3,55 juta orang (32,88%) berpendidikao sampai dengan 

tarnal SD, sebanyak 2,68 juta orang (24,82%) tamat SLTP, sebauyak 3,91 juta 

orang (36,21%) tarnat SLTA, sebanyak 0,31 juta orang (2,87%) tarnat Diploma, 

dan hanya 0,39 juta orang (3,62%) tarnal saljana. Pelatihan melalui BLK atau di 

tempat kerja langsung hams dipandang sebagai kelanjutan dari pendidikan formaJ. 

Pandangan ini memberantas egoisrne sektoral, kelembagaan, pendanaan dan 

membuka kesempatan untuk koordinasi, kerjasama, komunikasi dan kesepak.atan 

ltinelja antara lembaga pendidikan formal dan lemabaga pelatihan kerja untuk 

bergerak dalam satu langkah demi pengurangan pengangguran. 

Beberapa intervensi program maupwt keu~gan telah ditawarkan kepada 

pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus rnendahulukan 

pengentasan pengangguran yang bertamatan SLTA, SD dan SLTP karena 

jumlahnya mencapai 93,9% dari total pengangguran. UU 1312003 tentang 

Ketenagakerjaan telah memberikan landasan kuat bagi upaya rnengatasi 

pengangguran dan rendahnya produktivitas pekerja Indonesia. Bersama dengan 

UU 2211999 yang disempurnakan dengan UU 3212004 dan UU 25/1999 yang 

diperbaharui dengan UU 3312003 Pemerintah Daerah, balk provinsi dan 

kota/kabupaten, dapat melaksanakan semua kebijakan tersebut dengan sungguh­

sungguh melalui pernberdayaan Balai Latihan Kelja agar dapat mengatasi 

persoalau bersama tentang tingginya angka pengangguran di setiap daerah. 
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Departemen Tenaga Ketja dan Transmigrasi clq Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk 

mengatur dan membina BLK m"'1iadi lembaga pelatihan yang kredibel dalam 

mengbasilkan tenaga ketja yang kompeten, 

Pengembangan BLK~ baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun 

oleh pemerintah daerah, diarahk:an untuk menlngkatkan relevansi, kualitas,dan 

efisiensi pelatihan kerja. Pemerintah akan mengintensifkan pembinaan rnelalui 

perencanaan, bimbingan, konsultansi. fasilitasi, koordinasi dan pengendalian. 

Khusus dalam aspek pelatihan, pembinaan pemerintah akan difokuskan peda 

program dan metoda pelatihan, fasilitas dan satana pelatihan, instruktur dan 

tenaga kepelatihan, rnanajemen dan pendanaan pelatihan. Pemhinaan ini berguna 

bagi semua BLK untuk mendukung program 3 in 1, dalam sebuah sistim 

pengelolaan yang terpadu. 

Berkenaan dengan gambar 1 tentang Diagram Kondisi BLK diatas dan 

penjelasan singkatnya, dapat di simpulkan bahwa temyata memang perlu 

dilaksanakan Revitalisasi BLK terutama BLK UPTD dengan alasan sebagai 

berikut : 

Pertama, sebagian besar BLK UP'fD peda umumnya dalam kondisi yang 

kurang layak dan memadai dalam program, fasilitas dan sarana pelatihan, SDM 

pelatihan, anggaran dan manajemen. Hasil Maping Depnakertrans R1 dati tahun 

ke tahun dan beberapa kesimpulan dati beberapa paper oleh pengelola BLK, pihak 

swasta dan pruktisi pelatihan keija memberikan data dan kesimpulan demikian. 

Kedua, beberapn BLK UPTD bahksn ada yang sudah beralih fungsi 

karena oleh pemerintah daerahnya BLK dipandang bukan lem~a prioritas yang 

penting untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan kerja. Kondisi inl 

tenlunya sangat tidak mendukung upaya peningkatan kompetensi dan 

profesionalisme tenaga kerja melalui pelatihan kerj~ seperti yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor J3 Tahun 2003 tentang Ketenagukeijaan serta 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional. 

Revitalisasi BLK akan berjalan secara paralel di semua BLK yang ada 

Pelayaoan pelatihan tetap befjalan bersamaan dengan pembenahan dan perbaikan 
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di BLK-BLK terutama di BLK UPTD. Alasan utama mengapa BLK UPTD yang 

dijadikan fokus utama dalam program revitalisasi BLK ini adalah karena banyak ,_ 

BLK UPTD yang sudah tidak berdaya, memiliki kemampuan finansial yang 

terbatas dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau bahkan lebih dari 

pemerintah daerahnya maka Depnakertrans RI akan melakukan revitalisasi secara 

bertahap dan menggunakan kapasitas yang ada berdasarkan akala prioritas. Dalam 

kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab pembinaan seperti di atas) maka 

peranan BLK yang sekarang statusnya sebagai UPTP menjadi sangat strategis 

sebagai sarana Depnakertrans Rl dalam merevitalisasi BLK lainnya dalam hal ini 

BLK UPTD. Peran BLK UPTP sebagai penyelenggara pelatihan akan terus 

dikembangkan karena sarana prasarnna dan SDM nya memang relatif tersedia. 

Kemuilian, BLK UPTP juga akan menjalankan peran dan fungsi pengembangan 

dan pemberdayaan terhadap BLK yang statusnya sebagai UPTD, eli provinsi 

maupun kotalkabupaten. Revitalisasi BLK perlu dilakukan secara bertahap, 

komprehensif dan intensif Hal ini penting karena peran gandanya sebagai 

penyelenggara dan sekaligus juga sebagai alat pembinaan peJatihan ketja di 

daerah. 

Berdasarkan data bunpiran l sarnpai 3, Sejak dicanangkannya Revitalisasi 

BLK pada tahun 2006 oleh Departemen Tenaga Keija dan Tran<migrasi R.I. maka 

bisa di lihat bahwa revitalisasi temyata masih banyak yang belum merambah ke 

BLK-BLK terpencil yang tidak stratcgis lokasinya (sebagai contoh yaitu BLK 

Jndramayu yang bisa dikatakan telah dianaktirikan oleh pemerintab daerah 

,. 

setempat). Dengan basil tersebut berarti bahwa Revitalisasi BLK UPTD di ern '· 

Otonomi Daerah tidak beijalan dengan merata dan maksimal. Maka oleh karena 

itu diperlukanlah strategi~strategi yang bisa memaksimalkan program Revitalisasi 

BLK UPTD sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia hasil pelatihan 

yang bisa diperhitungkan ketika teijun ke pasar keija atau dunia keija baik lokal 

maupun intemasional, 

Setelah dicanangkan ''REVITALISASI BLK" oleh Menteri Tenaga Kelja 

dan Transmigrasi R.I. Bapak Ennan Suparno. Berarti sejak tahun 2006, gerakan 

Revitalisasi BLK di Indonesia telah dimulai dengan tahap awal sebagai gebrakan 

yaitu melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana pelatihan di 42 BLK 
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UPTD dengan fokusnya BLK-BLK UPTD wilayah tengah dan wilayah timur. 

Dalam eva!uasi kegiatan revitalisasi dan mapping BLK tersebut pada _tahun 2008 

didapat hasil yang membuktikan bahwa Revitalisasi BLK tersebut belum bisa ,_ 

membawa dampak positif yang signifikan dalam menunjang penyelenggaraan 

pelatihan secara maksimal. 

Ada salah satu pendukung pelatihan yang berpengaruh besar terhadap 

kemajuan kinerja BLK tetapi belum tersentuh, yaitu manttiemen BLK. Bisa 

dipastikan begitu karena para pelaltu yang terkait dalarn manajemen BLK masill 

belum sadar dan mengerti bahwa mereka sudah bukan sebagai perpanjangan 

tangan lagi dari pemerintah pusat sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tapi 

menjadi lembaga mandiri yang hams dikeloJa secara swa agar BLK mereka 

menjadi hidup dan lestari, demi sukaesnya peningkatan kualitas tenaga kelja 

didaerahnya dengan pelatihan keda yang tepa! dan berguna. 

Perubahan pola manajemen BLK UPTD dalam tulisan ini dijadikan salah 

satu strategi yang amat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program 

Revitalisasi BLK. 

Dalam pelaksanaannya temyata ada kendala dan hambatan yang 

mengganggu kelancaran proses Revita!isasi BLK UPTD tersebut, yaitu kurangnya 

pengakuan dari pemerintah daerah tentang betapa penting dan perlunya BLK 

UPTD di daerah dalam mengangkat sumber daya manusia (tenaga kerja) supaya 

mampu dan sanggup bersaing di pasar kerja. Hal itu dikarenakan belum ada nya 

pemturan perundang-undangan atau hukum yang secara kuat menjadi dasar 

pengelolaan manajemen BLK UPTD di danrah sejak diberlakukannya otonomi 

daerah atau sejak disernbkannya pengelolaan BLK dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. 

Selain manajemen pengelolaan BLK disernbkan kepadn Pemerintah Daerah, 

di masa Otonomi Daerah juga diserahkan tanggung jawab mengenai pelatihan 

masyarakat pencari kelja lokal atau di daerah atau diwilayabnya. Tapi mengenai 

kelembagaan BLK belum ada aturan yuridiksinya, sehingga belum ada 

penglegitimasian terhadap BLK-BLK yang beralih dari kepemilikan Pemerintah 

Pusat menjadi Pemerintah Daerah, karena aturan-aturan yang jelas dan tercantum 

dalarn Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah belum diterbitkan. Hal ini 
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juga menjadi salah satu sasaran yang mgm diwujudkan demi suksesnya 

Revilalisasi BLK UPTD. 

Sebenamya sejak dikeluarkannya UU 32 lalmn 2004 rentang .Pemerintah 

Daerah dan PP 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disitu sudah 

tercantum pula tentang pembagian urusan di bidang ketenagakerjaan, tapi sama 

sekali tidak menyebut atau membahas tentang BLK, sehingga masih tetap 

diperlukan adanya sebuah PP lagi yang membahas tentang BLK sebagai landasan 

hukum dan dasar yang kuat dalarn pengelolaan BLK terutama BLK UPTD. Hal 

ini diharapkan secara otomatJs akan mampu mengatur dan mengarabkan 

pengelolaan manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD supaya 

seragam dan tidak berbeda-beda dalam upaya mendukung pelaksanaan 

Revitalisasi BLK liPTD secara maksimal, efisien dan efektif. 

1.2. Perumusan Masalab 

L Dengan berlangsungnya otonomi daerah, maka pelatihan oleh BLK 

diserahkan kepada pemerintah daerah masing~masing. Tapi temyata 

mismatch antara hasii pe1atihan dengan kebutuhan pasar ketja makin 

menjadi besar gap nya. 

2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLK UPTD 

dan sudah tidak relevannya alat- alat pelatiban yang dimiliki sehingga 

proses BLK UPTD untuk menjadi contoh dan panutan bagi lembaga 

pelatihan di daerah akan semakin berat dilaksanakan. 

3. Lambalnya proses perubahan pola manajemen BLK UPTD yang sebelum 

Otda berpola sen!Ialisasi menjadi desentralisasi setelah Olda sehingga dalam 

usaha mensernganakan pola manajemen BLK dalam upaya pelaksanaan 

revitalisasi BLK UPTD juga akhirnya berjalan lambat. 
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1.3- Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan Jatar belakang dan romusan masalah diatas maka perttmyaan 

penelitian adalah untuk mencari jawaban atas pennasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

u Strategi apa saja yang seharusnya digunakan untuk mempertepat 

kcbijakan Revitati.sasi BLK UPTD di era otonomi daerah". 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang didapat yaitu : 

Peneliti 

- Memberikan wawasan baru dan pengetahuan mengenai Transformasi organisasi 

berdasarkan teori Gouillart & Kelly, khususnya dimensi revitalisasi, 

Akademis 

- Untuk menambah pemahlUT!an mengenai revitalisasi di lembaga pelatiban milik 

pemerintah. 

!nstitusi 

• Sebagai bahan masukan bagi Depnakertrans Rl dalam merumuskan strategi­

strategi yang perlu diambil dalam pelaksanaan revitalisasi BLK agar dapat 

dengan cepat dan akurat dalam pelaksanaannya. 

1.5. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah pada tesis ini adalah hanya faktor Otonomi Daerah 

sebagal variable bebas yang mempengaruhi Revitalisasi BLK terhadap BLK 

UPTD. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I 

Penelitian ini disusun dengim sistematika sebagai berikut : 

:PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuralkan mengenai Jatar belakang 

permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan 
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manfaat penelitian, pembatasan rnasalah dan sistematika 

penelitian. 

: TINJAUAN LITERATUR 

Penulis menguraikan secara singkat pcndapat para ahlilpara 

pakar/para expert yang ada hubungannya dengan revitalisasi 

organisasi dalarn penerapannya terhadap BLK di era otonomi 

daerab serta berkaitan dengan topik yang ditentukan penulisan 

tesis ini. 

: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bah ini akan dibabas tentang rancangan penelitian yang berisi 

mengenai desain penelitian, peralatan penelitian, populasi dan 

sample, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolaban dan 

pembobntan. 

: ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam hal ini berisikan rnengenai analisa data basil penelitian 

yang dilakukan dan pernbabasan/interpretasi basil penelitian 

dengan menggunakan pendekatan AnalitycaJ Hierarld Process 

(AHP). 

: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan mernbarikan 

saran yang kiran;-a barmanfaat bagi semua pihak yang terkait balk 

secara langsung maupun tidak secara langsung dalam menentukan 

strategi apa yang mendukung Revitalisasi BLK terhadap BLK 

UPTD di era Otonomi Daerab. 
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Pada dasamya ada dua macam perubaban yang perlu dibedakan secara 

fundamental, yaitu perubaban orde pertama dan perubaban orde kedua (Meyer et 

a!., 1993 dalam Newman 2000). 

Perubahan orde pertama bersifat menambah dan memusat. Peru.bahan ini akan 

membantu organlsasi memelihara realibiHtas internal yang meliputi penyesuaian­

penyesuaian dalam sistem, proses. atau struktur~ dan bukan merupakan perubahan 

fundamental dalam strategi. nilai inH, atau identitas organisasi. Perubahan ini 

terjadi pada lingkungan yang relatif stabil dan dalam waktu yang lama serta akan 

membuat organisasi menjadi lebihjiJ dan konsisten dalarn konteks kelembagaan. 

Jadi perubahan orde pertama tidak menghasilkan suatu perubahan yang 

fundamental. 

Perubahan orde kedua bersifat transformasional, radikal. dan rnerubah organisasl 

seeara fundamental yaitu pada inti dari organisasi. Perubahan ini digerakkan oleh 

perubaban yang mengarab pada kondisi yang kompetitif baik yang berasal dari 

konteks ke1embagaan maupun pasar. Perubahan ini akan membawa organisasi 

keluar dari lingkungannya dan membab dasar kekuatannya. Perubaban orde kedua 

merupakan roorientasi strategik dan sebuah pernbahan bentuk sehingga 

menjadikannya lebih sulit dan berislk.Q dibandingkan dengan perubahan orde 

pertama_ 

Peran pegawai atau sumber daya manusia dalam proses transformasi atau 

perubaban menurut Lan court dan Savage (1995) diharapkan adalah sebagal 

berikut: Pertama, SDM sebagai rekan bisnis. Partner bisnis dalarn hal ini 

bertanggung jawah membantu menetapkan kompetensi yang dibutubkan, 

mendorong integrasi organisasl. dan mereorganisasi bagiannya. Kedua, fokus 

pada pengembangan karir dan kompetensi. Apabila ada lembaga atau organisasi 

sangat menghargai peran dan nilai dari aset yang berupa ilmu pengetabuan dan 

ketrarnpilan, maka diharapkan lembaga atau organisasi itu lebih memfokuskan 

pada identifikasi dan pengembangan kompetensi inti mereka serta kebutuhan 

akan pengembangan karir dan keahlian. Ketiga, membayar untuk suatu keahlia.n. 
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Fokus pada kompetensi inti berhubungan signiftkan dengan kinerja manajemen 

dan program kompensasi. Untuk itu pula sebuah lembaga atau organisasi harus 

memperhatikan sistem kompensasinya jika lngin mendapa.tkan kine.tja seperti 

yang diharapkan. 

Transfonnasl mengharuskan lembaga atau organisasi yang dalam hal ini 

adalah BLK UPTD sebagai pihak yang berlcepentingan untuk memberikan 

panda.ngan yang jelas mengenai visi organisasi, sehingga setiap indivldu ~· 

mempunyai asumsi bahwa transfonnasi organisasi tergantung pada pergeseran 

cara herfikir dan bekelja mereka. Hal tersebut disebabkan karena pernbaban 

bersifat tidak kontinu artinya setelah terjadi satu perubahan akan diikuti 

perubahan lain yang herbeda yang lidak dapat diprediksi sebelumnya karena 

menyesuaikan dengan perubaban lingkungan. Kesadaran yang muncul akan 

membuat proses transformasi yang sifatnya kualitatif menjadi lebih jela.s bagi 

setiap pegawai. Yang perlu dikerjakan selanjutnya adalah memberikan 

pemahaman bagaimana dan kapan perubahan tersebut barns dilakukan dan dengan 

strategi yang seperti apa sehingga menghasilkan perubahan yang diinginkan. 

Transformasi struktur dan infrastruktur akan menghasilkan perubahan 

hubungan yang fundamental antara pirnpinan lemhaga dan anggota, anggota 

dengan stakeholder dan antara pegawai dengan lembaga. Prosesnya t:idak mudah, 

selain karena masih adanya sikap resisten terhadap perubahan, karena perubahan 

itu sendiri kadang-kadang menyakitkan. Orang cenderung resisten terhadap 

perubahan dikarenakan mereka sudah terlanjur rnenikmati rutinitasnya sehingga 

perubahan akan menjadi suatu hal yang mengganggu. Selain itu adanya 

kepentingan untuk mempertahankan status quo. Pada akhimya ketidakpastian dari 

basil perubahan yang menjadi alasan. 

Kecenderungan untuk menghindari perubahan berakar pada budaya yang 

ada dalam suatu organisasi. Untuk merubahnya harus dimulai dengan 

menciptakan iklim yang kondusif pada pembahan dan sistem yang dapat ,. 

mewadahi pembahan. Iklim yaitu internksi antar individu dalam organisasi itu 

sendiri. IkJim yang baik akan membentuk sistem peringatan dini dimana setiap 

individu mernpunyat tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada 

Universitas Indonesia 

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana UI, 2010



18 

organisasi dengan melakukan perubahan yang proaktif, Konsekuensinya sistem 

yang ada dalam organisasi harus mau mengakomodasi setiap perubahan. 

Perubahan dalam organisasi diharapkan membawa angin segar dalam upaya 

peningkatan produktivitas dan kinelja ke arab yang balk dan peningkatan pula 

terhadap pelayanan sehingga dapat memaksimalkan tujuan yang ingin di raih 

yang tertuang dalam visi dan misi sebuah organisasi baik organisasi pemerintah 

maupun swasta. BLK UPTD merupakan sebualt organisasi pemerintah yang 

mencantwnkan visi dan misinya dengan menggunak:an good governance atau 

kaidah-kaidah yang benar dalam penciptaan proses dan hasil yang maksimal. 

Pengembangan lembaga atau organisasi dengan good governance bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja lembag:a pemerintah maupun swasta dalam rangka 

mencapai pertumbuhan yang bcrkesillllmbun~ Organisasi yang mempunyai good 

governance adalah organisasi yang transparan, bertanggung jawab, memberikan 

kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

Misgovernance dapat terjadi karena adanya kebijakan yang 1ebih mementingkan 

sekelompok orang kual, berupa pelecehan birokrasi, kegagalan pasar dan KKN 

akan menghambat pembangunan. Kineija organisasi sangat terkait parla sikap dan 

tindakan sumberdaya manusia mulai dari bawahan sampai peda pimpinan yang 

mampu memberi peJayanan dan kerjasama yang mernuaskan konsumen (lokal 

maupun internasional). Good governance perlu diterapkan agar tercipta kinerja 

yang efisten dan tanggap terhadap keinginan konsumen. 

Kasim (2000:75) mengartikan good governance sebagai proses 

pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, pelitik, ekonotrri dsb.) dalam 

suatu negara dengan melibatkan berbagal pihak yang berkepentingan, serta 

penggunaan sumber-sumber daya (alam, kenangan, manusia) dengan cara yang 

sesuai dengan prinsip prinsip keadiJan, efisiensi. transparansi dan akuntabilitas. 

Good goverance ak.hir-akhir ini muncul untuk: memperbaiki ketidak rnampuan 

pernerintah dan dunia usaha rnenghadapi krisis ekonotrri (Setiono, 2000:75). Good 

governance dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu Good Government ,. 

Governance yaitu penerapan Good governance dibirokrasi negara dan Good 

Corporate Governance adalah penerapan Good governance di sektor swasta. 

Good Governance dapat direalisasi menurut Tjokroamidjojo (2000:75) 
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apabila ada koordinasi dan sinergi yang baik: antara governance di sektor 

pemerintahan dengan governance disektor swasta, agar menghasilkan output yang 

paling ekonomis dari kegiafan masyarakat. Agenda governance sektor pemerintah 

yang paling panting adalah pemerintahan yang bersih. Agenda tersebut meliputi 

pembersihan KK.!'!, disiplin anggaran dan penguatan fungsi pengawasan. 

Mal<aliwe (2000:60) mempunyai pendapat pentingnya good governance di sekl:or 

pemerintah yang berorientasi positif. Kegiatan positif tersebut meliputi 

peningkatan kebijakan deregulJ!si yang mendorong mekanisme pasar dan 

pencegahan kegagalan pasar serta penerapan hukuman yang togas. Sementara itu, :· 

agenda governance pada sektor swasta adalah praktek bisnis yang sehat untuk 

kepuasan pelanggan dan stakeholder. Agenda tersebut pada dasarnya adalah 

ketaatan pada peraturan organisasi dan hukum negara. Dalam. agenda tersebut 

perlu diperhatikan penghapusan rentseeking, meningkatkan efisiensi dengan 

manajemen yang profesional) transparansi, akuntabilitas dan keadilan terhadap 

para stakeholders (pemerirrtah:pajak, pemegang saham, kreditor, pimpinan dan 

pegawai serta masyarakat) dengan fungsi pengawasan yang kuat. 

Bagi organisasi yang bersifat statis tidak akan mampu mernenuhi tuntutan 

kebutuhan lingkungan yang senantiasa berubah, sehingga secara spesifik tokoh­

tokoh organisasi modem menjelaskan bahwa dibutuhkan organisasi baru 

berkenaan dengan pembahan lingkungan (produk, pasar, tekuologi, dan 

masyarakat) yang cepat (Hatch, 1997:351). Baik organisasi yang berubah karena 

perubahan lingkungan maupun organisasi yang mempengaruhi terhadap 

perubahan lingkungannya menunjukkan adanya kemauan dan kemampuan 

organisasi be! ajar (learning organization) melalui proses transfonnasi, yaitu suatu 

proses penyesuaian diri terhadap perubahan dengan menampilkan dirinya sebagai 

subsistem dari sistem lingkungan dengan kernampuan beradaptasi baik secara 

reaktif maupun proaldif terhadap perubahan ekstemalitas maupun intemalitas 

sehingga dapet menjadi tempat atau wadah dalam mempermudah proses 

pelaksanaan pekeljaan yang makin berubah. 

Henry Mintzberg, dkk (1998:324) menyebutkan bahwa transfunnasi 

merupakan proses pembuatan strategi dan sehagai salah satu konsekuensi 

konfigurasi organisasi disamping gambaran keadaan organisasi. Beberapa contoh 
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utama bentuk transfonnasi adalah perubahan haluan (turn around), membangun 

kekuatan baru (revitalization), dan tindakan perampingan (downsizing). 

Perubahan organisasional kemungkinan disebabkan oleh interaksi customer 

dengan tindakan competitor yang secara keseluruhan menumbuhkan pola perllaku 

pada anggota organisasi (Bruke dalam Berger, 1994:82). 

Dalam organisasi yang memberlkan pelayanan pada publik, transfonnasi 

dikenal dengan istilah pembaruan atau reformasi (Osborne & Gaebler:l992:108-

136). Sedangkan refonnasi diartikan sebagai transfonnasi fundamental terbadap 

sistem dan organlsasi pemerintaban guna mendukung peningkatan efektivitas, 

efisiensi, daya adaptasi dan kapasitas dalam melakukan inovasi organisasi 

(Osborne dan Plastrik:1996:13.14). 

Refonnasi politik dan otonomi daerah merupakan pencetus perubahan 

terhadap cara pandang masyarakat indonesia tentang pola sentralisasi yang habis 

masa aktifuya dan digantikan dengan pola desentralisasi. Dampak yang didapat 

dari hal tersebut diatas terutama otonomi daerah sangat membawa major change 

atau berubahan besar terhadap semua aspek yang ada dan terutama bagi 

masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah. Dalam tulisan ini peanlis 

mencoba menyoroti dari aspek tenaga kerja dan peningkatan somber daya 

manusia yang ada di daerah. 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja, merupakan salah satu 

faktor yang turut mempengaruhi kualitas dari tenaga ketja yang ada, menurut data 

dari Biro Pusat Statistik ( Sakemas Februari 2008), struktur tenaga ketja Indonesia 

menurut tingkat pendidikan adalah : 

o Pendidikan rendah ( 5 SD) sebesar 56,37 juta atau 56,40% 

o Pendidikan ( SLTP) sebesar 18,83 juta atau 18,84 %, 

• Pendidikan ( SLTA) sebesar 18,54 jutaatau 18,54% 

• Pendidikan ( diploma ke atas ) sebesar 6,20 juta atau 6,06 % 

Angka tersebut menunjukkan tenaga ketja Indonesia masih didominasi oleh 

tingkst pendidikan yang rendah, hal ini akan berdarnpak pada tingkat produktifitas 

tenaga ketja yang tentunya akan rendah pula, karena dengan tingkat pendidikan 

yang rendah kemampuan inavasi tenaga ketja kita juga akan rendah. Sehingga 

perlu adanya sekolah pendidikan atau pe!atihan yang sanggup meningkaikan atau 
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mendongkrak skill dan kemampuan tenaga keJja kita agar mampu dan sanggup 

diperhitungkan di pasar kelja global. 

Disinilah Lembaga Pelatihan seperti Balai Latihan Ketja menjadi 

sangat berperan penting dalam usaha meningkatkan atau mendongkrak skill 

keterampilan dan kemampuan tenaga keija kita. 

2.1 BALAI LATIHAN KERJA 

Berdasarkan Glossary Depnakertrans RI. Dalai Latihan Kerja adalah 

sebuah institusi atau /embaga milik Pemerintah Pusat maupun Daerah yang 

mempunyai fungsi menciptakan Sumber Daya Manusia ter/atih yang mampu 

bersaing dan patut diperhitungkan di Pasar Kerja atau Dunia Kerja. 

Karena basil lulusan sekolah formal temyata tetap masih membutuhkan 

leverage (pendongkrak) dalam bentuk job training services untuk memasuki 

dunia kerja. Bila pendidikan formal dan pelatihan keija bersatu, maim kompetensi 

dapat mendongkrak mutu dan produktivitas pekerja, yang pada akhirnya akan 

dapat membantu penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. 

Globalisasi ekonomi telah mempengaruhi segmentasi pasar tenaga keija 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk. menyerap angkatan kerja 

baru, yang setiap tahun terns naik. Pasar tenaga kerja mengalami pergeseran dari 

pasar domestik ke pasar luar negeri. Sayang mayoritas pekerja luar negeri di ~· 

sektor informal, dan ini tak bisa dipandang sebelab mata oleh Pemerintab Pusat 

dan Pemerintah Daerah dalam mengelola tenaga kerja Indonesia. Dengan segala 

resiko, baik positif dan negatif, yang harus dikelola oleh semua pihak nampaknya 

daya tarik kesempatan kerja di luar negeri, termasuk perbedaan peluang kerja dan 

pendapatan pekerja di dalam dan di luar negeri, harus diantisipasi dengan 

manaJemen tenaga kerja yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. 

Permintaan pasar demikian tentu menjadi pertimbangan utama dalam mengelola 

BLK agar dapat mengarahkan pada pasar kerja dalam negeri pada wnumnya dan 

luar negeri pada khususnya. 
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2.1.1 Visi dan Misi BLK 

Balai Latihan Kerja merupakan sebuah organisasi yang jelas dan 

memiliki struktur yang pasti, maka bisa dipastikan bahwa Balai Latihan Kerja 

juga memiliki visi dan misi yang berguna sebagai pagar batasan dan petunjuk 

operasional BLK yang selalu jadi dasar dalam setiap tindakan maupun kebijakan 

yang dikeluarkan oleh BLK. 

2.1.1.1 Visi Balal Latihan Kerja 

Visi organisasi merupakan keinginan yang bersifat ideal yang dirumuskan 

secara seksama yang menentukan arab atau keadaan masa depan. Visi sebagai hal 

yang penting untuk kepemimpinan implementasl strategi dan perubahan, dangan 

demikian visi merupakan titik pennulaan dari kenyataan masa depan suatu 

orgarusas:t. 

Balai Latihan Kerja merupakan suatu organisasi yang juga mem!Hki vis!. 

V!si Balai Latihan Kelja adalah "sebagai instiJusi pelatihan kerja yang mampu 

mempersiapkan tenaga kerja profesional dalam bekerja dan atau berusaha 

m(lJldiri"(Pedoman membangun BLK, 2008). Visi yang tepat adalah mampu 

membangki!kan tenaga dan semangat, mampu menciptakan makna bagi 

kehidupan perusahaan atau organisasi, mampu menciptakan standar .Yang dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan, dan dapat digunakan di luar 

organisasi tersebut 

2,Ll.2 Misi Balai Latihan Kerja 

Misi Organisasi merupakan perwujudan dari visi Organisasi, Jika visi 

merupakan keingirum organisasi maka misi merupakan perwujudan dari keinginan 

organisasi tersebut. Oleb sebab itu pengejawantahan visi menjadi mlsi 

mencerminkan perubahan yang diharapkan dan menggarnbarkan perjalanan dati 

titik berangkat sebagai keadaan awal ke arah titik pencapaian sebagai yang 

diharapkan, 
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Misi Balai Latihan Kerja adalM: 

I. Mempelliiapkan tenaga kerja profesional melalui pelatihan kerja berbasis 

kompetensi. 

2. Menjamin mutu lulusan Balai Latihan Kerja dengan uji kompetensi dan 

sertifikasi profesi. 

3. Memperkuat kemitraan strategis dalam penempatan kerja sesuai dengan 

knaliflkasi yang dibutuhkan oleh duuia industri dan duuia usaha , bruk di 

dalam negeri maupun di hw negeri. 

4. Memfasilitasi pengembangan wiraswasta di sektor ekonomi nonformal 

dan informal melalui Kopemsi, Usaha Kecil dan Menengah. 

Untuk melaksanakan proses pernbahan tetsebut diperlukan pendekatan 

sfrategis yang sistematis, rasional dan obyektif serta terstruktur. 

Berdasarkan latarbelakang kurang berfungsi maksimalnya BLK maka 

memang perlu dilaksanakan Revitalisasi BLK terutama BLK UPID dengan 

alasan sebaga.i berikut : 

Pertama, sebagian besar BLK UPTD pada umumnyn dalam kondisi ynng 

kurang Jaynk dan rnemadai dalam program, fasilitas dan sarnna pelatihan, SDM 

pelatihan, anggaran dan rnanajemen. HasH Maping Depnakertrans Rl dari tahun 

ke tahun dan beberapa kesimpulan dari beberapa paper oleh pengelola BLK, pihak 

swasta dan praktisi pelatihan kerja memberikan data dan kesimpulan demikian. 

Kedua, beberapa BLK UPTD bahkan ada yang sudah beralih fungsi karena 

oleh pemerintah daerahnya BLK dipandang bukan lembaga prioritas yang penting 

untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan kerja Kondisi ini tentunya 

sangat tidak mendukung upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme 

tenaga kerja melalui pelatihan kerja, seperti yang diamanatkan dalarn Undang­

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan serta Pemturan 

Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatiban Kelja Nasional. 

Dapartemen Tenaga Kelja dan Transmigrasi c/q Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, rnemiliki tugas dan tanggungjawab untuk 

mengatur dan membina BLK menjadi Jembaga pelatihan yang kredibel dalam 

menghasilkan tenaga kelja yang kompeten. 
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Untuk mengarnhklm kembali visi dan rnisi Balai Latihan Ke~a, balk dari sisi 

organisasi, SDM, maupun dari unsur pendukung iaiunya dalam rangka menWjjang 

program pengentasan penganggnran serta untuk sememenuhi harapan rakyat mllka 

diperlukan sebuah upaya Revillilisasi teihadl>p Balai Latihan Ke~a 

Sejak reformasi diguiirkan 1997 dan UU 20 tallUn 2003 tentang Sistim 

Pendidikan Nasional diundangkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerab terus 

berusaha untuk memenuhi amana! bahwa sebesar 20"/o APBN (dan saharusnya 

juga APBD) diaiokasikan untuk pembangunan pendidikan. Kebijakan tersebut 

merupakan komilmen Pemerintah untuk meningkatkan kanlitas tenaga kega 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengurusi tenaga keJja dan 

pengangguran. Hal itu Ielah ditegaskan dalam Pasal 27(2) UUD 45 bahwa "'fiap­

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan". Pemerintah wajib berusaha menjarnin peke!jaan dan penghidupan 

yang layak bagi warganya, Begitu juga Pasal 28 D(2) menegaskan bahwa "Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubugan kerja," Jadi, mengurusi tenaga keJja, mengentaskan 

pengangguran dan meningkatk:an produktivitas tenaga ketja adalah constitutional 

imperative (kewajiban konstitusional) bagi lembaga-lembaga publik, baik di pusat 

maupun di daerab. 

Oieh karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, melalui Rapat 

Koordinasi Nasional Depnakertrans RI tahun 2006, menyarnpaikan beberapa 

harapan, yaitu : 

I. Dalarn rangka penangguiangan pengangguran perlu penyarnaan persepsi dan 

kornitmen bersarna serta rnenjadikan pengangguran itu sebagai common 

enemy atau musuh bersama yang perlu kita tanggulangi bersama. 

2. Pelaksanaan program three in one di daerah, periu disesuaikan dengan 

kondisi dan potensi daerah, agar dalam pelaksanaannya dapat beJjalan 

secara efektif dan efisien. 

3. Untuk meningkatkan kineJja Lambaga Pelatihan Kega, maka perlu 

dilakukan Revitalisasi Iembaga pelatihan, yang pelaksanaannya dilakukan 

secara bersarna antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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4. Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga keija, perlu 

ditempuh serangkalan kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkatan 

pembinaan kelernbagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, 

manajemen dan pendanaan pelatiban dan produktivitas. 

5. Perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di 

bidang pelatihan di daerah jangan sampal berbenturan dengan regulasi lain 

yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. 

6. Dalam rangka meningkatkan program pelatihan dan produktivitas di daerah, 

diminta agar Bappeda dapat rnengalokasikan dana APBD dan 

memprioritaskan kebutuhan pelatihan sesuai dengan potensi daerah. 

Dengan target yang jelas dan indikator yang terukur, maka erah kebijakan 

pembangtman ketenagakerjaan punya piliban pasar dalam negeri maupun pasar 

luar negeri, Berdasarkan kondisi pasar tenaga keija tersebut; Pemerintah dan .,_ 

Pemerintah Daerah dapat menfokuakan erah pembangunan ketenagakerjaan 

untuk: 

l, Mernperluas penyerapan tenaga kerja di sektor non formal, k.hususnya 

bidang pertanian atau jasa. 

2. Mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan bidang 

industri dan mencegah meluasnya pemutusan hubungankerja. 

3. Meyakinkan kousistensi pelaksanaan kebijakan dan program pelatihan kerja 

untuk penduduk usia SD sampal dengan SLTA, oleh lembaga pendidikan 

dan pelatihan yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam 

meningk:atkan mutu, relevansi dan kompetensi tenaga keija sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

4. Memberikan prioritas utama peda program yang dapat dinikmati langsung 

oleh para penganggur dan pekerja be!piOduktivitas rendah, yang berlatar 

belakang pendidikan SLTA dan pendidikan dasar sebagai major clients 

dalam pelayanan tenaga kerja. 

Pemerintah dan Pemerintab Daerah wajib mengurusi tenaga kerja dan 

pengangguran. Hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 27(2) UUD 45 bahwa ''Hap-
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tiap warga negara berhak atas pekeJjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan". Pemerintah wajib berusaha menjamin pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi warganya. Begitu juga Pasal 28 D(2) menegaskan bahwa "Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakua'n yang adil 

dan /ayak da/am hubungan kerja." Jadi, mengurusi tenaga kerja, mengentaskan 

pengangguran dan meningkutkan produktivitas tenagn kelja adalah constitutional 

imperative (kewajiban konstitusional) bagi lembaga-lembagn publik, baik di pusat 

maupun di daerah. 

Oleh karena itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasl Rl, melalui Rapat 

Koordinasi Nasional, menyarnpaikan beberapa barapan, yaitu : 

l. Dalam fl!IIgka penanggulangan pengangguran perlu penyarnaan persepsi dan 

komitmen bersama serta menjadikan pengangguran itu sebagai common 

enemy atau musuh bersama yang perlu kita tanggulangi bersama. 

2. Pelaksanaan program S in 1 di daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi dan 

potensi daerah, agar dalarn pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

3. Untuk meningkatkan kinerja Balai Latihan Kerja, maka perlu dilakukan 

Revltalisasl, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama antara pusat dan 

daerah. 

4. Dalarn rangka peningkatan knalitas dan produktivitas tenaga kelja, perlu 

diternpuh serangkalan kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkutan 

knalitas surnber daya manusia, peningkutan manajemen dan peningkutan 

sarana dan prasarana. 

5. Perumusan kebijakan dalam bentak peratufl!II perundang-undangan di bidang 

pelatihan di daemh jangan sampai berbenturan dengan regulasi Jain yang 

berhubungan dengan ketenagakeljaan. 

6. Di masa OTONOMI DAERAH ini, maka dalarn rangka meningkutkan 

program pelatihan dan produktivitaE di daerah, diminta agar Pemerintah 

Daerah dapat mengalokasikan dana APBD dan memprioritaskan kebutuban 

pelatihan sesuai dengan potensi daerah. 
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2.1.2 Fnngsi Ideal Boloi Latihon Kerja Di Masa Mendatang 

BLK mengetahui yang dibutuhkan masyarakat: pencari lrelja yang dapat 

bekerja secara layak dan pelrelja yang lebih produktif. Balai Latiban Kelja 

memiliki peluang yang besar didalam menyatupadukan manajemen antara 

pelatihan, sertifikasi dan penempatan lrelja. Peluang tersebut nampak jelas. 

Sasaran utama pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja adalab penganggur dan 

peketja yang produktivitasnya rendah. Penganggur terbuka yang jumlahnya 11,1 

juta sedang menunggu kiprah dan palayanan prima dari BLK, dalam perlnasan 

akses dan peningkatan mutu. Selain sebagai kementerian yang memang 

bertanggungjawab terhadap ketenagakeljaan, Departemen Tenaga Kelja dan 

T ransmigrasi Rl akan torus mendorong I 82 BLK di seluruh Indonesia, baik yang 

masih dikelola langsung o1eh Depnakertrans maupun yang diserahkan 

pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kota/ Kabupaten, untuk 

memaiukan peran dan fungsi yang komprehensif dalarn peningkatan kualitas 

tenaga kelja Indonesia. 

Dengan program 3 in 1 ..,.pelatihan, sertifikasi dan penempatann harus 

terpadu sejak dari aWl!! perencaJllllUl, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. 

Depnakertrans bisa saja tetap beketja dengan struktur organisasi yang ada dan 

terus berbagi kewenangan dan sinkronisasi anggaran agar pemanfaatan segala 

sumber daya demi mencapai perbaikan kinetja BLK secara maksimal. 

Sesuai strategi yang hendak diterapkan untuk membangun ketenaga­

keljaan di masa mendatang dan relevan beberapa strategi yang sedang dijalankan 

oleh Departemen Tenaga Kelja dan Transmigrasi, maka peran dan fungsi ideal 

Balai Latihan Kerja antara lain: 

I. Pelaksanaan kebijakan dan program pelatihan, sertiflkasi dan penempatan 

kerja yang telah dan akan dikemhangkan oleh Pemerintah pusat provinsi 

dan kabupatenlkota dalam upaya memperluas akses pelatiban dan 

meningkatkan kualitas tenaga kerja. 
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2. Pengelolaan semua sumberdaya pelatihan untuk memperluas akses dan 

meningkatkan kualitas pelatihan berbasis t<ompetensi agar setiap alumni 

lulus dalam uji kompetensi dan agar memperoleh sertifikasi profesi yang 

diakui pengguna dan mendapatkan pekeijaan yang layak untuk kehidupan 

keluarga. 

3. Pembinaan dan pengembangan berbagai macam pilihan program pelatihan 

kerja berbasis kompetensi yang mampu mernberikan pilihan-pilihan karir, 

contingency career baik di sektor formal maupun sektor infonnal1 terutama 

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. 

4. Pengembangan model dan rujukan khususnya dalarn standar, pedoman, 

kriteria dan prosedur dalam pengelolaan peiatihan secara terpadu dengan 

sertiflkasi dan penempatan kerja dalarn satu atap. 

5. Pengelolaan berbagai program pelatihan reguler dan unggulan yang 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat disertai dengan dukungan 

informasi pasar kerja dan 1ayanan konsultasi, mediasi~ negosiasi dan 

advokasi terhadap semua flhak. 

6. Pioneer bagi lembaga pemerintah dalam penerapan manajemen berba~sis 

kinerja dengan cara pengelolaan dana secara efektif, transparrut dan 

akuntabel tmtuk mengembangkan dan melakaanakan pelatihan, sertifikasi 

dan penempatan lceija. 

7. Pemulihan keberdayaan warga masyarakat alumni pelatihan dengan 

membangun usaha mandiri melalui koperasi dan UKM dilengkapi dengan 

penyertaan modal dan bimbiogan manajemen bagi sektor pertanian, non 

formal dan informal secara berkelanjutan. 

8. Perintis pengembangan kernitraan antara BLK dan dunia usaha dan industri 

melalui aliansi strategis, kolaborasi program dan angganm, jaringan 

informasi, pemanfatan teknologi, layanan kons1~tasi usaha dan perlindungan ~ 

terhadap alumni nntuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Dalam perkembangan BLK selanjutnya, perubahan numenklatur jeias 

akan mewamai perubahan terhadap peran dan fungsi BLK. Benturan kepentingan 

antara pendidikan dan pelatihan kerja perlu rekonsiliasi yang elegan antar entitas 
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publik, terutama di Provinsi dan Kota/Kabupaten. Peran dan fungsi yang ideal 

bagi BLK yang dijelaskan di depan bisa menjadi referensi umwn, yang akan 

dikembangkan lebih lanjut oleh pengelola dan instruktur BLK masing-masing, 

sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang harus dilayani BLK agar 

masyarakat pekeija dapat menikmati layanan seluruh program pelatihan, 

sertifikasi dan penempatan keija secara terpadu di setiap BLK. 

2.2. REVITALISASI 

2.2.1 Pengertian Revitalisasi 

Upaya untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mati, yang pada masa 

silam pernah hidup, atau mengembalikan, dan mengembangkan sesuatu untuk 

menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pemah dimiliki atau seharusnya 

dirniliki oleh sesuatu baik dari segala segi, sehingga diharapkan dapat 

memberikan peningkatan kualitas yang pada akhimya berdampak pada kualitas. 

adalah pengertian hakiki tentang Revitalisasi. 

Menurut Gouillart dan Kelly (1995). pemberdayaan organisasi dapat 

dilakuk:an melalui transformasi, yaitu rancang ulang yang teratur terhadap 

arsitektur genetis, yang dicapai dengan menge~akan secara simultan empat hal, sebagai 

berikut: 

1. Reframing 

2. Restructuring 

3. Revitalize 

4. Renewal 

: Pembentukan ulang pola pikir organisasi 

: Pembentukan ulang terhadap fisik organisasi 

: Mendorong perubalzan orgauisasi 

: Pembaruan organisasi 
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Gambar I. Diagram Transformasi Organisasi 

ijENt;WAUPEMBARUAN 

REVITALIZE! 
REVITAUSASI 

Gouillart & Kelly • 1995 : 1 

.. REFRAMEIPE!\IfBEI'! 
TUKAN POLA PlgiR 

RE"'I~UCTiiiR""' > . 
STRUKFU~ ~J!~~ .· .·· 

Reframe adalah konsep organisasi tentang apa yang akan dan apa yang 

dapat dicapai. Reframing ditujukan p<ida pikiran organisasi dan menyuntikkan visi 

dan keyakinan baru. Ada tiga dimensi yang perlu dilakukan dalam refram, yaitu: 

mencapai mobilisasi, menciptakan Visi, dan mernbangun sis tern pengukman dan target 

RestrucJure adalah perbaikan kembali fisik organisasi agar menjadi ramping 

dan sehat serta dapat mencapai tingkat kinerja yang kornpetitif sebagai alat saing, 

dengan melakukan tiga hal yaitu: membangun model ekonomi, menyesuaikan 

prasarana fisik organisasi, dan merancang ulang arsitektur proses dan sistem 

orgamsas1. 

Revitalize adalah upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan 

organisasi kepadalingkungannya. Revitalisasi merupakan suatu faktor utama yang 

membedakan proses transforrnasi dari penciutan organisasi (downsizing). Revitalisasi 

menuntut dilakukan figa hal yaitu: mencapai fokus pasar, menemukan bisnis baru, dan 

mengubah aturan main melalui pemanfualan teknologi inforrnasi. 

Renewal berarti menanamkan keterampilan dan tujuan barn kepada seluruh 

indivldu organisasi sehingga organisasi dapat memperbaharui dirinya. Ada tiga 
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sistem pembah~ yaitu: menciptakan struktur imbalanj membentuk pela1ihan 

perorangandan mengembangkanorganisasi. 

Fokus penefitian ini adalah pacla tahapan Revitalisasi yang merupakan 

suatu faktor utama yang membedakan proses transformasi dari sekedar penciutan 

(downsizing). Keselarasan organisasi dengan lingkungannya menurut Gouillart 

and Kelly dapat dicapai melalui tiga (3) pendekatan, yaitu: 

1. Pencapaian Fokus Pasar (!tchieve Market Fokus) 

Strategi memfokuskan kepada pasar rnerupakan usaha menghubungkan 

pol a pikir organisasi secara keseluruban kepada I ingkungannya. Sistem 

revitalisasi berarti pertumbuban (growth) dan memusatkan kepada kepentingan 

pelanggan sehingga diharapkan dapat membawa pertumbuban bagi organisasi. 

Dengan cara mengenal para pengguna jasa I stakeholder dengan baik dan 

memahami sepenuhnya kebutuhan mereka yang harus dapat dipenuh.i oleh 

organisasi. serta memanfaatkan input dan para pengguna jasa untuk 

menyempurnakan strategi organisasi. 

Banyak organisasi yang telah berhasil menggunakan strategi ini, dengan 

melakukan identifikasi kebutuban konsumen dan menerjemallkan kebutuban 

tersebut kedalarn bentuk produk yang sesuai dengan kebutuban konsumen dan 

menekank:an pada strategi yang disebut customer driven creativity. MelaJui 

strategi ini perusahaaan dapat meoingkatkan kemarapuannya untuk selalu lebih 

maju dari pelanggan dan pesaingnya terutama dalam menghasilkan produk dan 

jasa, Dengan cara ini organisasi bisa tampil beda, segar dan unik. Tampaknya 

tidak ada bisnis yang dapat bertahan lama jika tidak memusatkan perhaJ.iaonya 

pada kepentingan pelanggan. 

lstilah market focus mengandung makna yang lebih dari sekedar 

memberikan perhatian kepada pelanggan. Berfokus kepada pelanggan juga tidak 

banya sekedar memberikan ape yang diminta pelanggan, tetapi memenuhi secara 

nyata ape yang dibutubkan pelanggan. Dengan demilian, melalui Market focus 

organisasi dapat memperolah informasi yang dibutubkan dari ekstemal dan 

mengaitkan serta mengadaptasi lingkungan tersebut kedalam organisasi. 

Menumt Champy (2005) ada beberapa langkah yang harus dilekukan agar 
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organisasi dapat mencapai fokus bisnis yang kuat, yaitu: 

a. Terus menerus mengumpulkan infonnasi penting tentang pelanggan 

b. Lakukan segmentasi pasar pelanggan 

c. Tentukan proposisi yang memikat bagi masing-masing pe)anggan 

d. Carilah mitra-mitra usaha yang akan membangun 

e. Pusatkan perhatian pada perencanaan ulang terhadap proses 

f. Ukurlah terus prestasi melalui sudut pandang pelanggan 

2. Penciptaan Bisnis Barn (Invent New Business) 

Merupakan slrategi untuk mernbangun kemampuan organisasi melalui 

berbegal pendekatan seperti kemitraan (partnership), merger dan akuisisi. 

Melalui strategi ini diharapkan dapat membawa kehidupan baru bagi 

organisasi. Yaitu dengan menyelaraskan core competence atau fungsi utama 

organisasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa; serta 

menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan kineJja organisasi. 

Tidak selamanya organisasi mengandalkan kekuatan sendiri untuk proses 

bisnisnya, oleh karena itu organisasi harus dapat mencari partner aliansi 

stratejiknya untuk menutupi kelemahan organisasi.(De La Siera:l995:3-10). 

Pennasalahan transfonnasi pemerintahan dati birokrasi dalarn menghadapi 

percepatan perubaban dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1995) dengan "·· 

konsap yang dituangkan dalam Reinventing Government. Konsep tersebnt 

menawarkan satu konsep kewirausahaan sebagai suatu konsep yang bisa 

dijalankan oleh lembega publik dengan memasukkan semangat kewirausahaan. 

Berkaltan dengan bisnis yang dijalankan oleh institusi pendidikan dan 

pelatiban maka tetap harus mengacu pada manajemen pengetahuan. Menurut 

Davenport (1998), ada 4 (empat) yang barus dilaksanakan, yaitu: 

a. Meneiptakan tempat penyimpanan pengetahuan, mulal dari database majalah 

dan terbitan mengenai ilmu pengetahuan, basil penelitian dan sebagalnya, ba.ik 

yang berbentuk manual maupun elektronik. 

b. Memperbaiki akses pada pengetahuan. 

Pengetahuan yang disimpan diu.sahakan agar mudah diakses, ba.ik dari 

kalangan internal maupun eksternal. Pada saat ini, memasukan data dalarn 
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database dan jaringan komputer mrunpermudah kita mengakses data melalui 

internet. 

c. Memajukan ilmu pengetahuan 

Memajukan ilrnu pengetahuan meliputi penciptaan pengetahuan. penyebaran 

pengetahuan, transfer pengetahuan dan berbagi pengetahuan. 

d. Mengelola pengctahuan sebagai aset 

Dalam proyek, kumpuian pengetabuan yang dimiliki perlu dinilai secarn. 

finansial sebagai aset berharga secara ekonomis dan dapat dimasukkan ke 

dalam neraca keuangan. 

3. Merubah Aturan Main Melalui Teknologi Informasi (Change The Rules 

Through llifonnation Teclmology) 

Pendekatan merubah aturan melalui teknologi informl!Si (Change the rules 

lhrough information technology) merupakan usaha memanfaatkan teknologi 

sebagai dasar untuk mencari jalan baru menghadapi kompetisi. Teknologi 

inforrnasi dapat mendefinisikan kembali aturan main didalam organisasi. 

Teknologi dapat diibaratkan sistem saraf manusia yang dapat mengnubungkan 

selumh bagian-bagian yang ada pada badan manusia sehingga dapat membarikan 

isyarat bagi gejala yang dihadapi oleh masing-masing bagian organ tubuh 

ruanusia. 

Implementasi IT untuk mendnkung kegiatan operasional suatu organisasi 

baik dalam akala kecil maupun besar, berkembang menjadi kebutuhan mendasar 

dalam mengbadapi era global dan Good Governance. Berbagai perangkat IT 

untuk inftastruktur, service, maupun apUkasi, saat ini sangat banyak tersedia di 

pasaran dalarn berbagai bentuk dan fungsinya. Hal ini menyebabkan banyalmya 

altematif solusi IT yang perlu dipertimbangkan dalarn menentukan kebijakan 

pengembangan organisasi. Implementasi IT dalarn kegiatan operasional organisasi 

akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan banya dari segi efisiensi 

kelja tetapi juga terhadap budaya kelja baik secara pegawai, antar unit, maupun 

keseluruhan institusi. 

Hal mendasar dalarn Revi!alisasi Organisasi adalah dengan melakukan 

pangembangan organisasi atau Organization Development. Pengembangan 
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organisasi adalah respon untuk berubah melalui a complex educational strategy 

dan niat untuk merubah keyakinan, sikap, nilai stroktur organisasi agar dapat 

beradaptasi lebih mudah dengan teknologi baru, pasar dan peluang (Bennis, 

1996). 

Organisasi perlu mengorganisasikan diri untuk belajar sehingga mampu 

beradaptasi dengan perubahan Hngkungan. Mengembangkan organisasi berarti 

menciptakan a sense of community diantara individu daJam organisasi~ sehingga 

interaksi sesama individu sangat tergantung kepada struktur suatu organisasi. 

Didalarn dunia informasi, aset perubahan sebagai nkuran kekayaan modal 

organisasi telah bergeser kepada kekayaan pengetahuan (knowledge) organisasi, 

dan pernbagian kerja bergeser kepada pernbagian pengetahuan dalarn organisasi. 

Dengan meningkatkan pengetahuan didalarn organisasi sebagai hasil individu dan 

organisasi yang belajar, maka pentingnya team base work nkan terus berkembang 

dan menjadi tumpuan organisasi. 

Organisasi makin memerlukan tanggung jawab individu integritas dan 

komitmen. Melalui strategi ini organisasi dituntut untuk mengembangkan SDM 

yang dapat berfikir secara independen dan bekerja sendiri dan kapan bekeija 

dengan orang lain dan bangga dengan prestasi kerja yang mereka laknkan. 

Mereka sa!ing memerlnkan ornng lain dalarn mencapai prestasi kelja. Saat ini 

banyak organisasi yang memfoknnkan kepada strnktur organisasi yang "cross 

fonctional" sehlngga kondusif bagi terciptanya kerjasama tim dan menumbubkan 

suasana balajar (learn learning) untnk menumbubkan inovasi bagi organisasi. 

2.2.2 Revitalisasi BLK 

Revitalisasi BLK merupaka.n panduan manajemen untuk memperbaild 

kinerja BLK secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan, agar kinerja BLK 

benmanfaat bagi pencari kerja dan atau pekerja yang rendah prodnktivitasnya. 

Salah satu program kebijakan yang sangat berarti bagi snksesnya Revi!lllisasi BLk 

yaitu program 3 in l, yang merupakan sistem terpadu antara pelatiban kerja , 

sertifikasi profesi sebagai penjamin mutu dan penempatan kelja sebagai ponjarnin 

tercapainya kesejahteraan keluarga dan setiap warga masyarakat. Program 3 in 1 
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ini akan mampu membawa perubahan substansi, strategi dan fungsi BLK secrua 

keseluruhan sehingga dapat rnendukung revitalisasi BLK secara rnaksimal. 

Program 3 in I merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui sarnpai 

dimana suksesnya revitalisasi BLK, sebsgai bagian integral dari pengembangun 

Sistem Pelatihan Kelja Nasional. Adapun indikatomya adalah: 

• Meningkalnya relevansi dan kualitas pelatihan kelja. 

Relevansi dan kualitas pelatihan keJja dapat terlihat dari tercatatnya angka 

penernpatan basil pelatihan kelja di BLK tersebut 

• Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelatihan kerja. 

Efektifitas dan efisieasi pelatihan kerja terlihat dari jumlah peserta pelatihan 

yang mengikuti pelatihan di BLK tersebut. 

• Meningkatnya kredibilitas dan kemandirian BLK. 

Kredibilitas dan kernandirian BLK dapat terlihat pacta banyaknya jumlah 

perusahaan di pasar keJja yang bekerjasama dengan BLK tersebut. 

• Berkembangnya BLK sebagai penyelenggara pelatihan terpadu dengun 

sertiftkasi dan penempatan kelja. 

BLK sebagai penyelenggara pelatihan terpadu dengan sertifikasi dan 

penempatan kerja dapat terlihat dengan tercatatnya jumlah peserta yang yang 

berhasil disertifikasi lengkap dengan garansi penempatannya pada perusahaan 

ataupun penempatan di pasar kerja. 
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Gambar 2. Skema R<.Vitalisasi BLK 

• 

Revl!alisasl BLK, Dt:polik«;rtnlltS 2006 

Skema revitalisasi BLK diatas dapat di jabarkan sebagai berikut: Dengan 

-penerapan good governance, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 

terus memberikan perbatian untuk mendorong Balai Latihan Kelja agar dapat 

memiliki kinelja, etika dan akuntabilitas yang tinggi. Bersarna-sarna dengan 

Pemerintah Provinsi dan Pernerintah Kota!Kabupaten. Departernen Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi R.I. melanjutkan refonnasi manajemen Balai Latihan Kelja. 

Sebagai kelanjutan dari reformasi lembllga di sektor publik maka refurmasi BLK 

harus bersifat mendasar dan sistemik, dengan sasaran utama dalam pelayanan 

pelatihan BLK adalah pencari kelja dan pekerja yang produktivitasnya rendah. 

Revitalisasi BLK juga menjadi panduan umum pengelolaan BLK. 

Depnakertrans, Disnaker Provinsi dan Disnaker Kotal Kabupaten akan 

menerapkan strategi, priori~ kebijakan, program dan dana untuk memperluas 

kemudahan ak.ses bagi panganggur dan pekelja dan untuk mencapai outputs BLK 

yang bennutu tinggi, kompeten dan produk!if sesuai dengan perkembangan sosial 

ekonomi di masa datang. 
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Pemerintah, cq. Depart= Tenaga Kega dan Transmigrasi dituntut 

menetapkan dan tunduk pada nilai-nilai universal yang akan rnenjadi pedo-man 

dalam pengambilan keputusan publik, karena nilai-nilai pengelolaan organisasi 

publik, terrnasuk BLK, telah banyak berubah. Kebijakan dan program pernerintah 

harus mewakili nilai-nilai kehidupan masyarakat. 

Gam bar 3. Transisi Birokrasi ke Manajemen BLK 

Birokrasi Tradisional Manajemen Modern 
Mmln1.,...,.,.,..~-...,..,, o.v-~~-.. .,_,..,. ..... ., 

M...,.,.loo •<M>"'II•I _..,. ""~ 1"1...., .. ,. ·--a•~mo<hll tl-111<11 ______ , 

1;>11<-•11""'1>_, V.lU--uN)bo!t -. ........ "" ................................... r .............. I>.,_ ... ~.. ...... .,.,.,""'""!WI""*'.,..,.." 
~""'""'"'"'"""'I Vn .. """'""~"~~"""" K<>nU'c!m..,ofuiT_ ... _,Ip>,>l.., 

K.olw,n>-l<l>l!il,.., ""'.wtl"" ~--lta•d- ""'"'"""" 
-~~·-'·-·""""'"' ....... -'"l"" >:1'-..k_,,~-~~- d..., AINI'IfliiWIIUIOK 

Mi::lliiN ..... Cut> bnho 7~ 
__ .,.,...__,...,_11<1A_,. 

-.. ............. -~~~~- T,.._,....,...SI.R..,..,.,..,.,,._., ..... -n..,."" 
.................... __ ! -...-... .d ..... _ ... _ ..... _ .. t-on 

Ori ......... '*"~>'>'"""" .. ~-- ..,...,..,,.,--<loon -..-mu" M_,b..rtbn- ¥"1'"11 
.......... u ......... - ........ lllv->ldltt .. _ ..... , dli'm<llban ~-- .,.,. '"y.nl m_,....,.bl • 

C>tlo"""'""...,. ""'"""" .......,"""~ """' __ .,r "'"'"""•"_, <:~o;naon MrM"'il!l """ .,..,.., ....... .._ • .,m ... 

l!llrokro;.ol .. ''"''"~"'"""" ........ ~~--~~ .... -mbercl.oVI'on~ '<><><oobu.ol,._,.. -.... .......,...,... uwn• 

llh•-fbo• ""GI'I",...... er •• u .. a..o .,..,..,.,h..., ...,...,.,.,,....,:pub II• 

pt,~O .,....,.,, hldup; P*Q•- "biOI¥*,"""""''".., PNEI p..,,,....,., .. , pogawool ~ ...... - ... ~ --

•lo.<lm M.,""" T""Oibh•A-"'• Slw;Um ooom,..l•-1: IM._.,,. ...... 

Stereotype ini sering diberikan kepada lembaga publik yang dikelola 

pemerintah. Seperti halnya nasib lembaga publik lainnya, BLK juga sering dinilai 

sebagai birokratis, tidak efisien, belum transpara.n, pegawm tidak produktif, sulit 

berubah dan akrab dangan KKN. Pandangan demikian belum tentu semuanya 

benar. Dalam konteks ini, Revitalisasi BLK rnenuntut perubahan paradigrna dalam 

kita mengelola 182 Balm Latihan Kelja di Indonesia (Maping BLK tahun 2008). 

Perubahan paradigma akan mendorong perubaban sistern rnanajemen 

BLK. Kunci sukses manajemen BLK akan terletak pacta pemanfaatan keknatan 

yang sifatnya intangible~ termasuk pengetahuan, kepercayaan) kompetensi~ ide­

ide, informasi, proses) hublmgan baik, inovasi, moralitas, jaringan, nllai tambah, 

pencitraan dan layanan jasa, Oleh kaxena ito. revitalisasi BLK rnembu!Uhkan 

ketangguban, kesabaran dan idealisme yang tinggi dari setiap pimpinan lernbaga, 

badan dan unit kega lainnya di Departemen Tenaga Kelja dan Transmigrasi R.I. 

sebagai perwujudan pemerintah pusat juga jajaran leader di pemerintahan daerah. 
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Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan Revimlisasi BLK 

adalah: 

• Tersusunnya rancang bangun BLK yang dikelola Pemerintah, BLK yang 

dikelola Pemerintah Provinsi dan BLK yang dikelola Pemerintah •.. 

Kabupaten!Kota (UPTP dan UPTD) 

• Tersusunnya prioritas program pembangunan BLK yang disertai dengan 

rencana aksi untuk merevitalisasi BLK menuju ke arah terwujudnya BLK 

yang berkinerja tinggi 

Pemerintah Provinsi sangat penting untuk menjembatani kependngan 

antara masyaraka.t dan Pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia. 

Untuk pelaksanaan Revitalisasi BLK, peran dan fungsi Pemerintah Provinsi yang 

diharapkan antara lain: 

l. Pengembangan regulasi daerah (Peraturan Daerah) untuk menjaga 

konsistensi peraturan perundang-undangan dan peraturan provinsi. 

2. Penyatuan perencanaan program dan anggaran pembangunan ketena­

gakeljaan yang akan dilakukan oleh Disnakertnms dan BLK. 

3. Pendorong inisiatif tumbuhnya aJiansi, kolaborasi dan kemitraan peme~ 

rintah dan swasta melalui PPP (public-private partnership atau .rayonisasi 

BLK). 

4. Pemimpin daiam inovasi dan refonnasi manajemen Disnakertrans dan BLK. 

5. Penguatan koordinasi, kerjasama dan komunikasi antax provinsl1 antar 

kotalkabupaten dan antar BLK. 

6. Membantu pengendalian, pengawasan dan evaluasi setiap program untuk 

,. 

meyakiukan keberhasilan kineJja BLK. ,. 

Mayoritas BtK ada di kota dan kahupaten. Pemerintah Kota dan 

Kabupaten, yang dalarn hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja atau lembaga publik 

lainya yang mengurusi ketenagakeJjaan, memiliki peran penting dalam revitalisasi 

BLK. Peran dan fungsi Disnaker Kota!Kabupaten yang diharapkan antara lain: 

I. Mengembankan keselarasan kebijakan melalui Perda tentang pelatihan, 

sertifikasi dan penempatan kerja di daerah. 
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2. Mengembangkan dan memberikan prioritas sasaran program pemerintah 

untuk digarap melalui kegialan BLK. 

3. Mengembangkan dan menentukan pilihan intervensi yang tepa! sesual 

dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan rnasyarakat daerah. 

4. Memberikan layanan dan pembiayaan a/ternatif, balk melalui APBD ,. 

maupun dana non budgeter dan dana dari fihak ke tiga lalnnya. 

5. Menawarkan dana pinjaman dan permoda/an kepada alumni BLK. 

6. Membimbing penerapan manajemen korporasi dan budaya pelayanan 

prima. 

7. Membangun a/iansi kelembagaan dan sinergi program antara BLK, 

lembaga keuangan dan UKM!Koperasi. 

8. Mengembangkan sentra /ayanan konsultasi pengembangan industri dan 

UKM. 

9. Membarikan dukungan teknis dalam pengadaan, a.snransi, penanaman 

modal, informasi, mediasi, negosiasi dan bujukan (jawbowning). 

10. Menggunakan basil pelatiban BLK sebagai indikator Standard Pelayanan 

Minimum. 

Dari sekelumit paparan diatas dapat kita artikan bahwa cita~cita revitalisasi 

BLK adalah sangat luhnr dan mulia terutama dalam tujuan untuk menciptakan 

tenaga-tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dalam menyongsong dan 

berl<arya di era globa!isasi seperti saat ini, sehingga mampu diperhltungkan balk 

di pesar kerja dalam negeri dan luar negeri. Diharapkan pula bahwa merekA dapat 

mendukung pembangunan nasioual serta mensukseskan pemerataan kesejahteraan 

sesuai yang tersurat dalam UUD tahun 1945. 

Pada awal tahWl 2007, Ielah dicanangkan "REVITALISASI BLK" oleh 

Menteri Tenaga Kelja dan Transmigrasi R.I. Bapak Erman Supamo. Berarti sejak 

tahun tersebut, gerakan Revitalisasi BLK di Indonesia telah dimulai dengan tahap 

awal sebagai gebrakan yaitu melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana 

pelatiban di 42 BLK UPTD dengan fokusnya BLK-BLK UPTD wilayah tengah 

dan wilayah timur. Dalam evaluasi kegiatan revitalisasi dan mapping BLK 

tersebut pada tahun 2008 didapat basil yang rnemhuktikan bahwa Revitalisasi 
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BLK tersebut belum bisa membawa dampak positif yang sigrrifikan dalam 

menunjang penyelenggaraan polatihan secara maksimal. 

Ada salab satu pondukung polatihan yang berpengaruh besar terhadap 

kemajuan kinerja BLK tetapi belum tersentab, yaitu manajemen BLK. Bisa 

dipastikan begitu karena para polaku yang terkait dalam manajemen BLK masih 

belum sadar dan mengerti babwa mereka sudab bukan sebegai porpanjangan 

Iangan lagi dari pemerintah pusat sejak dlberlakukannya Otonomi Daerah tapi 

menjadl lembaga mandiri yang harus dikelola secara swa agar BLK mereka 

menjadi hidup dan lestari, demi suksesnya peningkatan kualitas tenaga kerja 

didaerabnya dengan pelatihan kerja yang tepa! dan berguna. 

Pembaban pola manajemen BLK UPTD dalam tulisan ini dijadikan salab 

satu strategi yang arnat sangat berpengaruh terhadap suksesnya program 

Revitalisasi BLK. 

2.3 OTONOMI DAERAH 

Dengan berlakunya Otonomi Daerah sejak l Januari tahun 2000, 

sebenarnya diharapkan oleh pemerintah akan membawa banyak kernajuan dan 

pembaban demi rakyat atau masyarakat agar dapa! dicapai tujuan besar Bangaa ini 

yaitu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Dalarn penjelasan UU 

NOMOR 22 tahun 1999, Otonoml Daerah adalab kewenangan Daerah Otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

praksrsa sendiri berdasarkan asplrasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

pemndang-undangan (pasal I humf (h) UU NOMOR 22 Tabun 1999 tentang 

Pemerintahnn D""rah). 

Dalarn prakteknya temyata tidak mudab melaksanakan amanat Undang­

undang tersebut. Ada kesan yang kuat bahwa Otonomi Daerab diterapkan dengan 

pendakatan big bang, alan dalarn tempo yang sesingkat-singkatnya. Perubahan 

struktural yang tercalllt dengan adanya undang-undang tersebut diatas adalab 

pelaksanaan otonomi daerah secara utub dan luas di kabupaten!kota, sedangkan 

provinsi hanya memiliki otonomi yang terbatas. Dengan kata lain, titik berat 

otonomi daerah ada di kabupaten!kota dengan titik ringan di provinsi. 
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Implikasinya, kabupaten/kota bebas dari intervensi pusat bahkan bupatilwalikota 

bukan lagi bawahan gubemur dan tidak memiliki hubungan hirarkis 

(Dwidjowijoto, 2002). 

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempwlYai batas daerah tertentu berwenang mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (pasal I huruf (i) UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah). 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[l] 

Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan 

pernerintaban sendiri".[2] Sedangkan "daerah" adalah suatu "wil.ayah" atau 

"lingkungan pemerintah".[2] Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi 

daerah" adalah "wewenanglkekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur 

dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Dan 

pengertian lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah 

yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu 

sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan 

termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat 

istiadat daerah Iingkungannya (Dwidjowijoto, 2002). 

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat 

dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. 

Otonomi daerah tidak: mencak:up bidang-bidang tertentu, seperti politik 

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang­

bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.[3] Pelaksanaan otonomi 

daerah berdasar pada pnns1p demokrasi, keadilan, pemerataan, dan 

keanekaragaman. 
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Otonoml Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peratunm perundang-undangan. 

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prnkarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2.3.1 PENJELASAN OTONOMI DAERAH 

Dasar Pemikiran 

a. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan~ dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah (Dwidjowijoto, 2002). Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, 

antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan 

kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang­

Undang. Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh 

karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan 

mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat staal juga. Daerah 

Indonesia akan dibagi dalam Daerab Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi 

dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek en 

locale rechtgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya 

menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerah-daerah 

yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu di 

daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawarakatan. 

b. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang 

kuat untuk menyelenggarakan otonorni dengan memberikan kewenangan yang 

luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam 

Ketetapan MPR-RI Nomor XVIJMPR11998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerab; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 
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Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pemerintahan 

Daerah11 karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerab yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas demokratisasi. 

d, Sesuai dengan Ketetapan MPR-Rl Nomor XVI MPR/1998 tersebut di atas, 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadilan, serta perimbangan Otonomi Daerah juga dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan 

keadHan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. 

e. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk 

memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, 

meningkatkan peran-serta masyaraka~ mengembangkan peran dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, undang-undang ini menempatkan 

Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daetuh Kota, yang 

dalarn Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten 

Daerab Tingkat 11 dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai 

kev.-enangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan 

menurut prakarsa dan aspirasi m.asyarakat. 

f. Provinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, 

dalarn undang-undang ini dijadikan Daerah Provinsi dengan kedudukan sebegai 

Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan 

kewenangan Pemerintuh Pusat yang didelegasikan kepada Gubemur. Daerab 

Provinsi bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerab Kabupaten dan Daerah ;. 

Kota. Dengan demikian, Daetuh Otonom Provinsi dan Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki. 

g. Pemberian kedudukan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus 

scbagai Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan : 
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1. untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

n. untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi 

Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota; dan 

m. untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang ~-

dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. 

h. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah 

pada masa larnpau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada 

hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja 

dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan 

otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 

yang mencangkup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan 

di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, 

agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan 

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraann.ya mulai dari perencanaan., 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan 

otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara 

tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang 

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai 

konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas 

dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian 

otonorni, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ~· 

semak.in baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, 

serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar 

Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi untuk Daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi 
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kewenangan lintas Kabupaten dan Kola, dan kewenangan yang tidak atau belum 

dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kola, serta kewenangan bidang 

pemerintahan tertentu lainnya. 

1. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah 

yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut 

(Dwidjowijoto,2002): 

• Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman 

Daerah. 

• Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata. dan 

bertanggung jawab. 

• Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah 

Kabupeten dan Daerah Kola, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupekan 

otonomi yang terbatas, 

• Pelak:sanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 

serta antar Daerah. 

• Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian 

Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan­

kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti 

badan otorita, kawasan pelabahan, kawasan peromahan, kawasan industri, 

kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, 

kawasan perkotaa.n bam, ka\vasan pariwisata, dan semacamnya berlaku 

ketentuan _peraturan Daerah Otonom. 

• Pelaksanaan Otonomi Daerab harus lebih meningkatkan peranan dan 

fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi 

pengawas maupun fungsi anggaran alaS penyelenggaraan Pemetintahan 

Daerah. 

• Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam 

kedudukru:tnya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan 
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kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubemur 

sebagai wakil Pemerintah. 

• Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak banya dari 

Pemerintah kepeda Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada 

Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta somber 

daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 

Selain wewenang pengelolaan BLK diserahkan kepada Pemerintah ,. 

Daerah, di masa Otonomi Daerah juga diserahkan tanggung jawab mengenai 

pelatihan masyarakat pencari kerja lokal di daerah atau diwilayalmya. Tapi 

mengenai kelembagaan BLK belwn ada aturan yuridiksinya, sehingga belom ada 

penglegitimasian terhadap BLK-BLK yang beralih dari kepernilikan Pemerintah 

Pusat menjadi Pemerintah Daerah. karena aturan-aturan yang jelas dan tercantum 

dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah belum diterbitkan. Hal iai 

juga menjadi salah satu sasaran yang ingin diwujudkan demi suksesnya 

Revitalisasi BLK UPTD. 
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Dalam bab ini bertujuan untuk mendeskripsikon prosedur pelaksanrum 

penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap BLK UPTD dan para expert 

dilingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl. Berlkut ini secara 

berturut-turut akan disajikon sub topik- sub topik tentang pendekatan penelitian, 

populasi penelitian, operasionalisasi konsep, teknik pengumpulan data. teknik 

pengelolahan data, dan tekoik analisis. 

3.1. Pendekatan Penelitian. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalarn peneHtian ini maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survey, 

yaitu metode koalitatif dengan desain survey yang memberikan uraian kualitatif 

melaui pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada orang. sehingga 

dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan 

Revi!Jllisasi BLK UPTD supaya be!jalan erektif. 

Untuk menganalisa data faktor yang berpengaruh sangat beragam 

kriterianya, maka penulis mencoba menganalisa dengan pendekatan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Data tersebut berupa data perbandingan berpasangan dengan skala I - 9. 

Data - data yang terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan metode AHP. 

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dilakukan analisa sensitivitas terhadap 

prioritas pemilihan alternatif sasaran kegiatan. Dengan cara ini dapat dilihat 

kecenderungannya sehingga dapat diketabui pengaruhnya terhadap pergeseran 

prioritas pemilihan kebijakan. 

Narnun sebelum membuat kerangka AHP dan kuesioner yang diberikan 

kepada para responden, penulis melakukan wawancara dengan beberapa expert 

untuk mencari tabu sasaran dan strategi yang harus dilakukan dalam Revitalisasi 

BLK UPTD. Adupun wawancara di lakukan dengan menggunakan pedoman 
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wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori Transfonnasi 

Organisasi dari Gouliart dan Kelly (1995) (lampiran 2). Dan dari hasil wawancara 

dengan expert (lampiran 3), penulis membuat kerangka AHP dalam memilib 

prioritas strategi yang tepat dalam merevitalisasi BLK UPTD di em Otonomi 

Daemh. 

3.1.1 Prinsip Dasar AHP 

Dalam analisis ini sesuai dengan hipote.sa yang ada, maka teknik/metode 

analisis yang akan dipergnnakan adalah Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP 

diperkenalkan oleh Thomas L. Santy pada periode 1971 - 1915 di Wharton 

School. 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada prinsip - prinslp yang harus 

dipahami, diantaranya ; decomposition1 comparative judgement, synthesis of 

priority. dan logical consistency. 

Comparative judgement 

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen 

pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan dengan tingkat 

diatasnya. Penilaian ini merupakan inti darl AHP, karen a ia akan berpengaruh 

terhadap prioritas elemen - elemen. Hasil dari penilaian iui akan tampak lebih 

enak bila disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise 

comparasion. Agar diperoleb skala yang bermanfaat ketika mernbandingkan dua 

elemen. seseorang yang akan memberikan jawaban perlu pengertian menyeluruh 

tentang elemen - elemen yang akan dibandingkan dan relevansinya terhadap 

kriteria atau tujuan yang dipelajari. 

Decomposition 

Setelah persoalan didefinisikan, rnaka perlu dilakukan decomposition yaitu 

memecah persoalan yang utuh menjadi unsur- unsumya. Jika ingin mendapatkan 

basil yang akurat, pemecaltan juga dilakukan pad a terhadap unsur- unsur sarnpai ,. 

tidak mungkiu dilakukan pemecahan Jebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa 
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tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini, maka proses analisis ini •· 

dinamakan hlmrki. Ada dua jenis hinrrld, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Dalam 

hirarkl lengkap1 sernua elernen pada suatu tingkat memilikl semua e1ernen yang 

ada peda tingkat berikutnya. 

Synthesis of Priorily 

Dari setiap matrlks painvise comparasion kemudian dicari eigenvectornya 

untuk mendapa!kan local priority. Karena matriks pairwise comparation terdapat 

pada setiap tingkat, maka untuk mendape!kan global priority harus dilakakan 

sintesa diantara JocaJ priority. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut 

bentuk hirarki. Pengnrntan elemen- element menurut kepentingan relatif melalui 

prosedur sintesa dinamakan priority setting. 

Local Consiste11cy 

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa obyek- obyek yang 

serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. 

3.1.2 Prosedur Analytical Hierarchy Process 

Dalarn pengambilan keputusan dengan metode AHP langkah - langkah kegiatan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Mendefinisikan suatu kegiatan yang memerlukan pemilihan dalarn 

pengambilan keputusannya. 

b. Menentukan kriteria dari pilihan- pilihan tersebut terhadap identitas kegiatan 

membuat hlrarkinya. 

c. Membuat matriks pairwise comparasion berdasarkan kriteria focus dengan 

memperhatikan prinstp - prinsip comparative judgment. 

d. Membuat matriks pairwise comparasion dengan memperhatikan prinsip -

prinsip comparative judgement berdasarkan kriteria diatasnya. 
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3.1.3 Penggunaan Aplikasi AHP 

Gambar 1. Hierarki Peneliliqn 

GOAL STRATEGI REVITALISASIBLK UPTD 
DALAM OTONOMI DAERAH 

l ,.,,..,. MenD;tKa!.ka "'"""""' an misma!cll '"""llt.K """"' ·-- UPTDjadi -. ...., """'" Bl.KUPlP -- -· -Bl.K 
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3.1.4 Penjelasan Aplikasi AHP 

Berdasarkan kerangka AHP diatas dapat maka fak:tor - fak:tor yang 

berpengaruh yang mernpakan sasaran agar pelaksanaan Revitalisasi BLK UPTD 

di era otonomi daerah berjalan efektif dan efisien dapat dijelaskan sebagai berikut 

I. Mengbilangkan mismatch antara SDM yang ada dengan kebutuhan pelatihan, 

Adanya ketidaksesuaian antara SDM yang dihasilkan oleh BLK apabila 

dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan yang seharusnya dilaksanakan 

demi mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di pasar kelja dan dunia 

usaha 
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2. Meningkatkan status BLK UPTD menjadi centre of vocational di wilayahnya 

Kunmgnya pengenalan masyarakat terhadap BLK yang ada di wilayahnya 

karena kurangnya publikasi dan sosialisasi, sehingga popularitas BLK 

terkesampingkan oleh lembaga pelatihan swasta. 

3. Menseragamkan pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD 

Pola manajernen BLK UPTD temyata berbeda dengan pola manajemen BLK 

UPTP, sehingga sangat wajar apabila kekuatan dan kemampuan pun akan 

berbeda antar BLK UPTD dengan UPTP. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran ''Mengbilangkan 

mismatch antara SDM yang ada dengan kebutuhan pelatihan" 

sebagai berikut : 

I. Kualitas lnstruktur dan T enaga Kepelariban di BLK UPTD 

tersebut adalah 

Y aitu rendahnya kualitas instruktur dan TK di BLK UPTD karena kurangnya 

pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya mengupgrade kualitas 

instruktur dan TK agar pelatihan dapat berjalan secara tepat dan akurat. 

2. KU!Il1titas instruktur dan T enaga Kepelatiban di BLK UPTD 

Yaitu kurangnyajumiah instruktur dan TK di BLK UPTD akibat kurangnya 

regenerasi yang dilakukan oleh pemerintah danrah. 

3. Kesenjangan produktivitas instruktur di BLK UPTD 

Y aitu besarnya gap an tara peserta pelatihan dengan basil pelatihan yang 

diserap oleh pasar ke.lja 
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Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka perlu dicennat:i aktor pelaku 

dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : 

I. irultruktur dan T enaga Kepelatihan 

Yaitu elemen yang sangat berperan penting demi kelangsungan pelatihan di 

Balai Latihan Kerja (BLK). 

2. Pejabat Struktural Oaerah 

Yaitu Kepala BLK UPTD, Kabag Tata Usaha BLK UPTD dan para pembuat 

kehijakan di struktur pemerintah daerah. 

3. Pejabat Struktural Pusat 

Y aitu Menakertrans RI beserta jajaran yang terkait dalarn mengarahkan s.etiap 

kcbijakan yang di tetaskan atau di cetuakan. 

Untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran dimaksud diperlukan 

kebijakan I strategi. Untuk itu dipilih kebijakan sebagai berikut : 

!. Monitoring dan evaluasi regular dan tahunan terhadap instruktur dan TK di 

BLKUPTD. 

Y aitu melakuk:an Monitoring dan evaluasi regular dan tahunan terhadap 

instruktur dan TK di BLK UPTD sehingga dapat diketahui dengan jelas dan 

tepat tentang kakuatan instruktur dan tenaga kepelatihan kemudian dapat pula 

diketahui pelatihan apa yang diperlukan oleh instruktur dan tenaga 

kepelatihan demi menunjang pelat:ihan tenaga keJja di BLK UPTD tersebut 

sebelum memasuki pasar kerja atau duaia keJja. 

2. Sistem pengernbangan karir dan profesi instruktur dan TK di BLK UPTD. 

Y aitu menerapkan pelatihan dalarn meningkatkan kapabilitas instruktur dan 

tenaga kepelatihan sehingga memiliki skill atau keahlian yang murnpuai serta 

marnpu melatih tenaga kelja yang tangguh dalarn menghadapi pasar kerja 

atau duaia kelja. 
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3. Menerapkan best value dalam kesepalratan kinerja antara pimpinan dengan 

instruktur dan TK di BLK UPID. 

Y aitu menerapkan sistim reward and pwrishment berdasarkan kesepakatan 

pimpinan dan instruktur serta tenaga kepelatihan dl BLK UPID agar menjadi 

pendongkrak semangat mengajar atau melatih sehingga tidak ada instruktur 

atau tenaga kepelatihan yang bekelja seenaknya. Semuanya beke<ja 

berdasarkan semangat profesionalisme yang bertanggung jawab. 

Adapun kendala yang dibadapi dalam meningkatkan sasaran " Meningkatkan 

status BLK UPID menjadi centre of vocational di wilayalmya" tersebut adalab 

sebagai berikut : 

1. Fungsi BLK UPID yang bekelja kurang maksimal 

Yaitu kurang berfungsinya sarana dan prasarana BLK UPID dalarn 

mendukung setiap kegiatan BLK terutama dalam melaksanalran kepelatihan. 

2. Relevansi alat pelatihan di BLK UPTD dengan teknologi yang ada 

Yaitu kurang relevannya alat·alat pelatihan yang dimiliki BLK UPID dengan 

teknologi yang digunakan dewasa ini di pasar kexja. 

3. Pemabaman masyarakat di daerab terhadap fungsi BLK UPTD sebagai 

tempat pelatihan 

Y aitn knrangnya kesadaran dan pemabaman terhadap fungsi dasar BLK 

UPTD sebagai tempat melatih tenaga kerja dalam persiapan menuju pasar 

kerja. 
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Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka perlu dicennati aktor pelaku 

dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : 

l. Insttuktur dan Tenaga Kepelarihan 

Y aitu elemen yang sang at beq>eran penting demi kelangsungan pelatihan di 

Balai Latihan KCJja (BLK). 

2. Pejabat Struktural Daerab 

Yaitu Kepala BLK UPTD, Kabag Tata Usaba BLK UP11) dan pam pembuat 

kebijakan di struktur pemerintab daerab. 

3. Pejabat Struktural Pusat 

Yaitu Menakertrans Rl beserta jajaran yang terkait dalam mengarabkan setiap 

kebijakan yang di tetaskan atau di cetuskan. 

Untuk mengatasi perrnasalahan dan mencapai sasaran dimaksud diperJukan 

kebijakan I strategi. Untuk itu dipilih kebijakan sebagai berikut : 

I. Sosialisasi tentang pentingnya BLK UPTD sebagai ujung tombak pelatihan di 

daerah. 

Y aitu usaba Pemeriutab Daerab untuk mensosialisasikan ten tang BLK UPTD 

kepada masyarakat dan menjelaskan nilai lebih dari proses pelatihau yang 

dilaksanakan di BLK UPTD dalam melatih tenaga kCJja atau sumber daya 

masyarakat yang ada dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan 

sebelum masuk ke dalam pasar kerja atau dunia keija yung sanglll kompetitif. 

2. Pemenuhan persyaratan minimal BLK UPTD agar relevan dengan kebutuhan 

dunia usaha. 

Y aitu Pemeriutah Pusat dan Pemerintab Daerah bersarna-sarna me!akukan 

pemenuhan persyaratan minimal yang dimiliki oleh BLK UPTD secara 

sharing baik melalui APBN maupun APBD dalam me\engkapi peralatan 
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pelatihan, sarana, prasarana. sumber daya manusia (lnstruktur dan tenaga 

kepelatihan) sesual persyaratan minimal yang berlaku. 

3. Menggencarkan publikasi BLK UPTD diwllayahnya masing-masing. 

Yaitu memperhanyak program-program sosialisasi tentang BLK UPTD agar 

masyarakat yang ada di wllayah kelja BLK tersebut dapat mengetahui bahwa 

dengan pelatihan yang dilaksanakan di BLK tersebut anak-anak maupun 

saudara~saudara rnereka bisa berlatih deml meningkatkan keterampilan 

sebelum bersaing di pasar kerja atau dunia kelja. 

Adapllll kendala yang dihadapi dalarn meningkatkan sasaran ''Menghilangkan 

mismatch antara SDM yang ada dengan kebutuhan pelatihan" tersebut adalah 

sebagai berikut: 

I. Diterapkannya pola manajemen tradisional di BLK UPTD 

Yaitu masih diterapkannya pola manajemen tradisionaJ yang mendasarkan 

pada input semata tanpa memikirkan output atau tenaga ke.:ja yang 

dihasilkan. 

2. Legitimasi dan regulasi manajemen BLK UPTD 

Yaitu kurang diakuinya pola manajemen BLK UPTD di daerah karena 

pengulruhan manajemen kelembagaannya masih belum diprioritaskan oleh 

pemerintah daerah setempat 

3. Pemahaman Pemerintah Daerah terbadap manajemen desentralisasi 

Y aitu pemerintah daerah belum mentaharni bahwa setelah lepas dati binaan 

pemerintah pusat maka BLK UPTD sekarang dilimpahkan pengelolaan dan 

manajemennya ke pemerintah daerah setempat. 
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Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka perlu dicennati aktor pelaku 

dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : 

I. Instruktur dan Tennga Kepelatihan 

Y aitu elemen yang sangat berperan penting demi kelangsungan pelatihan di 

Balai Latihan Keija (BLK). 

2. Pejabat Struktural Daerah 

Yaitu Kopala BLK UPTD, Kabag Tata Usaha BLK UPTD dan pana pembuat 

kebijakan di struktur pemerlntah daerab. 

3. Pejabat Struktural Pusat 

Yaitu Menakertrans Rl besertajajaran yang terkait dalam mengarabkan setiap 

kebijakan yang di tetaskan atau di cetuskan 

Untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran dimaksud diperlukan 

kebijakan I strategl. Untuk itu dipilih strategi sebagai berikut : 

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Guklak juknis) pola 

manajemen BLK UPTD. 

Yaitu agar pola rnanajemen BLK UPTD mempunyai araban yangjelas dalam 

pelaksanaan manajemen pengelolaan dan manajemen pelatihan BLK UPTD 

sehingga tidak akan melenceng dari aturan yang telah ditentukan. 

2. Mensinergikan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daetah beserta 

penjelasannya PP 3& tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerlntah 

Daerah dengan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakeijaan. 

Yaitu agar dengan Mensinergikan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah beserta penjelasannya PP 3 S tahun 2007 ten tang pembagian urusan 

Pemerintah Daerah dengan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat 

di hasilkan paraturan atan Undang-undll!lg yang punya kekuatan dimata 
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hukwn sehingga mampu melegitimasi dan meregulasikan manajemen di BLK 

UPTD. 

3. Mensosialisasikan tentang manajemen BLK ke seluruhjajaran. 

Yaitu mensosialisasikan tentang pentingnya manajemen BLK UPTD di 

daerah kepada seluruh aparatur yang terlibat di pemerintahan daerah agar 

pemahaman tentang manajemen desentralisasi di era Otonomi Daerah ini 

bukan menjadi hambatan atau masal~ tetapi sebagai upaya mempercepat 

penyerapan basil pelatihan oleh pasar kerja lokal pada khususnya dan pasar 

kelja global pada umumnya. 

3.2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalab BLK UPTD (BLK Indramayu, BLK 

Swnedang dan BLK Las Condet) beserta jajarannya dan Depnakertrans RI beserta 

jajarannya. 

BLK yang dipilih hanya 3 (tiga) untuk dijadikan sebagal sumber data 

penelitian adalah agar masing-masing BLK saling mewakili keadaan BLK yang 

balk (BLK Conde!), sedang (BLK Sumedang) dan buruk (BLK lndramayu) 

berdasarkan maping BLK tabun 2006. Dalam teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, kuesioner dan pengambilan data menggunakan teknik purposive 

sampling, yakni metode pemilihan sampe! berdasarkan kebutuhan dan pentingnya 

sampel oleh peneliti. 

3.3. Pemilihan Expert. 

Pemilihan expert (yang beljumlab 15 expert) yaitu dipilih berdasarkan peran 

dan keterkaltan dalam kebijakan revitalisasi BLK balk yang berada di tingkat 

pusat maupilll di tingkat daerah, yaitu : 

I. Sekertaris Jenderal Departemen tenaga Ke~a dan Transmigr.Si Rl 
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2. Direktur Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal ~· 

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 

3. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Sarana, Direktorat Bina Lembaga dan 

Sarana Pelatihan Kerja 

4. Kepala Seksi Standar Fasi!itas dan Peralatan Pelatihan 

5. Kepala Seksi Penyusunan Biaya Pelatihan 

6. Kepala BLK Condet 

7. Kepala Bagian Tata Usaha BLK Conde! 

8. Inslruktur Kejuruan BLK Condet 

9. Kepala BLK Swnedang 

10. Inslruktur BLK Sumedang 

II. Kepala BLK lndramayu 

12. Inslruktur BLK Indramayu 

13. Kepala Dinas Tenaga Ke~a Kabupaten Indrarnayu 

14. Kepala BLK Bekasi 

15. Kepala Sub Seksi Pemasaran BLK Bekasi 

3.4. Pengolahan data 

• Menyusun data; dengan cam mengumpulkan, melakukan pengecekan dan 

menyusun rekapitulasi data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meneliti 

kebenaran data yang diperoleh berdasarkan jaWaban dari sampel yang diteliti 

dengan pendapat peneliti. 

• Mengklasifikasikan data yaitu menggolongkan, mengelompokkan, dan 

memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat dan ditentukan 

peneliti. 

• Mengolah data yang dilakukan dengan menemukan jawaban dan sekaligus 

menarik hubungan antara pennasalahan penelitian dengan jawaban yang 

diberikan sampel melalui program I software Expert Choice. 
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• Melakukan analisa se<Jara sistematis rerhadap basil yang didapat melaltri 

program /software Expert Choice. 

3.5. Ana6sa data 

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafSirkan. S. 

Nasution (1996: 126} menjelaskan bahwa menyusun data berarti 

menggolongkannya ke dalarn pola, lema atau kategori sehingga dengan demikian 

tidak akan tetjadi chaos. 

Tafsiran atau interpretasi data artinya memberikan makna kepada analisis, 

menje1askan pola amu kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep yang 

meneerminkan pandangan atau perspektif peneliti, dan bukan kebenaran. 

Kebenaran basil penelitian masih hams dinilai orang lain dan diuji dalarn berbagai 

situasi lain. Hasil interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti kuantitatif, 

namun lebih bersifat hlpotesis ketja yang senantiasa hams diuji kebenarannya 

dalam situasi yang lain. 

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

analisis kualitatif. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

upaya-upaya revitalisasi BLK UPTD dalarn era otonomi daerah. 

Bogdan dan Biklen (1982} menyatakan bahwa pendekatan kualitatif 

berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi 

perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif sendiri. Dalam 

hal yang sama, S Nasution (1996 ; 18) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam 1ingkungannya, berinternkai 

dengan mereka, berusaba memaharni bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

sekitamya. PeneHtian ini disebut juga penelitian naturalistic, karena situasi 

lapangan penelitian bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa 

dimanipulasi diatur dengan eksperimen atau tes. 

Beberapa karakteristik penelitian kasus antara lain : 

a. Mempunyai 1atar alamiah sebagai swnber 1angsung 

b. Manusia sebagai alllt atau instrumen pene1itian 

c. Bersifat deakriptif analitik 

d. Lebih menekankan pada proses daripada basil semata 
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e, Peneliti cenderung menganallsts datanya secara induktif 

f. Mengutamakan makna 

Langkah-Jangkah analisis data dalam penelitian ini antara lain : 

a. Reduksi Data 

60 

Reduksi data edalah pencatatan kembali dalam bentuk uralan atau laporan 

secara rinci dBll sistematis yang dapat digunak:an dalam menganalisis data. 

Laporan yang direduksi itu, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan penting, 

diberi susunan yang sistematis agar lebih mudah untuk dikendalikan. Data yang 

direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang basil pengamatan, juga 

mempemmdah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan. 

b. Data Display 

Data display adalah upaya untuk melihat gambaran keseluruban atau 

bagian-bagian tertentu dari sebuah penelitian. Dalam hal ini sangat diperlukan 

matrik atau grafik untuk membantu peneliti menghindari sesuatu diluar fokus 

penelitian. Membuat display juga merupakan analisis. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

Sejak awal peneliti berusaha mencari makna data atau kesimpulan dari 

data yang telah dikumpulkan. Untuk itu ia perlu mencari pola, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan itu 

awalnya bexsifat tentatif, kahur dan diragukan, narnun setelah data bertambah dan 

analisis dilakukan secara terus menerus kesimpulan dari makna data akan lehlh 

grounded. Hal ini dapat dilakukan dengan veriftkasi selarna peuelitian 

berlangsung. Veritikasi dapat dilaknkan dengan mencari data baru. 

Lebih lanjut analisis data dalarn penelitian ini menggunakan kriteria­

kriteria Transfonnasi Organisasi dengan pendekatan 4R oleh Francis J. Gouillart 

dan James N. Kelly dengan memfokuskan pada revitalisasinya. 

d. V alidasi Data 

Kriteria validasi atau keabsyahan data penelitian dalam penelitian kasus ini 

hampir sam a dengan penelitian kualitatif pad a umurnuya adalah :1) validitas 

internal atau kradibilitas, 2) transferabilitas atau validasi eksternal, 3) 

depeudabilitas (realibilitas), 4) konfmnabilitas (objektivitas). 
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I), Kredibilitas, 

Untuk mencapai tingkat kredibilitas dalam penelitian ini maka ada 

beberapa langkab yang bisa diikuti antara lain : 

a) Triangulasi, adalab mencek kebenaran data yang diperoleh dengan cara 

membandingkarmya dengaa data yang diperoleh dari sumber lain tentang 

hal yang sarna pada berbagai fase penelitian lapangan dalam waktu yang 

berlainan. 

b) Peer Debriefing, adalah pembicaraan dengan kolega yakni kegiatan yang 

membahas dan membicarakan hasil penelitian dengan ternan-ternan sejawat 

atau kolega. Jni dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan berupa 

pandangan yang netral dan objektif, baik berupa saran maupun kritiken­

kritikan sehingga meningkatkan tingket kepercayaan dari hasil penclitian 

mi. 

c} Penggunaan baban referensi. lni dilakukan dengan menggunakan tranakrip 

wawancara, 

d) Member Check. lni dilakukan dengan mengkonfinnasikan hasil-hasil 

penelitian dengan infonnasi yang diperoleh untuk dinilai kebenaran dan 

keotentikannya sesnai dengaa keadaan yang sebenamya. 

2), Transferabilitas 

Transferabilitas adalah untuk melihat sejaulunana basil penelitian dapat 

diaplikasikan atau digunakan dalam situasi yang berbeda, S Nasution (1988:118) 

menjelaskan bahwa bagi peneliti naturalistic, transferabilillls tergaatuug pada si 

pemaksd, yakni bingga manakah basil penelitian itu dapat mereka gunllkan dalam 

konteks dan situasi tertentu. Peneliti melihat transferabilitas sebagai suatu 

kemungkinan, Ia telah memberikan deskripsi yang terinci bagaimana ia mencapai 

basil penelitiannya, Apakab hasil penelitiannya dapat diterapkan, diserabkan pada 

pembaca atau pemaksd. Bila pemakai melihat ada dalam penelitian itu yang serasi 

bagi situasi yang dihadapinya maka di situ tampak adanya transfer, waiaupun 

dapat diduga bahwa tidak ada dua situasi yang sama sebingga perlu penyesuaian 

menurut keadaannya rnasing-masing. 
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3). Dependabilitas 

Dependabilitas atau keberganrungan adalah berkaitan dengan keandalan, 

hal ini bisa dilaknkan dengan audit trail, yaitu dengan mempelajari laporan­

laporan lapangan dan laporan-laporan selanjutnya, sampai laporan penelitian ini 

selesai dengan tujuan mengetahui tingkat kekonsistenan peneliti dalam setiap 

segmen penelitian. 

4 ). Konflnnabilitas 

Konflnnahilitas alau objektifitas adalah sejaubmana hasil penelitian dapat 

diberlakukan kebenarannya. Apakah penelitian cocok atau sesuru dengan data 

yang telah dikumpulkan, dan juga konflrmabilitas mengandung makna 

sejaubmana keutuban basil penelitian tidak mengandung unsur-unsur yang sa!ing 

bertentangan. 
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BABIV 

ANALISA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 ANALISA PEMILIHAN STRA TEGI 

Berdasarkan hasil pengumpulan data untuk memulai penelitian ini, saya 

menghubungi beberapa expert dan mendapatkan masukan tentang goal atau 

tujuan, sasaran, kendala-kendala dan strategi-strategi yang memungkiukan nntuk 

dHaksanakan. 

Berdasarkan kegiatan tersebut diatas, maka dapat di jabarkan sebagai 

berikut: 

•:• Tujuan yang ingin dicapai dalam tuHsan ini yaitu menentukan strategi yang 

tepat untuk dilaksanakan dalarn rangka suksesnya program revitalisasi BLK 

UPTD di masa otonomi daerah. 

•:• Sasaran yang ingin dieapai demi terlaksananya revitalisasi BLK UPTD dengan 

sukses dan berhasil adalah menghilangkan mismatch antara snmber daya 

manusia dengan kebutuhan pelatihan di daerah, meningkatkan status BLK 

UPTD menjadi pusat percontohan dan pembinaan terhadap lembaga pelatihan 

yang ada di daerah dan menseragamkan pola manajemen BLK di seluruh 

pclosok tanah air, balk BLK UPTP maupun BLK UPTD. 

•!• Untuk rnencapai tujuan dan sasa.ran yang disebutkan diatac;, ternyata memiliki 

kendala-kendala sebagai berikut : 

Rendalmya kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD 

Kurangnya kuantitas instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD 

Adanya kesenjangan produktivitas instruktur dan tenaga kepelatihaa di 

BLKUPTD 

Belum berfungsinya sarana dan prasarana yang ada di BLK UPTD dengan 

maksimal 

Kurang relevannya alat-alat pelatihan yang ada di BLK UPTD bila 

dibandingkan dengan tekuologi yang berkembang saat ini 
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Kurangnya pernaharnan oleh masyarakat di daerah bahwa ada lembaga 

resmi khusus mllik pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pelatihan 

dan pembekalan keterarnpilan demi menunjang skill calon tenaga kelja. 

Masih diterapkannya pemaharnan manajemen trndisional oleh BLK 

UP1D, dalarn artian BLK hanya mengejar profit keuangan semata dan 

mengesarnpingkan mat luhur untuk meningkatkan skill caJon leru!ga kelja 

supaya mereka slap bersaing di pasar kelja yang sangat kompetitif 

Belurn adanya legilimasi dan regulasi yang jelas, pasti dan resmi terhadap 

pengakuan oleh rnasyarakat terhadap BLK UPTD 

Masih rancu dan lemahnya pemaharnan pemerintah daerah terhadap pola 

manajemen pemerintahan yang bam yaitu desentraHsasi 

•:• Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas deml tercapainya tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai maka dipilihlah strategi-strategi sebagai berikut: 

Melaknkan momtoring dan evaluasi secara berkala terhadap insll'Uktur dan 

tenaga kepelatihan sehingga dapat dilakukan pembinaan secepatnya agar 

dapat dilakukan tindakan yang tapat dan sesuai dengan kebutuhan riil 

Melaksanakan sistem pengembangan karir dan profesi terhadap instluktur 

dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD supaya mampu dan sanggup 

mengikuti perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan 

perkembangan kebutuhan pelatihan calon tenaga kerja sebagai persiapan 

terjun ke pasar kelja 

Menerapkan standar terhadap best value kesepakatan kinelja sehingga 

dapat memotivasi semangat ketja secara maksimal demi tercapainya visi 

dan misi BLK UPTD 

Melaksanakan sosialisasi tentang betapa pentingnya BLK sebegai ujung 

tombak dalam pembinaan terhadap lembaga pelatihan yang ada 

didaerahnya masing-masing 

Melakukan pemenuhan syarat minimal BLK UPTD agar relevan dengan 

durda usaha dan pasar keJja balk di daerah maupun di nasional bahkan di 

pasar kerja intemasional 

Menggencarkan publikasi tentang eksistensi BLK UPTD supaya seluruh 

masyorakat di daerah berbondong-bondong menuju BLK dalam upaya 
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meningkatkan skill dan keterampilan rnereka sebelum masuk ke dunia 

usaha dan pasar kerja yang sangat kompetitif akhir·akhlr ini 

Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka 

penyelenggaraan BLK UPID beserta fungsinya sebagai turunan dari 

Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan KOija 

Nasional, yang disebut sebagai Sistem Pelatihan Kerja Daerah 

Mensinergikan UU 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dengan UU 13 

tahun 2003 tentang KetenagakeJjaan sehingga mampu memberikan 

penjelasan yang lebih lugas dan jelas tentang kelembagaan BLK UPTD, 

dan menjadi tandem PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerin~ pemda provinsi dan pemda 

kabupatenlkota 

Melakukan sosialisasi yang gencar tentang perubahan manajemen BLK 

UPTD yang tadinya sentralisasi dan bersifat tradisional atau hanya 

mengejar profit semata menjadi BLK UPTD yang desentralisasi dan 

bersifat modem atau BLK UPTD yang mengabdi dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat di daerah terhndap kebutuhan pelatihan 

Dari rincian poin·poin diatas penulis melihat keseragaman tujuan dan goal 

demi tercapainya revitalisasi BLK sehingga dapat mencapai tujuan besar yang 

dieanangkan oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mensejahterakan rakyat secara adil dan merata dalam melaksanakan 

pembangunan nasional. 

Kemudian penulis menentukan metode penehtian yang akan digunakan 

untuk mengolah data yang didapal dengan menggunakan Metode Analityeal 

Hierarchy Process (AHP) sehingga dapat ditentukan basil yang tepat deJam 

penentuan strategi yang paling tepat dalam rnengejar tujuan atau goal yang 

diingiukan derni terlaksananya revitalisasi BLK UPTD dalam era otonorni daerah 

ini. 
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Kemudian dengan menggunakan pendekatan AHP didapatkan kerangka 

sebagai berikut: 

Gambar 1. Pohon kerangka Hirarki 

GOAL STRA TEGJ REVITALJSASJ BLK UPTD 
DALAM OTONOMI DAERAH 

l 
Menghllangl Mening!latka """"-" a~ rr.lsmaldl n s!atus BLK ... ,.. 

$/\SARAN ~m$DM UPTDjldi -"""" 
.,....,, BtKUI'TP 

""""""' vocafunal di -!ll.K kepe!a!lhan ""'""'" IJI'11) 

~-

/*~ /*~ /!~ 
"'""" fwantill -~ '""' - -~ - -insttiJk! ,,_ 

'"'' - m'"' ,_. ... ''" urd.an ~dM -· '"" - "'""''"' - -TKdf "'" - \JP1D \JP1D -"" ,..,., • 
BtK ""' -· ., - ..,_ .. -- "'" - I!U( lliJ( 
UPTO UPTD UPTD .. "" \JP1D \JP1D 

KfJ>.'OALA 

~ 
"'""" - - - """""' - - -"'"" """"' """"'' - ""'"" - ~-

.., 
"'""' .... M 

_, ...,,. "'B!J( - - UU32 ·- ....... """ Ill.!< .. ...... .. f'f>3tYi! .,JU 
""'"' - - .... 'M"' 111M ..... " "" lK -"' - - - - -.... ·"" M .... - - .,., " 

4.2 ANALISA DENGAN EXPERT CHOICE 

Setelah didapat kerangka hirarki yang terpampang diatas maka penulis 

membutuhkan alat pengolahan data agar didapatkan nilai dan prosentase terbesar 

sebagai strategi yang diutamakan dalarn pelakaanaan revitalisasi BLK UPTD di 

era otonomi daerah yaitu dengan sebuah program atau software Expert Choice 

2000. 
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Dari basil analisa AHP yang dilakukan terhadap 15 expert sebagai 

koresponden yang selanjutnya diolah dengan Expert Choice 2000, di dapatklm 

hasH view tree secara global sebagai berikut : 

Gambar 2. View tree hasilloan Expert Choice 

T STRATEGI DAI.AM MENERAPKAN REVITAUSASI BLK UPTD Dl ERA OTOI\10!'111 
, DAERAH 
' 

' 

Menghilangkan mismatch antara SDM dg kebutuhan kepelatihan 
KuaOtas inlitruktur dan tenaga kepelatiban di BLK UPTD (G: .178) 

Monitoring dan evaiUasi regular dan tahunan thd instruktur dan b!;pa;ga 
kepelatihan di BLK UPTD (G: .036,) 

Sistem pengemhangan katlr dan profesi irtstruktur dan tenaga 
ke)>l!!latlhan di BLK. UPTD (G': .104) 
Menerapkan best value dalam kesepakatan kinerja antara pimpiDiUl 
dg instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (G: .038) 

Kuantitas instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (G: .0!14} 

Monitoring dan evaluasi regular dan tahunan thd insb'uktur dalt ~ag'a 
kepelatihan di BLK UPTD (G: .038) 

C 
Sistim pen;gembangan kar'ir dan profesi instruktur dan tenaga 
kepelatihan di BLKUPTD (G: .035) 
Menerapkan best value dalam kesepakatan kin~a antara pimpin"8n 
dg in$truktur dan tenaga kepelatihan dl BLK UPTD (G: .022) 

Procluktivltas instruktur dan ten10ga kepe!atihan dl BLK UPTD ();: 
.05'1) 

Mqnitoring dan evalua~i r.egular dan tahunan tbd instruktur dap ·~n~ga 
kepelatihan dl BLK !JPTD (G·: .011) 

' Sistim pengembangan karir dan profesi instruktur dan tenaga 
ke)>l!!latihan di BLK UPTD (G: .024) , , 

Menerapkan best value dalam kesepakatan kinerja antar pimplnan 
dg instruktur dan tenaga kepelatiltan di BLK UPTD (G: .022) 

Meningkatkan status BLK UPTD menjadi centre of vocational di 
wilayahnya (G: .211!} 

Berfungsinya sarpras BLK UPTD dg makSimal (G: .058} 
-II Sru;ialisasi tentang pentlngnya BLK UPTD sbg ujung tombak pelatiltan 

di daerahnya (G: .o16.) 
Pemenuhan persyaratan minimal BLK agar relevan dg kebutuhan 
dunia usaha/ pasar kerja (G: .020} 
Menggen.arkan pubfikasi BLK UPTD di wilayahnya masing2 {G: .022) 

,_. Relevansi alat pelatihan di BLK UPTD dg teknplagi yg ada {G: ,J:!Jj;) 
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Sosialisasi tentang pentingnya BLK UPTD sbg ujung tombak pelatihan 
dl daerahnya (G: .025) 

!!I Pemenuhan persyaratan minimal BL.K agar relevan dg kdl.utuhan 
dunia usaha/ pasar kerja {G: .053) 
Menggencarkan publikasi BLK UPTD dl wilayahnya masing2 (G: .028) 

Pemahaman masyarakat di daerah !hd rungs! BLK sbg templ!lt 
pelatihan (G: .046) 

Soslalisasi tentang pentingnya BLK UPTD sbg ujung tombak pelatihan 
di daerahnya {G: .019) 

Pemenuhan persyaratan minimal BLK agar relevall dg kebutuhan 
dunia usaha/ pasar kerja (G: .009) 

Menggenc:arknn pubUknsi IILKU.PTD.di wllay•h.nya lt!ll.sln!12{!i: ,tl.:IJ!l 
Menseragamkan pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK 
UPTO (Gt .4lil) 

Diterapkannya pola manajemen·tradiSional eli BLK UPTD (G: .139) 

Menyusun juklak juknis PP 31 di daerah yg nantinya disebut slsl<~tl!.erda 
(G: .050) 
Mensinergikan UU 32 otoda dg UU 13 ketenagakeljaan (G: .047) 

Mensosialisasikan ttg manajemen BLK ke seluruh jajaran (G: .042) 

Legitimasl dan regulasi manajemen dl BLK UPTD (G: .167) 

Menyusun juklak juknis PP 31 di daerah yg nantinya disebut sislat:kerda 
(G: .051) 
Menslnergikan UU 32 otoda dg UU 13 ketenagakeljaan (I>: .04.8) 

Lt1 Mensosialisasikan ttg man'!jemen BLK ke seluruh jaja~an (G: .Ol;S) 

Pemahaman Pemerintah Daerah !hd man'!jemen deselltralisasi (G: 
.155) 

Merty\lsun juklak juknis PP 31 di daerah yg nantinya disebut slslatkerd.a 
(G: .03!1) 

Mensinergikan UU.3l! otoda dg UU 13 ketenagakerjaan (G: .076) ~ 

Mensosiaflllasikan ttg manaiemen BLK keseluruh jajaran (G: .040) 

Dari table view tree diatas maka dapat dijelaskan bahwa dengan 

menggunakan aplikasi expert choice dihasilkan prioritas·prioritas yang lebih 

dominan. Kemudian dijaharkan sebagai beriku! : 

o Dalam mencapai goal "Shategi dalam menerapkan Reviia\isasi BLK UPTD di 

era Otonomi Daerah" terdapat 3 (tiga) sasanm yaitu : 

I, Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuhan kepelatihan 

(32,9%) 
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2. Meningkatkan status BLK UPTD menjadi centre of vocational di 

wilayahnya (21,0%) 

3. Menseragamkan pola manajemen BLK bruk BLK UPTP maupun BLK 

UPTD (46,1 %) 

Dapat dilihat bahwa dari 3 sasaran tersebut demi mencapai goal strategi dalarn 

menerapkan revitalisasi BLK UPTD di era otonomi daerah maka strategi 

menseragarnkan pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD 

adalah sasaran yang Iebih utruna dan dominan dengan nilai persentase sebesar 

46,1%. 

Dengan menseragarnkan pola manajemen BLK UPTP dan UPTD dibarapkan 

akan terjadi standarisasi dalam pengernbangan BLK guna melahirkan tenaga ketja 

yang kompeten. Sehlngga amana! yang tercantum di dalarn UU No. 13 dapat 

terlaksana. 

o Dalam mencapai s!!Saran menghllangkan mismatch antara SDM dengan 

kebutuhan kepelatihan maka muncul kendala-kendala sebagai berikut : 

L Kurangnya kualitas instraktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD 

(54,0'.4>) 

2. Kurangnya kuantitas instraktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD 

(28,7%) 

3. Adanya kesenjangan produktivitas instraktur di BLK UPTD (17,4%) 

Dapat dilihat dari 3 (tiga) kendala itu terdapat kendala kurangnya knalitas 

instraktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD adalah kendala yang paling ,. 

utama yang harus di atasi. 

Sebenamya hal ini sudah dirintis beberapa tahun belakangan ini oleh UPTP 

dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi instraktur UPTD. Dengan 

rutin setiap tahun beberapa UPTP menyelenggarakan diklat d!!Sar caJon instraktur 

dan diklat upgrading instruktur. Diklat-diklat tersebut dilakukan agar instraktur­

instraktur yang berada di dalarn BLK UPTD dapat berarung dengan instraktur 

UPTP, baik dari segi pengetahnao maupun keterampilan dalam menghadapi 

tekoologi-tekoologi terkini. 
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Disamping itu, Depnakertrans Pusat seeara rutin mengumandangkan 

pentingnya alokasi dana untuk pengembangan insttuktur lewat dana APBD. Jika ,. 

hanya tergantung dengan dana APBN tentu hal ini tidak akan mencukupi. 

o Dan strategi yang bisa digunakan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut 

yaitu sebagai berikut : 

I . Melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara regular dan tahunan 

terhadap instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (26,9%) 

2. Melaksanakan pengembangan karir dan profesi insttuktur dan tenaga 

kepelatihan di BLK UPTD (47,8%) 

3. Menerapkan "best value" dalam kesepakatan kine!ja antara plmpinan 

dengan insttuktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD (25,3%) 

Dapat dijelaskan bahwa melaksanakan pengembangan karir serta profesi 

terbadap insttuktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD sebagai strategi yang 

paling dominan dan utama dengun persentase 47,8 %. 

Dengan pengembangan karir serta profesi insttuktur dan tenaga kepelatihan, 

diharapkan para instruktur dan tenaga kepelatihan semakin terpacu untuk 

meningkatkan kemarnpuan diri dalarn menghadapi tantangan jarnan. Dengan 

begitu, alumni-alumni yang tercetak dari BLK UPTD diharapkan mampu untuk 

berbicara dalam persaingan tenaga kmja global. 

o Dalam mencapai sasaran meningkatkan status BLK UPTD menjadi Centre of 

Vocational di wilayahnya temyata terdapat kendala-kendala sebagai berikut: 

t. Tidak berfungsinya BLK !WID dengan maksimal (27,6%) 

2. Tidak relevannya alat pelatihan di BLK UPTD dengan teknologi yang ada ·.-

(50,5%) 

3. Kurangnya pemaharnan masyarakat di daerah terhadap fungsi BLK 

sebagai tempat pelatihan (22,0%) 

Dari 3 (tiga) kendala tersebut dapat dilibat dari nilai persentase yang tinggi 

yaitu sebesar 50,5% tentang tidak relevannya lagi alal pelatihan di BLK UPTD 

hila dibandingkan dengan tekno!ogi yang ada di dunia kerja atau pasar kerja 

global, adalah merupakan kendala utama yang harus diatasi terlebih dahulu 

daripada 2 (dua) kendala lainnya. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa knrong pedulinya pemerintah daemh akan 

kemajuan BLK UPTD. Jika BLK UPTD memperoleh peralatan yang up to date 

yang sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini, tentu kemampuan 

instiUktur akan mengikuti kemampuan peralatan yang ada. AsutnSi bahwa BLK 

UPTD tidak dapat mendatangkan "keuntungan" bagi daerah setempat agaknya 

menjadi catatan tersendiri bagi Depnakertrans Pusat. Bila dilihat dari segi rupiah 

memang mungkin hal itu benar, tetapi apakah tidak bisa melihat bahwa dengan 

adanya BLK UPTD yang modem dengan segala peralatannya akan mengangkat 

pengetahuan tenaga keija setempat? Harus disadari bahwa BLK bakan sebagai 

tempat mencari keuntungan1 tetapi posisi BLK cenderung sebagai lembaga 

pencipta tenaga keija yang handal sehingga hal ini merupakan investasi yang 

berhargn bagi daerah tersebut. 

o Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, rnaka di tentukanlah 3 (tiga) 

strategi yang diharapkan marnpu menghilangkan kendala-kendala tersebut, 

yaitu: 

I. Menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya BLK sebagai ujung tombak 

pelatihan di daerah (29,2%) 

2. Memenuhi persyaratan minimal BLK agar relevan dengan kebutuhan 

dunia usaha atau dunia keija (37,6%) 

3. Menggencarkan publikasi BLK UPTD di wilayahnya masing-masing 

(33,1%) 

Dapat d.ijelaskan bahwa pemenuhan persyaratan miuhnal BLK UPTD agar 

relevm dengan kebutuhan di dunia usaha atau dunia kerja merupakan strategi 

utama yang seharusnya dilaksanakan dengan persentase sebesar 50,5% agar alat 

pelatihan di BLK UPTD relevan terbadap teknologi yang ada saat ini. 

Dati basil di atas, jelas bahwa pernerintah daerah harus mengalokasikan 

sebagian dati APBD untuk pembangnnanfrevitalisasi BLK UPTD agar mampu 

bersaing dengan lembaga pelatihan swasta. Jika tidak maka BLK UPTD akan 

sernakin tenggelarn keberadaannya. Tanggung jawab pemerintah daerah I BLK 

UPTD dalarn menciptakan tenaga keJja yang siap pakai akan terbambat. 

Dengan memenuhi persyaratan minimal BLK agar relevan dengan kebutuhan 

dunia usaha, perlu adanya peningkatan beik dari hardware, software maupun 
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brainware. Hal ini sangat membutuhkan dukungan, bukan saja dari pusat, 

melainkan daerah juga harus mendukung. 

o Sedangkan dalam upaya meneapai sasaran menseragamkan pela manajemen 

BLK balk BLK UPTP maupun BLK UPID temyata terdapat pula kendala­

kendala sebagai berikut: 

I. Masih diterapkannya manajemen tradisional di BLK UPID (30,1 %) 

2. Belumje!asnya legitimasi dan regulasi manajemen BLK UPTD (36,2%) 

3. Knranguya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap manajemen 

desentralisasi (32,6%) 

Dengan nilai persentase sebesar 36,2% yaitu tentang belum jeiasnya !egitimasi 

dan regnlasi manajemen BLK UPID, adalah merupakan kendala yang paling 

utama untuk segera di atasi demi tereapainya sasaran menseragamkan poia 

manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPID. 

Depnakertrans pusat sebagai lembaga pengayom BLK UPID. di seluruh 

Indonesia barns mensosialisasikan standarisasi bentuk. BLK ke seluruh Indonesia ~·· 

Baik dari fisik, peralatan maupun SDM yang ada di BLK harus memenuhi standar 

yang telah ditentukan. Dengan demikian, tenaga kerja yang tercetak dari manapun 

asainya BLK tersebut tentunya hasilnya akan sama sesuai dengan standar menurut 

level keahlian masing-masing. 

o Untuk mengatasi kendala·kendala tersebut diatas dipersiapkan beberapa 

strategi sebagai berikut: 

I. Menyusun patunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Ouklak juknis) 

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Sislatkernas) yang nantinya bisa disebut Sistem Pelatihan 

Kerja Daerah (Sislatkerda) (30,9%) 

2. Mensinergikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeriutah 

Daerah beserta panjelasannya dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakeljaan (36,5%) 

3. Me!lllosialisasikan tentang manajemen BLK ke seluruh jajaran baik di 

pusat maupun di daerah (32,7%) 

Dapat dijelaskan bahwa strategi mensinergikan Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta panjelasannya dengan Undang-
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undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan persentase sebesar 

36,5 % adalah merupakan strategi yang paling tepa\ dan akurat dalarn mengatasi 

kendala belumjelasnya legitbnasi dan regulasi manajemen BLK UPTD. 

Gambar 3. Sensitivitas Goal atau tujuan 

Dynamic Sensitivity for no<Jeo below: STRATEGI DJILAM MfliiERAPKAN 
RIOVlt.AUSASI BLK UPTDDI fRA QTONOMI D.AER.Atl 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa diantara 3 (tiga) sasaran di 

kotak sebelah kiri terlihat berdasarkan angka persentase sensitivitas maka 

didapatkan hasil bahwa Menserngarnkan pola manajemen BLK (46,1%) tampak 

dominan dibandingkan dengan Menghilangkan mismatch antara SDM dengan 

kebutuhan kepelatihan (32,9%) dan Meuingkatnya status BLK UPTD seb.agai 

Centre of Vocational di daerahuya (21,0%). Maka dapat diartikan yaltu ada 

penentuan peringkat sasaran yang mana yang barus dilakukan lebih dahulu yaitu 

Menseragamkan pola manajemen BLK sebagai yang peringkat pertarna kernudian 

Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuhan pelatihan dan 

Meningkatkannya status BLK UPTD sebagai Centre of Vocational sebagai yang 

peringkat kedua dan peringkat ketiga. 
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Gambar 3. Sensitivitas sasaran 1 

Dynamic Sensitivity for nod"" below: STRATEGI DAl.AM ME.NERAPKAN 
REVIT AUSASI BLK UPTD DI ERA OTONOMI DA > Menghilangkan 

mismatch antara SDM dg kebutuhan kepelatillan · · 

Dari gam bar diatas dapat dijelaskan babwa dalam sasaran Menghilangkan 

mismatch antara SDM dengan kebutuhan pelatihan berdasarkan angka persentase 

sensitivitas maka didapatkan basil babwa ada 3 (tiga) kendala yang mengharnbat 

(kolom sebelah kiri) yaitu Kurangnya Kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan 

di BLK UPTD (54,0"/o), Kurangnya Kuantitas instruktur dan tenaga kepelatihan di 

BLK UPTD (28, 7%) dan Kurangnya produktivitas instruktur dan tenaga 

kepelatihan di BLK UPTD (17,3%). Dengan kendala Kurangnya kualitas 

instruktur dan tenaga kepelariban di BLK UPTD sebagai kendala utama yang 

harus diatasi lebih dulu berdasarkan skala prioritas. 

Kemudian dilihat berdasarkan strategi yang harus diprioritaskan (kolom 

sehelah kanan) dengan rineian sebagal beriku~ yaitu Monitoring dan evaluasi 

regular dan tabunan terhadap instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD 

(26,9%), Sistem pengembangan karir dan profesi instruktur dan tenaga 

kepelatihan di BLK UPTD (47,8%) dan menerapkan "best value" dalam 

kesepakatan kinerja antara pimpinan dengan instruktur dan tenaga kepelatihan di 

BLK UPTD (25,3%). Maka strategi yang paling utama dalarn mengatasi kendala 
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kurangnya kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD dan demi 

mencapai sasaran rnenghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuhan 

pelatihan adalah memperbaiki sistern pengembangan karir dan profesi instruktur 

dan tenaga kepelatihan di BLK UPTD. 

Gambar 4. Sensitivitas sasaran 2 

Dynamic·Sensitivityfor nodes· below: STRATEGI DAlAM MENERAPKAN 
REVIT AUSASI BU< UPTD DI ERA OTONOMI DA > M eningkatkan status 

BLK UPTD menjadi centre of vocational di Wifi:ll· 
-,-_-- • -• • . '• . . . ' ' ·c. ,'· ... 

,.,_, 011 tan .-.g patJU\. ut'IU I 

m!il: Rel~i alat pelalih<Jn di BLX UPTD dg b:kn 37 ~ Pemmuhan peflyc~"al:an lilirimal BJ.:K. agllr r 

33.1; M~g~ca"kanpublikati_Bl:K UPTDdi wil~ . 

0 .1 2 .3 ;4 .:J .6 .I .tl :::f .1- . 2 .3 •• .5 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sasaran Meningkatnya 

status BLK UPTD sebagai Centre of Vocational di daerahnya berdasarkan angka 

persentase sensitivitas maka didapatkan basil bahwa ada 3 (tiga) kendala yang 

menghambat (kolom sebelah kiri) yaitu Kurang berfungsinya sarana dan prasarana 

di BLK UPTD dengan maksimal (27,6%), Kurang relevannya alat pelatihan di 

BLK UPTD bila dibandingkan dengan teknologi yang ada (50,5%) dan 

Kurangnya pemahaman masyarakat di daerah terhadap fungsi BLK sebagai 

tempat pelatihan (22,0%). Dengan kendala Kurang relevannya alat pelatihan di 

BLK UPTD bila dibandingkan dengan teknologi yang ada sebagai kendala utama 

yang harus diatasi lebih dulu berdasarkan skala prioritas. 

Kemudian dilihat berdasarkan strategi yang harus diprioritaskan (kolom 

sebelah kanan) dengan rincian sebagai berik:ut. yaitu Sosialisasi tentang 
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pentingnya BLK sebagai ujung tombak pelatihan di daerah (27,4%), Pemenuhan 

persyaratan minimal BLK agar relevan dengan kebutuhan dunla usaha (37,6%) 

dan menggencarkan publikasi BLK di wilayahnya rnasing-masing (33,1%). Maka 

strategi yang paling utama dalam mengatasi kendala Kurang relevannya alat 

pelatihan di BLK UPTD bila dibandingkan dengan teknologi yang ada dan demi 

mencapai sasaran Meningkatnya status BLK UPID sebagai Centre of Vocational 

di daerahnya adalah Pemenuhan persyaratan minimal BLK agar relevan dengan 

kebutuhan dunla usaha. 

Gambar 5. Sensitivitas sasaran 3 

D'ynairilc ~ell!lit:Jvlj:y·for nodes bel'l!!':.STAATE\'li.DALII,tJfMENERAP~ 
REVIT AUSASI BLK UPTD DI ERA DTONOMI DA > Menseragarnkiin pola 

manajemen BL.K baikBLKUPTP maupun BLK UPTD (G 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sasaran Menseragarnkan 

pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPID berdasarkan angka 

persentase sensitivitas maka didapatkan basil bahwa ada 3 (tiga) kendala yang 

mengbarnbat (kolom sebelah kiri) yaitu Kurang diterapkannya pnla manajemen 

tradislonal di BLK UPTD (30,1%), Kurangnya legitimasi dan regulasi tentang 

manajemen BLK UPTD (36,2%) dan Kurangnya pemahaman pemerintah daerah 

terhadap manajemen desentralisasi {32,6%). Dengan kendala Kurangnya 

legitimasi dan regulasi tentang manajemen BLK UPID sebagai kendala utama 

yang harus diatasi lebih dulu berdasarkan skala prioritas. 
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Kemudian di!ihat berdasarkan strategi yang harus diprioritaskan (kolom 

sebelah kanan) dengan rincian sebagai berikut, yaitu Menyusun petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Guklak juknis) Peraturan Pemeriutah nomor 31 

tahun 2003 tentang Sistem Pelatihan Ketja Nasional di daernh yang nantinya 

disebut Sistem Pelatihan KeJja Daernh (30,9%), Mensinergikan Undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeriutah daernh dengan Undang-undang nomor 

!3 talmo 2003 tentang KetenagakeJjaan (36,5%) dan Mensosialisasikan tentang 

manajemen BLK ke seluruhjajaran dan lapisan di daerah (32,7%). Maka strategi 

yang paling utama dalam mengatasi kendala Knrangnya legitimasi dan regulasi 

tentang manajemen BLK UPTD dan demi mencapai sasaran Menseragamkan pola 

manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPTD adalah Mensinergikan 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daernh dengan Undang­

undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagaketjaan. 

Berdasaikan basil pemaparan dari tabel gambar View Tree Expert Choice 

tersebut maka dapat diambil basil akhir tentang penentuan Strategi terbaik untuk 

segera dilaksanakan agar dapat dengan tepat dalam melaksanakan Revitalisasi 

BLK UPTD di era Otonomi Daerah yaitu Mensinergikan Undang-undang nomor 

32 tahun 2004 tenteng Pernarintah daernh dengan Undang-undang nomor 13 tahun 

2003 tentang KetenagakeJjaan sebingga !egitimasi dan regnlasi BLK UPTD dapat 

dijadikan landasan yang kuat dalarn Sasaran menseragamkan pola manajemen 

BLK baik BLK UPTP maupun BLK UPID. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa dengan usaha Mensinergikan 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daernh dengan Undang­

undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagaketjaan maka akan terbentuk 

aturan baru atau bahkan Undang-undang baru yang lebih memfoknskan pada 

penglegitimasian dan pengregalasian manajernen BLK UPTD sehingga bisa dan 

sanggap diseragamkan polanya dengan BLK UPTP ataupun dengan BLK 

dimanapun saja diseturuh penjuru Indonesia. Sebingga dalam pelaksanaannya, 

BLK UPTD memiliki da.sar hukum yang knat dan pemerintah daernh pun tidak 

semena-mena bisa mengbentikan kegiatan BLK UPTD dan tidak akan terjadi lagi 

pengambilalihan BLK untuk dijadikan kantor bahkan pengkebirian pelatihan di 

BLK UPTD akibal pemikiran bahwa perawatan aset-aset BLK yang dilakukan 

Universitas Indonesia 

,. 

Strategi Revitalisasi..., Iman Agung, Pascasarjana UI, 2010



78 

hanya akan mengurangi pendapatan daerah akan dihilangkan. Kemudian BLK 

UPID akan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya dalam rangka 

mempersiapkan tenaga kerja supaya siap terjun ke pasar ke.rja baik nasional 

maupun intemasional. 
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Berdasarkan pembohasan dan analisa di atas, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sasaran utama yang dominan mempengaruhi penen!uan strategi 

revitalisasi BLK UPTD di era otonomi Jaerah yaitu menseragamkan 

pola manajemen BLK balk BLK UPTP maupun BLK UPTD sebosar 46,1 

%. 

2. Kendala utama yang barus secepatnya di atasi agar sasaran 

menseragamkan pola manajemen lJLK balk BLK UPTP maupun lJLK 

UPTD yaitu mengupayakan /egirimasi dan regu/asi manqjemen BLK 

UPTD sebesar 36,2%. 

3. Dan akhimya di dapatkan bahwa altematif strategi Mensinergikan UU 

32 talnm 2004 tenltmg pemerintah Daerah (Otda) dengan UU 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan strategi yang terbaik, yaitu 

sebesar 36,5 %, agar keseragaman pola manajemen BLK balk BLK 

UPTP maupun BLK UPTD dapat terlaksana. 

Artinya bahwa dengan strategi mensinergikan UU 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Otda) dengan UU 13 tahtlll 2003 tentang Ketenagakelja.an 

merupakan strategi yang terbaik dan paling tepat untuk sesegera mungkin 

dilaksanakan agar kendala kuranguya legitimasi dan regulasi yang pasti tentang 

pengakuan secara yuridis temadap status dan manajemen BLK UPTD dan marnpu 

membentuk keseragaman pola manajemen BLK baik BLK UPTP maupun BLK 

UPTD sehingga revitalisasi BLK pada urn=ya dan revitalisasi BLK UPTD 

pada klmsusnya dapat terlaksana secara maksimal dengan cepat dan akurat. 
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5.2.SARAN 

Revitalisasi BLK secara cepat dan tepa! memang saat dibutuhkan saat ini, 

melihat dari kenyataan yang ada bahwa masih besamya prosentase BLK yang 

terbengkalai dan tertinggal bila dibandingkan dengan lernbaga pelatiban swasta 

yang ada maka dibarapkan agar BLK yang sudah ada supaya lebih diberdayakan 

kineljanya daripada usaha pemerintah daerah yang berlomba-lomba mendirikan 

BLK-BLK baru sebagai tonggak pembuktian terhadap tingginya kemarnpuan 

daerah mereka demi mengejar gengsi dan egoisme para pimpinan pemerintah 

daerah semata. 

Dengan basil penelitian ini maka penulis mengharapkan agar tulisan ini 

dapet dijadikan bahan pertimbangan yang diambil oleh Departemen T enaga Kelja 

dan Transmigrasi RI pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

dan Produktivitas pada khususnya dalam mengarnbil langkah-langkah kebijakan 

demi suksesnya Revitalisasi BLK pada umwnnya dan revitalisasi BLK UPTD 

pada khususnya di era Otonomi Daerah, sehingga tidak ada satupun pemerintah 

daerah yang menganggap bahwa BLK banyalah sebagai monumen saja, tetapi 

menjadi alat untuk menjaring dan melatih tenaga kelja supeya sanggup 

berkompetisi di dunia usah sena pasar kelja globe! di masa ini. 
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NO KEJURUANISUB TAHUN 
KEJURUAN LULUSAN 

2004 
L TEKNOLOGI MEKANIK 

1 . Las Karbit 
II. LISTRIKf 

ElEKTRONIKA 
1. Televisi 

lit BANGUNAN 
1. Meubelair 

IV. OTOMOT!P 
1. Sepeda Motor 
2. Mobll Bensin 

V. TATANIAGA 
1. Kom uter 
2. Sekretarls 

VI. PERTANIAN 
1. Hortikul!ura 
2. Processing 
3. Perikanan 

Vll. ANE.KA KEJURUAN 
1. Men'ahit 

2005 

'· USTRIK!ELEKTRONIK 
1. Te!evisl 
2. lnstalas! Penemn an 

II. BANGUNAN 
1 . Meubelair 

Ill. OTOMOTIP 
1. Mobil Bensio 

IV. TATANIAGA 
1. Komputer 

v. PEIUANIAN 
1. Procossin 

VI. ..... ANEKA I<EJURUAN 

DATA LULUSAN DAN PENEMPATAN 
BLK UPTO KABUPATEN INDRAMAYU 

TAHUN 2004 • 2008 

LAKI- PEREMPUAN 
JUMLAH PENEMPATAN 

LA!< I LULUSAN LAKJ.LAKI PEREMPUAN 

. - . - . 

. . - -

- . - - . 

. . - - . 

. . . . -

. . . . -
- . - . . 
. . - - -

. 44 44 . 10 

. . - - . 

. . - . -

. - . . -

- . . . 
. - . - . 
. . . - . 

........ 'I-'"'-'" ' 

JUMLAH KETEAANGAN 

-

-

-

. 

-

. 

. 
-

10 

. 

. 
-
. 

. 

. 
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-·-~-··..-· ... .............. ..., .... .., '"' .. --.~~ "'' ""'"" _,._, ' -· ·-···· ..,, " . 
2000 

I. TEKNOLOGI MEI<ANIK 
1 . Las Karblt - - - - - -
2. Mes!n Lo am - - - - - -

II. LISTRIKJ 
ELEKTRON!KA 
1. ielevisl - - - - - -
2. lnsta!asr enerangan - - - - -
3. Radio - - - - -

Ill. BANGUNAN 
1 . Ban unan Batu - - - - - -

'IV. OTOMOTIP 
1. Sepeda Motor - - - - -
2. Mobil eensin - - - - - -

V, TATAN!AGA 
1. Kom uter - - - - - -
2. Sekretaris - - - - - -

VI. ANEKA KEJURlJAN 
i, Men'ahit - 15 15 - - -

2007 
I. TEKNOLOGI MEKANIK 

1. Las Ustrik - - - - . -
2. Las Karbit - - - - - . 

II. LISTR!KJ 
ELEKTRONIKA 
1. Te!evisl - - - - - -
2. Radio - - - - -

Ill, BANGUNAN 
1. Meubelair - - - - - -

IV. OTOMOTIP 
1. Se a Motor - - - - -
2. Mobil Bensln - - - - - -

v. TATANIAGA 
1. Kom uter - - - . - -

VI PERTANIAN 
1. Hortlkultura . - - - - . 

VII. ANEKA KEJURUAN 
1. Men ahll - 16 16 . 5 5 
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'''-"'"'''""'"' i..W<.V"''""" I 1../"\1'\l ' LULU~AN I LAK!-LAKI I PE;REMPUAN I ""''"'··"''' I " 41 
r:::r./"\PIU}'I.!\1 I 

2008 
I. TEKNOLOG! MEKANIK 

1. Las Lietlik . . . . . . 
2, Las Kl;lrbit . . . . - . 
3. Las Pabrikasl . - . - -

II. LI$TR!K! 
ELEKTRON!KA 
1. Audio Video . - - - - -
2. Elektronlka - . - - - -

Ill. BANGUNAN 
1. Meubelair - - - - - -

IV. OTOMOT!P 
1. Sepeda Motor . . . . - -
2. Mob!! Bens!n - . - . . . 
3. CatDuco - - - . - . 

v. TATANIAGA -
1. Kom uter - - - . - -

VI. PERTAN!AN -
1. Tanaman Sa uran . . . . . . 
2. Hortiku!tvro . - - . . -
3. Perik.anan . - . . . -

V!L ANEKA KE::JURUAN 
1. Men·anit 1 12 13 1 3 4 
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, NO KEJURUANISUB TAHUN 
KEJURUAN LULU SAN 

2004 
I, TEKNOLOGI MEKANIK 

1, Las Karffit 
II. LISTRIK/ 

ELEKTRONIKA 
1. Telavisi 

Ill. BANGUNAN 
1 . Meube!aJr 

IV. OTOMOTIP 
1. Se eda Motor 
2. Mobil Bensin 

V. TATANIAGA 
1. Kom uter 
2. Sekretaris 

Vt PERTANIAN 
1. Hortikultura 
2. Processing 
3. Perikanan 

VII. ANEKA KEJURUAN 
1. Meniahit 

2005 
I. LISTRIKIELEKTRONIK 

1. Televisi 
2. lnstalasi Penerangan 

II. BANGUNAN 
1. Meubelair 

Ill. OTOMOTIP 
1. Mobll Bensin 

IV. TATANIAGA 
1. Komputer 

V. PERTANlAN 
1. Processin 

VI. ANEKA KEJURUAN 
1. Men·ahlt 

DATA LULUSAN DAN PENEMPATAN 
BLK UPTD KABUPATEN SUMEDANG 

TAHUN 2004-2008 

LAKI- PEREMPUAN JUMLAH PENEMPATAN 
LAKI LULUSAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

25 - 25 24 -

9 - 9 5 -
31 - 31 20 . 

13 - 13 10 -

5 5 10 - 5 

16 - 16 10 -
2 43 45 2 19 
25 6 32 22 -

2 44 46 1 40 

11 - 11 5 -
16 - 16 3 -
16 - 16 6 . 

16 - 16 3 -
6 9 15 1 2 

2 30 32 . -
- 16 16 - 4 

l...d!IIIJII<:lll l 

JUMLAH KETERANQAN 

24 

5 

20 

10 

5 

10 
21 
22 

40 

5 
3 

6 

3 

3 

-
4 
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LULUSAN LAKI . -· ·-""' ~· ... lULU SAN LAKI-LAKI PEREMP AN 
.JUMLAH l'i.t:.l CKANGAN 

l\t:JUKUAN 

2006 
I. TEKNOlOGI MEKANIK 

1. Las Karbit 14 - 14 3 - 3 
2. Masin Lo am 8 - 8 - - -

II. liSTRIK/ 
ElEKTRONIKA 
1. Telavisi 10 - 10 2 - 2 
2. lnstalasi penerangan 11 5 16 2 2 
3. Rad~o 13 - 13 3 3 

Ill. BANGUNAN 
1. Ban unan 6atu 16 - 16 - - -

IV. OTOMOTIP 
1. Se a Motor 16 - 16 4 4 
2. Mobll Bensin 27 - 27 6 - 6 

v. TATANIAGA 
1. Kom uter 8 8 18 2 1 3 
2. Sekretaris - 16 18 - 4 4 

VI. ANEKA KEJURUAN 
1. Menjahit 3 12 15 1 4 5 

2007 
I. TEKNOlOGI MEKANIK 

1, Las Listrlk 15 - 15 3 - 3 
2. Las Karbit 16 - 16 - - -

II. LISTRIK/ 
ELEKTRONIKA 
1. Televisi 13 - 13 1 - 1 
2. Radio 16 ' 16 1 1 

Ill. BANGUNAN 
1. Meubelair 16 - 16 - - -

IV. OTOMOTIP 
1. Se cta Motor 18 - 16 3 3 
2. Mobil eensin 16 . 16 4 - 4 

v. TATANIAGA 
1. Komputer 18 10 26 6 3 9 

VI. PERTANIAN 
i. Hortlkultura 6 7 15 -

VII, ANEKA KEJURUAN 
1. Menjahit - 16 16 - 5 5 
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!'>I:;,JI.../ri.VI"'\1'11 LULV~AN I LAKI I ... - . - I LULUSAN I LAKI-LAKI-T PEREMPUAN ,JVML.JIU1 I Kt: I tKMI{.:)AN I 
2008 

I. TEKNOLOGI MEKANIK 
1. Las Llslnk 15 - 16 3 - 3 
2. Las Karbit 16 - 16 4 - 4 
3. Las Pabrikasi 16 16 6 - 6 

II LISTRIKI 
ELEKTRONIKA 
1. Audio Video 14 - 14 - - -
2. Elektronika 32 - 32 6 - 6 

Ill. BANGUNAN 
1. Meubelair 32 . 32 - - -

IV. OTOMOTIP 
1. Sepeda Motor 15 - 15 3 - 3 
2. Mobil Bensln 16 - 16 5 - 5 
3. Cat Dueo 16 - 16 6 . 6 

v. TATANIAGA 
1. Kornputer 30 16 46 7 9 16 

VI. PERTANIAN 
1. Tanaman Sa ran 14 - 14 - -
2. Hort\kultura 11 5 16 . 
3. Perikanan 16 . 16 -

Vll. ANEKA KEJURUA 
1. Men1ahlt '-- - 3 26_ 29 3 9 
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NO KEJURUAN!SUB TAHUN 
KEJURUAN LULUSAN 

2004 
WELDING 

1 Las1 G Plat 
2 Las 2 G Plat 
3 Las 3 G Plat 
4 Las4GPia 
5 Las5GPi a 
6 Las6GPi a 

- 2005 
WELDING 

1 Las 1 G Plat 
2 Las2 G Plat 
3 Las 3 G P!at 
4 Las4GPI a 
5 Las5GPi 
6 Las6GPi 
1 Las Bawah Air 

DATA LULUSAN DAN PENEMPATAN 
BLK UPTD LAS CONDET 

TAHUN 2004 • 2008 

LAKI- PEREMPUAN JUMLAH PENEMPATAN 
LAKI LULUSAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

30 . 30 30 -
30 30 30 
30 30 30 
30 30 30 . 
30 30 30 
30 - 30 30 . 

eo . 50 60 -
60 60 eo 
60 60 60 
60 60 60 -
60 60 60 
60 - 60 60 -
16 16 16 

~'"''"~"'""''' ' 

JUMLAH KETERANGAN 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
16 
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' I LULUSAN I lAKI·LAKI I PEREMP~UAN <JVl\illJ"'n 1\-t::: I t:tv'\111\.:11"\l'l I 
. --~~· ..... , '" """''-'-"'-"''~ ~~· 

21JQ6 
WELDING 

1 Las 1 G ~lat 60 . 60 60 . 60 
2 Las 2 G Plat 60 eo 60 60 
3 Las 3 G Plat 60 60 60 60 
4 Las4 G Pipa 45 45 45 . 45 
5 Las 5 G Pipa 60 eo 60 60 
6 Las 6 G Plpa 60 . 60 60 . 60 
7 Las Bawah Air 16 16 16 16 

2007 
WELDING 

1 Las 1 G Plat 60 . 60 60 . 60 
2 Las 2 G Piat 60 60 60 60 
3 Las 3 G Plat 60 60 60 60 
4 Las 4 G Pipa 60 60 60 . 60 
5 Las 5 G Pipa 45 45 45 45 
6 Las 6 G Pipa 60 . 60 60 . 60 
7 Las Bawah Air 32 32 32 32 
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"'-"VI'I.IUr\1~ 1-Vi.UV/'\l'l I LAJ\1 I I LULUSAN I LAKI-LAKI rPEREMPUAN 
.JVIVILI"\H 1\t: I l::KANl:iAN I 

2008 
WELDING 

1 Las 1 G Plat 60 - 60 60 - 60 
2 Las 2: G Plat 60 60 60 60 
3 Las 3 G Plat 60 60 60 GO 
4 Las 4 G Pipa 60 60 60 - 60 
5 Las 5 G Pipa 60 60 60 00 
6 Las 6 G Pipa 45 - 45 45 - 45 
7 Las Bawah Air 32 32 32 32 
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Lompiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 
STRATEGI REVITALISASI DALAM OTONOMI DAERAH 

(Pendekatan Reframing. Restructuring, Revitalizing dan Renewing) 

Menurut Francis J. Gouillart dan James N. Kelly (1995), perubahan organisasi dapat 

dilakukan melalui transfoilllllSi yang dicapai melalui 4 kategori berikut, yaitu; 

• Pembentukan ulang pola pikir (Reframing) 

• Restrukturisasi (Restructuring) 

• Revi!alisasi (Revitalizaling) dan 

• Pembaruan (Renewing) 

I. Reframing 

Reframing (dikaitkan dengan mind: akal/pikiran), ialah perubahan bentuk konsepsi 

organisasi terhadap apa yang akan dan dapat dicapai. Reframing ditujukan kepada konscpsi 

atau pemikiran organisasi yang didorong oleh visi dan keyalcinan baru. Kegiatan pertama 

dalam reframing yaitu Achieve Mobilization atau mencapai mobilisasi yaitu suatu proses 

kegiatan yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan motivasi dan kornitmen 

seluruh komponen organisasi untuk mencapai tujuan akhir organisasi; kegiatan kedua, 

creating vision~ yaitu menciptakan visi, merupakan suatu pemikiran bersama tentang 

gambaran apa yang diidamkan di masa rnendatang; kegiatan ketiga, building the 

measurement system, yaitu kegiatan mengembangkan sistem pengukuran, merupakan 

penjabaran visi ke dalarn serangkaian sasaran dan tindakan yang akan dilakukan dan dapat 

diukur keberbasilannya. 

REFRAMING: 

Achieving Mobilization 

1. Bagaimana Strategi BLK dalam mencapai tujuan organisasi? 

Creating Tbe Vision 

2. Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi? 

Building The Measurement System 

3. Apakah sudah ada peneapaian target dari sasaran mutu dan kinerja dari BLK? 
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Lampiran 2 

2. Restructuring 

Restructuring ( dikoitkan dengan baden/intern organisasi), ialah upaya perboikan 

kembali tubuh organisasi agar organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik pada tingkat 

kompetitif. Restrukturisasi berkaitan dengan badan organisasi, dan untuk memiliki 

kemampuan bersaing, organisasi organisasi harus berbentuk ramping dan fit m"'liadi 

pertimbangan utama. Kegiatn pertama, constructing an economic model yaitu membangun 

model ekonomi dimana dapat memberikan pandangan bagi organisasi secara rinci tentang 

dimana dan bagaimana suatu nilai dlciptakan atau dihilangkan dalam organisasi. Model ini 

ibarat sistem pemapasan didaiam badan manusia. Seperti pada sistem pemapasan manusia 

dimana oksigen disuplai sesuai dengan kebutuhan manusia sehingga model ekonomi mampu 

mendistribusikan sumber daya ke unit-unit yang paling dibutuhkan dalam organisasi. 

Kegiatan kedua, configuring the physical infrastructure yaitu tehnik mengintegrasikan 

infrastruktur fisik merupakan salah satu ukuran yang sangat panting terhadap arah dan 

strategi organisasi. Didalam sistem tubuh manusia,. teknik tersebut merupakan sistem tuJang 

yang memperk:uat jaringan fasilitas dan aset lainnya dalam organisasi seperti misalnya 

bangunan kelas, bengkel, mesin dan sebagalnya yang merupakan basil penting dalam rantal 

proses keija organisasi. lbarat tulang man usia, aset-aset fisik organisasi reJatif tetap, kaku dan 

tidak bisa dengan mudah dirubah diluar deasin yang ada. Kegiatan ketiga, redesigning the 

work architecture yaitu mendesain kembaH arsitektur pekerjaan. Didalam organisasi, suatu 

pekerjaan diselesaikan melalui proses jaringan yang kompleks, yang dalam hal ini disebut 

work architecture. Proses pekerjaan merupakan kendaraan bagi kehidupan bisnis dan ibarat 

urat nadi dalam tubuh manusia.. Urat nadl tersebut kelihatannya terpisah satu sarna lain 

namun urat nadi ini saling berhubungan satu sama lain sehingga perubahan disalah satu urat 

nadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. 

RESTRUCTURING : 

Constructing An Economic Model 

4. Apakah BLK secara vertikal ke atas sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat 

pelatihan kelja di bawah lingkungan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat? 

Configuring The Phisyeal Infra Structure 

5. Bagaimana infra struktur saat ini (Otonomi Daerah) dapat mendukung restrukturisaal 

organisasi? 
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Redesigning The Work Architecture 

6. Apakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai? 

3. Revitalizing 

Revitalizing (keterkaitan antara badan organisasi dengan lingkungan), ialah 

bagaimana memacu pertumbuhan dengan jalan mengkaitkan badan organisasi dengan 

lingkungan, hal ini berarti upaya organisasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan 

melalui suatu kekuatan yang baru. Terdapat tiga sistem dalam revitalisasi, antara lain : sistem 

pertama, achieve market focus, kemajuan pertumbuhan bisnis dilakukan dengan 

memfokuskan pada pelanggan; sistem kedua: invent new business, pertumbuhan juga dimulai 

dari bisnis baru yang sangat sederhana dan penemuan bisnis baru memberikan kehidupan 

yang baru pada organisasi. Sistem yang ketiga: change the rules through information 

technology yaitu teknologi sering memberikan dasar-dasar cara barn untuk berkompetisi, 

informasi teknologi khususnya dapat mendefinisikan kernbali aturan-aturan main sebuah 

orgarusas1. 

REVITALIZATING: 

Achieving Market Focus 

7. Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar? 

Inventing New Bossiness 

8. Bagaimana caranya mengembangkan core bussiness BLK sebagai langkah adaptasi 

terhadap perubahan di lingkungan atau pengguna? 

Changing The Rules Through Information Technology 

9. Apakah di BLK bapak sudah membangusn sistem informasi secara Online? 

4. Renewing 

Renewing (dikaitkan dengan jiwalsemangat organisasi), ialah berurusan dengan sisi 

kemanusiaan, dan penernpatan seseorang yang berkemampuan baru (new skills) dan 

bertujuan baru, sehingga memungkinkan organisasi untuk bangkit secara mandiri. Terdapat 

tiga sistem di dalam renewal, yaitu yang pertama adalah creat a reward system, penghargaan 
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mempunyai pengaruh besar terhadap motivasi pegawai. Sistem kornpensasi harus diberikan 

kepada pegawai yang berani mengambil resiko dan mendorong orang untuk mengkaitkan 

masa depannya dengan transformasi organisasi. Sistem ini menimbulkan rasa kepuasan 

individu; sistem ke dua adalah build individual learning, tidak ak.an ada suatu transformasi 

organisasi tanpa transformasi sejumlah besar individu. Organisasi harus komit pada 

pengernbangan pegawainya dan membudayakan saling belajar, dan individual learning 

meningkatkan aktuaJisasi diri pada beberapa individu yang menonjol; dan sistem ke tiga, 

adalah develop the organization, yaitu organisasi-organisasi perlu untuk mengorganisasikan 

dirinya untuk selalu belajar, dengan belajar itu organisasi akan mampu beradaptasi, 

berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkungan. Dengan menumbuh kernbangkan 

organisasi memperkokoh sense of community (rasa kebersamaan) diantara individu. 

RENEWING: 

Developing The Reward System 

10. Apakah sudah ada sistem reward di BLK bapak, dan bagaimana bentuknya? 

Building Individual Learning 

11. Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi 

pagawai? 

Developing The Organization 

12. Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kineija organisasi? 
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REFRAMING: 

TRANSKRIP WA WANCARA 1 
Kepala BLK Sumedang 

1. Achieving Mobilization 
Bagaimana Strategi BLK di tempat Bapak dalam mencapai tujuan organlsasi? 
"Ya .... harus dikemba/ikan lagi ke jtmgsinya sebagai pusat pelayantm di wilayahnya masing­
masing ... Tapi itu tidak mudah ... Karena ini menyangkut ketersediaan sarona dan prasarana di 
.BLK, .sekaligus pemahaman masyarakat akan BLK sebagai tempat latilum". 

2# Creating The Vision 
Apakah kendala dari ELK daiam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi'? 
" Mungkin yang pertama dari instrUkturnya, karena BLK menjadi lempat pelatihan sehingga 
instruktur menjadi ujung tombak .. Namun instrokiur itu juga dilihat dari kuantitas, kualitas dan 
produktivftasnya sehingga tercapai sistem pelatihan yang baik" 

3. Building The Measurement System 
Apakah sudah ada pencapaian target dari sasaran mutu dan kinetja dari BLK'l 
" Kalo kita melihat kinerja. berarti semakin banyaknya peserta pelatihan yang terserap dunia 
kerja berarti akan semaki'n baik mulu sebuah BLK. Makanya kami mencoba meng-adobt sfstem 
dari Ditjen 8ina Lattas yaitu dengan pola 3 in 1 yaitu melabanakan pelCf(ihan, sertifikasi dan 
.selraligus mencari penempatcm ... Dan itu sudah diterapkan di BLK UPTP" 

RESTRUCTlJRING : 
4. Constructing An Economic Model 

Apakah BLK secara vertikal ke atas sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan 
kerja di bawah lingkungan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat? 
"Kita sebagai BLK UP1'D seiain sebagai ftmgsi pelayanan sosial juga dibebtmkan sebagai 
dalam pendapatan anggar(m daerah dimana sebagian hasil akan disetorkat; kepada pemerintah 
daerah. Sehingga kita merasa tertcmtang untuk mencukupi target yang diberikan oieh 
pemerintah daerah" 

5. Configuring The Phisycal Infra Structure 
Bagaimana infra struktur saat ini dapat mendukung restrukturisasi organisasi? 
"Ya memang dalam restrukturisasi organisasi peran infra struktur sangat penting .. ini dikaitkan 
dengan relevcmsi yang berhubungan ketersediacm sarana dan prasarana pelatihan dengan jenis 
pelatihan itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan industri. Mem(fflg pada .saar ini di BLK kami 
ma.sih minim sarana dtm prasarana pelatihan ... Yang saat ini ada umumya sudah tua ... belum 
ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat ... sehingga untuk nstrukturisa.si organisasi 
masih stmgat sulit" 

6. Redesigning The Work Architecture 
Apakah instruksi kerja. .sudah djpahami dan dilaksa.nakan oleh pegawai? 
"Salah satu problem adalah perbedaan produktivitas dari tiap-aop pegawai yang ada ... 
sehingga walaupun instruksi kerja sudah diberikan namun telap saja barryak pagtrl{•ai yang tidak 
melaksanakan tugas yang sesuai dengan yang ditetapkan sehingga produ!divitas menunm ... 
Begitu pula sebalilmya, ada pegawaf yang te!ah melaksanakan tugas dengan baik bahkan dapat 
mengerjala:mlmeng-back up pekerjatm pegawai fainnyu" 
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REVITALIZATING: 
1. At'hieving Market Focus 

Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan ke-butuhan pa~ar? 
"Jika di tempat komi belum semuanya.. karena masih ada kejuruan yang belum dapat 
dipasarkan dengan optimaL. contohnya aneka kejuruan misalnya menjahit.... Untuk kejuruan 
tersebut peminatnya agak kurang sehingga dalam salu tahun Cuma satu paket pelatihan" 

8. Inventing New Bussiucss 
Bagaimana caranya mengembangkan core hussiness BLK sebagai langkah adaptasi terhadap 
perubahan di lingkungan atau pengguna? 
"Kfta sih mengupayakan tidak menghilangkan mismatch antara program pelatihan dengan 
dunia induslri... Ataupun dengcm ke:wirausahaan mandiri... Namun ya adak menutup 
kemungldnan kualitas instruktur yang ada lidak dapat melatih program pelatih(Jrf yang diminta 
dengan industrL Contoh waktu kita menjajagi kerjasama dengan P1: Aneka Jaya yang 
bergerak di bidang Las ... pihak perusahaan meminta untuk pesertanya dapat mengerjakan las 
overhead .. terapi instruktur kita belum bisa sehingga permintaan perusahaan belum hisa kfta 
akomodir ... " 

9. Changing The Rules Through Infonnation Technology 
Apakah di BLK bapak sudah membangusn sistem informasi secara Online? 
"Wah, kala sistem online disini belum .. Jetapi kalo itu bisa diwujudkan akan sangar membantu 
sekalL Apalagi yang saya dengar kalo di BLK UPTP sudah ada kios 3 in 1 yang memungkfnkan 
pencari kerja dan perusahaan bertemu secarcz online ... Saya sih mengharapkan dari pemerintah 
daerah maupun pusattmtuk dapal diselenggarakannya kios 3 in 1 di BLK !rami" 

RENEWING' 
10. Developing The Reward System 

Apakah sudah ada sistem reward di BLK bapak, dan bagaimana bentuknya? 
"Ya kalo sistem reward di sini Jidak ada kolo itu berupa uang ... kan instruktur sudah dapal uang 
dari hasil mengajar, .. jadi itu haknya.. jadi kalo reward dari saya ya paling saya mendahulukan 
dalam pengembcmgan karirnya ... jika ada undangan dari pemerintah daerah maupun pusal ytmg 
beropa himtek, diklal pasti aktm saya dahulukan... terutama insiruktur-instruktur yang 
berpotensL 

11. Building Individual Learning 
Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen terhadap pengembangan kornpetensi pagawai? 
"Ya kalo kita sih hanya mengirimktm usulan-usultll1 untuk dapat mengikuti kegialan-kegiat(lll 
dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengikuti kegiaran dildat upgrading, bimtek. 
sosialisasi ataupun workshop ... Ya seperti diamanatkan PP 31 un/uk meningkatkan lrompetensi 
pegawai kan tugas dari pemerintah daerah maupzm pusat.. kita disini kan hanya sebagai 
pelaksana saja dafam hal pemberfan pelatfhan kepada masyarakat" 

12. Developing The Organization 
Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kinerja organjsnsi? 
"Menciptakan hudaya organisasf sih yang biasa saya lak.ukan ya melalui rapat dengan pegawai, 
ape/ pagl, .. dari situ saya mencoba memberikcm informasi atau hal-hal yang informatifkepada 
seluruh pegawaL apa yang terjadi di BLK btL Ya sedikit-sedikit tentang tugas dan fungsi 
lemhaga kita sebagai ujung tombak .. selain itu ya untuk sharing informasi dalam mendukung 
pelaksmuu:m tugas arau kegiatan" 
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REFRAMING: 

TRANSKRIP WA WANCARA 2 
Expert Pusat 

1. Achieving Mobilization 
Bagaimana Strategi BLK dalam mencapai tujuan organisasi? 
"sebetulnya tqjuan organisasi itu merupakan bagian ked{ dari tujuan pemerintah.. ng·uan 
dibangunnya BLK ilu salah satunya unluk memberikan pelatihan kepada maryarakat guna beka/ 
mencari kerja atau usaha mandirL. d(lri situ, diharapkan peran. pelatihan di BLK dapat 
menekan angka pengangguran akibat tersalurkannya lulusan-/ulusan BLK yang /erserap di 
dunia industri ataupun membuka usaha mandiri ... Nah, kalau BLKnya balk maka iulusan 
pelatihan akan mampu terserap di pruar kerja a/au benar-benar melakukan usaha mandiri" 

2. Creating The Vision 
Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi? 
"kendala sih tetap ada dan masih banyak .. c()ntohnya kualitas dan. kutmtitas ins/nJ!aur .. sarona 
dan prasarana ... maupun pemahaman pemahaman pemerintah daerah dalam mengendalikan 
atau mengelola BLK di wilayahnya.. ini menjadi penting karena semenjak adanya otonomi 
daerah, maka banyak JJLK·BLK yang dulunya dikelola oleh pusal dilimpahkan kewenangarmya 
kepada pemerintah daerah... sehingga peran serta daerah menjadi sangat penting /carena 
mungkin hampir sekitar 160 BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah saal ini... sehingga 
pencapaian vfsi dan misi organisasi BLK tergantung oleh kemauan dari pemerintah daerah 
tlalam mengelola BLK di wilayahnya" 

3. Building The Measurement System 
Apakah sudah ada pencapaian target dari sasaran mutu dan kinerja dari BLK? 
" Kalo dilihat dari target adalah d;kenalnya BLK oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu 
alternatif upaya untuk memberikan suatu pe/(ry(lllan pelatihan secara gratis m®pun swadana 
sedangkan kala dUihat dari segi mutu dan kinerja BLK ya itu bergantung kembali kepada BLK 
i'tu sendiri.. bagaimana penyerapan lu/usan pelatihan di pasar kerja... namun lnl juga 
berpengaruh terhadap pfmpinan BLK bagaimana dia mengelola BLKnya .. karena ycmg ter}adi 
semenjak adcmya otonomi daerah adalah b(IIjyak kepala BLK yang bukan orang 
pelatihan ... sehingga pengetahuan tentang BLK maupU11 pelatihan sangat kurang .. itulah yang 
terjadi pa.sca otda di beberapa daerah" 

RESTRUCfURING : 
4- Constructing An Economic Model 

Apakah BLK secara vertikal ke atas sudab memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan 
kerja di bawah Hngkungan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat? 
"untuk BLK di bawah pemerinlah pusal sudah d{felaskan tugas dCif1 jimgsinya.. kita selalu 
memonitoring Jerhadap kinerja baik instruktur maupun tenaga kepelatihan di BLK lersebut 
nanum jika BLK di bawah pemerintah daerak. kel:Jijakan pusat mungkin hanya sebatas 
himbauan ataupun mernberikan pedoman-pedoman yang dapat digunakatz dafam pengelolaa71 
ELK lersebut" 

5. Configuring The Phisyeal Infra Structure 
Bagaimana infra struktur saat ini dapat mendukung restrulcturisasi organisasi? 
''restrukturisasi orgtmisa.si tidak hanya dilihat dari infra struktur saja ... aki:m tetapi, dilihal dari 
efektif dan efistensinya struktur orgcmisasi dalam mewlijudkan suatu organisasi yang baik. .. 
Memang. peran serta itifra struktur lidak dapat dihilangkan begitu sqja. .. relevansinya sartma 
dan prasarana dengan teknologi yang digunakcm di dunia ketja harus match. .. demikian juga 
dengcm kompelensi instruktur, program pelatihan. yang berbasis lrompeiensi... serta dukungan 
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yang kuat dari pihak manajemetL selama ini dari BLK yang d;Jcelola pemerintah pusal .. 
ketersediaan sarana dan prasarana bisa dikarakan lebih baik dari BLK pemerintah daerah.. 
namun tidak menutup kemungkinan juga pemerintah pusat melalui dana delconstralisasi maupun 
dana tugas pembantuan member/lean anggoran untuk peningkatan .sarona dan prasarana di 
BIJC .. sehingga menjadikan BLK pemerintah daerah sehagai pusat pel ali han di wilayahnya" 

6. Redesigning The Work Architecture 
Apakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai? 
"pada dasamya instruksi k£rja sudah melekat pada masing-masing pegawai yang sesuai dengcm 
wewenang dan tanggung jawabnya ... namun perlu adanya himbttcm dan pemberitahuan untuk 
meningkatkan produktiviras pegawai ter.sebut ... jika kita herMcara instnJktur BLK. mungkin ada 
beberapa leljadi kesenjangan produktivita:snya. .. inl dlsebabfam setelah terjadinya otoda jumlah 
pelatilum yang ada di BLK-BLK di daerah sangat minim bahkan tidak ada sama selrafi dalam 
satu tahun, sehfngga bagaimana kita bisa melihat kinerja atau produktivitas instnJktur jika tidak 
ada pelatihan .. ? .. 

REVITALIZATING: 
1. Achieving Market Focus 

Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar? 
''kebijakan dari pemerintah pusat adalah pefatihan yang berbasis kompetensL. kompetensi ini 
berarti kompetensi y(Tflg diakui ofeh dunia industri.. karena yang menyusun kompetensi ini 
melibatkan stakeholder-stakeholder.. dalam hal ini dunia industri... sehingga, program 
pelatiharmya pun sesuai dengan kebutuhan industri sehingga diharapkan lu/U.'!an pelatihamrya 
pU11 terserap ofeh dunia industri... ........ untuk BLK yang dikelola oleh pemerintah daeroh adapun 
pelatiharmya disesuaikan dengan potensi indu:s/l'i yang ada di wilayah tersebut sehingga 
diharapkan lulusannya dapat diserap oleh industri di wilayah ilu. ... ," 

8. Inventing New Bossiness 
Bagairnana caranya mengembangkan core bussiness BLK sebagai langkab adaptasi terhadap 
perubahan di lingkungan atau pengguna? 
"Care business adalah pelatihan sehingga diharapkan BLK mampu mengikuti perkembangan di 
pasar kerja ...... program pelatihan maupun sarana dan prasarana yang berbasis kompetensi 
adalah .salah salU proses adaptasi dar/ pengelolaan manajemen konvensional menjadi 
pengelolaan yang berbasis pasor ket:Ja hal ini dihwapkan terserapnya peserta peJatihcm di 
dunia kerja" 

9. Changing The Rules Through Information TeclmuJogy 
Apakah di BLK sudah membangun sistem infonnasi secara Online? 
"Di BLK yang dikelola oleh pemerintah pusaf, semuanya .sudah memiliki Kios 3 in 1 dimana 
data pelatihan,sertifika.s dan penempatrm sudah terecord dalam data base Kios 
tersebut ...... adapun kegu:naannya agar peMISahaan yang membutuhkan karyawrm bisa melighat 
data lulusan pelatihan di BLK tersebut...sebaliknya lulusan BLK dapat melihat kebutuhan atau 
lowongan di perusahaan yang sudah mendaflar di kios tersebut ...... kios 3 in I ini merupakan 
syarot minimal BLK yang dikelola oleh BLK Pusat,untuk tahun 2009 ini sudah dianggarkan 10 
BLK UPT]){ Bali, Gorontalo, Pontianak. Kendmi, Sragen, Tulungagung, Bangka Befihmg, 
Lahal, Metro Lampun.g) unluk mendirikan Kios tersebut .... sekaligus proses sosialisasi bagi 
pemda dalam memasarkan BLK diwl1ayahnya ..... ,,." 

RENEWING: 
lD. Developing The Reward System 

Apakah sudah ada sistem reward di BLK, dan bagaimana bentuknya? 
"Reward diberikan kepada in.struktur dengan percepalan kenaikan pangkat dibanding instruktur 
lainnya (apabila instruklurnya praduktij) dan bagi instruktur terse but diberikan Diklat fanjutan, 
Bimlek dan Workshop balk di dalam maupun di luar negeri, sehagai contoh kemarin kilo 
mengirim 4 orang instruktur kejuruan otomotif yang terbaik lffltuk mengikuti peiatihan di 
Mercedes Jerman, 25 orang instruktur untuk mengikuti kursus metodolog'i di Jerman dan Korea 
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Selatan, belum lagi yang mengikuti bidang teknnis sesuai k£juruannya di Jepang dan Korea 
Selatan,.,,,,itulah bentuk reward yang diberikan. ...... " 

11. Building Individual Learning 
Bagaimana manajemen BLK dalam hat komitmen terhadap pengembangan kompetensi pagawal? 
"Pengembcmgtm kompetensi dalam BLK diberilran kepada kepala tersebut untuk 
mengcmggarkan dalam hal pengembcmgtm kompetensi lersebut ... namun tidak tertutup 
kemungldnan Diljen Binalattas dalam haJ ini untuk menganggmkan seniftkasi kompetensi bag/ 
inrtruktur yang ada __ "_hal itli bertujuan untuk meningkatktm jumlah instruktur yang 
tersertifikasi .sehingga makin baik pula mutu pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK ... " 

12. Developing The Organization 
Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kineJja organisasi? 
''Budaya organisasi diharaplwn melekat disetiap pegawai yang ada sehingga ldnefja organisasi 
secara otomatis dapat befjolan dengan opJimal... ..... yaitu dengan pemaltaman tentang 
tupoksinya dan viJi misi organisasL .. adapun caranya dengan himbauan ketika rapal kerja 
maupun sosialisasl ...... " 
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REFRAMJNG: 

TRANSKRIP WA WANCARA 3 
Kepala BLK Condet 

1. Achieving Mobilization 
Bagaimana Strategi BLK dalam mencapai tujuan organlsasi? 
"Harus dikemhalikan lagi ke jung.si BLK sebagai pusat pelayanan pelotihan . ... Dimana di 
Pelatihan tersebut harus ada unsur instruktur, program pelatihan dan alai pelatihcm .... Saya 
rasa jilra itu di create dengan cermat, terarah dan terorganisir maka tujuan organisasi dari BLK 
akan tercapaL. Apalagi dengan adanya Otonomi Daerah dimana BLK dituntut s~bagai fimgsi 
Eosial juga fimgsi pendaparcm yang dibebcmi target pendapatan asli daerah tersebut ,,, Jadi jika 
htfuan orgcmisasi tidak tercapai make; otomalis target pendopatarmya juga tidak tercapai " 

2. Creating The Vision 
Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhlr organisasi? 
" Kalo di BLK sini yang terotama kualitas instruktur .... Dimana sekarang semenjak adanya 
Otonomi Daeh:Ih. pengembangan karir instruktur juga agak tersendat ... Instruktur merupakan. 
jabatan fungsional sehingga dalam kenaikan pangkatnya dapat lebih cepat dari pegawai 
lainnya, namun tidak adanya Tim Penilai Angka Kredit di daerah maka kenaikcm pcmgkat 
instrukiur sama dengan pegawai lainnya ... hal ini menyebabkan penunnum tlngkat produktivitas 
instrulctur, . .tidak ada lagi kemauan instruktur dalam menfiliS modul atau program pelatihan 
karena tidak ada cmglr:a kreditnya ... sehingga saya harapl«m pemerintah daerah dapat 
membentuk lagi Tim Angka Kredit agar produktivitas instniktur dapat ditingkatkan ..... sehingga 
IJLK. sebagai lembaga pelatihan yang excellent dapat diterima oleh masyarakatluas . .," 

3. Building The MellSurement System 
Apakah suda.h ada pencapaian target dari sasaran mutu dan kinerja dart BLK? 
" Target dart BLK dislni sudah direncanakan dalam cmggaran yang ditent'tfk<m dari pemerintah 
daerah. namun kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusa.haan yang ada .... Kale 
.saya sih mengukur mutu dan kinerja BLK dengan mengukur apckah anggaran yang diberikan 
dari tahun ke tahun semakin bert am bah atau tidak ... ... ketidakmampucm mengelola anggaran 
yang ditetapkan juga merupakan kiner:Ja dari BLK tersebut ... Sedangkan mutu dapat dilihat dari 
jumlah .serapan pe.serta pelalihan yan telah diterima di dunia kerja dan pencapaian instruktur 
yang berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi yang ada .. Namun mulai tahun ini diterapkan 
kuepolmtan ldnerja dari pemerintah daerah dengan pimpincm di BLK maupun diseluruh 
jajarannya tapi hitung-hitungan pengukuran kinerja organisasinya soya belum paham betul" 

RESTRUCTIIRING : 
4. Constructing An Economic Model 

Apakah BLK secara vertikal ke atas sudah memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan 
kerja di bawah Iingkungan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat? 
"Selama BLK ini 1!1(l;Sih berdiri dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan maka .saya ldra 
organisasi BLK sudah memenuhi tugas dan fungsinya ... namun .>aya tidak berani menjamin 
keberadaarr BLK akan dapat diperJahanl«m sebagai lembaga pelatihtm akibat perkembangan 
jaman dan lWJOitan organisasi yang ada di pemerlntah .... Selama UU no 32 dan UU 13 belum 
direvisi maupun diubah .secara radikal, ma!ca saya kira BLK masih dapal e~is dafam 
memberikan pelayanan pelatihan bagi masyarakat" 

5. Configuring The Phisycal Infta Structure 
Bagaimana infra struktur saat ini dapat mendukung restrukturisasi organ!sasi? 
"Inftastniktur di BLK .sekamng ini saya rasa sa/ah satu yang terbaik di BLK yang ada .. balikan 
bila dibandingkan dengan BLK yang dfkelola pemerintah p~al, maka :;aya yakin ldta tidok 
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kalah. .. mungkin ini dikarenakan kita merupakan BLK khusus kejuruan Las, yang perhatian 
pemerintah daerah untuk pengadaan sarona Jan prasarana sang at bogus... Bahkun alatMalat 
lramijuga dijadfkan alat kalibrasi untuk beberapa pernsahaan besar, contohnya PDAM .... Jadi 
saya rasa untuk a/at kit a dapat mengikuti perkembangan jaman. " 

6. Redesigning The Work Architecture 
Apakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanakan o\eh pegawai? 
"Namanya mengelola manusia lebih sulit bila mengelola barang... memang tidalr semua 
pegawai di tempal kami yang memahami instruksi atau kewqjiban yang harus dikerjaktmnya. 
namun selama itu tidalr; mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. moka k.mni tidak 
mempennasalahkannya ... Nannm saya berharap agar agar monitoring dan evoluasi terhadap 
pegawai yang ada dapat benar~ben(Jl' dija!ankan sec(Jro murni dan konsekuen .sesuai dengan 
aturan yang berlaku ....... Keberhasilan suatu (lrganisasi merupak:an aJrmin keberhasilan dari 
para pegawai .. " 

REVJTALIZATING: 
7~ Achieving Market Focus 

Apakah program pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar? 
"Mungkin kanma kita merupakan BLK lchusus bidang Las maka kebutuhan pasar kila sudah 
jelas dan ldta tidak kesulitan dalam mencari pasar ... Alat~alat kita san gat lengkap, bahkan 
brmyak perosahaan yang tidak mempunyai alai khusus, dattmg kesini untuk sekedar mengetes 
barang atau mengkalibrasi alatnya .... Yang mungldn haru•; dikembangkan lagi adalah perluaum 
informasi tenfang BLK. karena banyak masyaraknt lidak tahu lagi lentang BLK lwmi..." 

8. Inventing New Bussiness 
Bagaimana caranya mengembangkan core bussiness BLK sebagai langkah adaptasi terhadap 
perubahan di lingkungan atau pengguna? 
"Memang ldta harus selalu mengilruti perubahan yang ada di dunia industri, 11amun kita 
mensiasatinya dengan melakukan benchmark dengan dunia industri, baik secara program 
pelatihan maupun secara sarananya ... Dengan jalan itu maka BLK .rebagai lembaga pelatihan 
mempWJyai relevtmsi dengan dun fa us aha sebagai pengguna Juluscrn di BLK" 

9. Changing The Rules Through Information Technology 
Apakah di BLK sudah membangun sistem infonnasi secara Online? 
"Memang BLK kami helum membangun sistem online, namun memang banyak kegurraannya 
kami akan malakukarmya ... Memang kios 3inl yang sudah dipergunakan oleh BLK dib(JWah 
pemerintah pu.mt banyak manfaatrtya, namun kita be/urn memasang di talnm 2009 ini, mungkin 
di tahun 20JO .... Memang kius 3inl bisa dapat Jjgunakan sebagai bentuk sosialisasi BLK kepada 
masyarakat bah/ran kedunia industri sehingga semakin bcmyak luluscm pelatihan yang terserap 
di dunia industri sehingga makin berkurong tin.gkat penganggwan. " 

RENEWIN<;: 
10. Developing The Reward System 

Apakah sudah ada sistem reward di BLK, dan bagairnana bentuknya? 
"Secara rertulis sih belum ada, namun kita sudah mengetahui pegawai yang me.mang bisa 
dikatal«m diatas rata-rata di banding lainnya dan itu kami herih:m kemudahan atau priori/as 
utama dalam mengikvti kegiatan yang sifaJnya pengembangan buat karirnya... seperti 
upgrading, Bimbingan Teknis, Sosiallsasi maupun Wl)l'kshop ... hal lni/ah sebagaj reward bagi 
pegawaiyang berprestasi.. .... " 

11. Building Individual Learning 
Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen terhadap pengembangan kompetensi pagawai'? 
"Pengembangan kompetensi pegawai terus dikemlxmgkan selama masih ada anggan:mnya ... 
Pengembangan kompetensi pegawai memang harus terw dilakukun untuk terciptanya relevam·i 
dengan dengan dunlo usaha sebagal user kit a... Pengembangan kompetensi seyogyanya 
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mendapat perhatiun dari pemerintah pusat maupun daerah ... Dari kegia/an upgrading, Bimtelr, 
Workdhop bahkan kompetisi buat instruktur hams secara rutin diselenggarakan seperti yang 
diselenggarakan oleh pemerintah pusat,, .. Kala dar; internal BLK sendiri, munglr:in baru sebatas 
usulan untuk menjadi peserta di kegiatan tersebut yang saya sebutkan tadi. " 

12~ Developing The Organization 
Bagalmana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kinerja organisasi? 
"Budaya arganisasi disinf sudah cukup baik, kita sudah meninggalkan pola manajemen 
trad'JSional dalam mengelola BLK dengan manajemen based on competenc;es ... . Memang 
kadang pemahamtm clari pejabat di linglamgan pemerintah daerah lauang, tapi saya maklum 
karena kadang pejabar tersebut bukan dari or(Ing pelatilum sehingga kadang kebijakan~ 
kebijakannya Jidak sesuai jika diterapkan ..... namun yah bagaimana lagi.. .. tapi disini kita 
menerapkan bahwa BLK itu ibarat lading atau sawahmu, sehingga tolong kamu garap lading 
atau sawahmu itu dengan semaksimal mungkin, sehingga sawah kamu itu dikcmal oleh orang 
banyak, itu sa} a yang saya tekankan kepada pegawai saya,.. ... " 
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REFRAMING: 

TRANSKRIP WA WANCARA 2 
Expert Pusat 2 

1. Achieving Mobilization 
Bagaimana Strategi BLK dalam mencapai tujuan organisasi? 
"Tujutm organisasi di BLK harus dapat menghasilkan lulusan pelatihan untuk diserap ke dunia 
industri sebanyak-banyaknya .... Industri sebagai user, sehingga BLK sebagai penjamin mutu 
luiusan dapat bekerja di dunia industry dengan baik ... ... nah yang banyak terjadi adatah BLK 
hanya sebagai tempal peiatihan saja, ketika. audah dilatih maka ketika melamar di dunia industry 
Jidak diterima .... , ofeh karena itu strategt di BLK harus bersuber pada kualitar instruktur; 
program pelatihcm yang berbruis dunia usaha dan ketersediaan alat pelatihan yang sesuai 
dengan industry .... Sekarang fenomena yang lerjadi adalah sejak adarrya otonomi, bartyak BLK 
yang mati suri, karena jumlah pelatihannya hanya sedildt, hagaimana dia dapat memasok 
Iulusarmya Ice dtmia ketja jika lulusannya sdikit, belum Jagi dari sisi program maupun alm 
pelatihannya .. jadi kuaJitru, program dan alat merupakan factor utama ... .. " 

2. Creating The Vision 
Apakah kendala dari BLK dalam mencapai visi dan misi sebagai tujuan akhir organisasi? 
" seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa semenjak otda banyak BLK yang dalam 
kewenangan pemerintah daerah menerapkan polo pengelolaannya masih bersifat tradisional, 
beium based on competencies ... , Belum lagi per(lrf dan fimgsi ELK yang gedungnya digunakan 
bersama untuk instansi lain .. bagimana visi dan misi pelatihan dapat dicapai bila keheradaan 
hengkel berubah fimgsi jadf kant or ... ... , belum lagt a/at yang dultmya ada di Oengkel 
dipergunakan untuk keperluan lain,,. jadi saya kadang sedih jika mendengar kcluhan dari 
teman~teman di BLK bahwa BLKnya sm/cth tidalr dapat difungsikcm sebagai mana yang 
ditetapkan., . ........ " 

3. Building The Measurement System 
Apakah sudah ada pencapaian target dari sasaran mutu dan kinerja dari BLK? 
" target dan sasaranya sih sudah cukup jelas, sepertf yang diamanatkcm dalam UU no 13 dan 
PP 31t<mtang Sislackernas, namun !cembali lagi bagaima:na target dapal dicapai bila BLK teloh 
berubah fimgsi .... Seharusnya pemerintah daerah jangan semena~mena mengal;h fungsikan 
BLK, karena dia juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelatlh.an kerja di wilayahnya.,. 
ini ada lo di PP 31... belum lagijika dia melihat UU 32 tenttmg otda tersebut ... Jadi meman.g 
horus ada !amauan dan upaya yang keras dalam mengelola BLK sebagai pusat pelatihan kerja 
di wilayahnya, toh kalo yang BLK flu maju, maka saya jamin, wilayah tersebut akan maju 
juga .... Akan banyak industry ataupun U$Oha kerja mandiri yang berimbas pada kebutuhan 
penyerapan lapangan kerJa... .. . . Jadi target yang dipertanyaakan dari sasarcm ldnerja, 
tergantung daerahnya lmrena kewenangannya sudah dilimpahkan kepada pemerintah 
daerah .... " 

RESTRUCTURING : 
4. Constructing An Economic Model 

Apakah BLK secara vertikal ke atas sudeh memenuhi tugas dan fungsi sebagai pusat pelatihan 
kerja di bawah lingkungan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat? 
"pelatihan kerja dalam hal ini BLK.. baikytmg dikelola peme.rintah pusat dan pemerintah daerah 
sudah tertuang dalam PP no. 31 ten tang Sislatkernas, sehingga itu dapat dijadikan pedomcm 
dalam mengelola BLK tersebut .... Arah dan kcbijakannya harus selaras dengcm UU 13 maupun 
UU no 32 bila itu BLK UPTD ..... Tapi dalam mengelola suatu orgam'sasi tidak lepas dari unsur 
pimpinau yang menjabatnya ... mau dibawa kemarra organisasi lersehut ... Pimpinan hams 
mempunyai visi dan misi yang selaras dengan tqjuan yang diJetapkan oleh pemerinJah., 
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kemampuan mana)erial merupakan hal yang terpenting dalam mengelo/a BLK, sehingga 
pemenulum tugas dan ftmgsi sebagai pelatihan lrerja diwilayahnya dapat berja/an dengllll 
maksimal" 

5. Configuring The Phisycal Infra Structure 
Bagaimana infra struktur saat ini dapat mendukung restrukturisasi organisasi? 
''Nah itu tadi yang saya jelaskan, bahwa fimg.si BLK di beberapa wilayah sudah beruhah .fungsi. 
apakah ini bagian dari restruktukturisasi tJrganisas! di pemerintah daerah .... ltu yang belum 
terjawab. karena pemerintah daerah mempunya; wewenang dalam mengelola masalah 
ketenagakerjaan didaerahrrya ... namun saya berharap agar UU 32 itu dapat sejalan dengan UU 
13 atau PP 31 .... Karena naniinya akan ada Sistem Pelatihan Kerja Daerah, yang petunjuk 
pelakscmaannya akan daterbitl«m tahun ini, sehingga ini dapat dijadiktm pedoman dalam 
mengembcmgkan pelatihan kerja di daeralmya melalui BLKyqng ada diwilayahnya ..... Namrm 
untuk ketersedfacm infrastntktur yang ada p~tmerintah pusat mengirrvenlarisir melalui kegiatan 
monitoring dan mengajukan cmggarcmrrya melalui dana dekonsentrasi maupun dari dana tugas 
perbantuan yang diharapkan dapat membenahi masalah insjrastruktur yang ada di BLK UPTD 
lersebut .. " 

6. Redesigning The Work Arcbitec.ture 
Apakah instruksi kerja sudah dipahami dan dilaksanaknn oleh pegawai? 
"Semenjak diberlakukarmya otda, pemerffltah pusat dalam hal ini Ditjen Binalattas yang 
mengurusi masalah peiatihan hanya dapat melihat dari Japoron-laporan yang disampaikan oleh 
dinas Jenaga kerja di daerah, meskipun kita melak:ukan monitoring dan evaluasi ke daerah 
tersebut 1mtuk melihat secara nyata keadaan yang sesungguhnya ____ Sehingga kita hanya melihat 
dari kinerja organiJasi do/am hal ini BLK sebagai bahan sudah atau belum dipahaminya 
instruksi kerja yang diberikart .... karena instruksi iru horus sudah me/ekat pada diri masing­
masfng personel" 

RJLVITALIZA'l'lNG : 
7. Aebieving Market Focus 

Apakah program peiatiban sudah sesuai dengan kebutuhan pasar? 
"program pelatihan yang berbasis kebutuhan pasar dapat dilihat dari terserapnya peserta 
pclatihan di pasur kerja ..... semakin ban yak yang urrserap berarti program pelatiium di BLK 
tersebur sesuai dengM kebutuhan user.,. Namun masih banyak BLK yang meneropl«m hanya 
dari kuantilas peserta pelatihannya saja, lanpa melihat opakah dia te:rserap di dunia industry 
atau tidak ...... ini merupakan manajemen tradisional.... . ... sehingga perlu menseragamkan poJa 
manajemen yang berbasis kompetensi (ini sudah dl1akuktm oleh BLK yang dikelola pemerintah 
pus at) dengan pol a manajemen ycmg ada di BLK UPTD " 

8. Inventing New Bussiness 
Bagaimana caranya mengembangkan core bussiness BLK sebagal Jangkah adaptasi terbadap 
petubahan di lingkungan atau pengguna? 
"l..Jengembangkan core bussines BLK dengan menghilangkan kesenjangan atau gap antara 
Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Pelatihan yang ada di BLK dengan kebutuhan 
pelalihan ..... ini merupalum fondasi Clli'ai karena. ketersediaan akan jumlah maupun kualita!> 
instruktur di sualu BLK sangat mutlak ... Banyak yang rerjadi setelah otda, balrwa banyak jum/ah 
instruktur di suatu BLK kurang dari 5 orang sa.Ja, belum adanya formusi instruktw diwilayah 
tersebur. .. Jadi hagaimana kita bicara kualitus, hila kuantitasnya $q}a lidak mencukupl~ ... Jadi 
memang perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya per an BLK didaerah sebagai ujung tombak 
pelatihan didaerah tersebut .... Jadi banyak BLK dfdaerah yang seperti mati suri akibat dari 
pemahaman pemerintah daerah yang kurang masa!ah pentingnya pelatihan" 
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9. Changing The Rnles Througb Information Tetbnology 
Apakah di BLK sudah membaogun sistem informasi seca:ra Online? 
"Sis/em online sangat diperlukan dalam kemajucm jaman sekarang ini .... System online lebih 
memudahl«m pengguna aum user dalam mencari kandidat yang dibutuhkan di 
perusahaannya ..... Keberadaaan system online dalam hal ini Kios 3 in 1 yang ada di BLK pusat 
wajib di.seragamkan atau diikuti oleh BLK daerah. karena hal ini rlapat mempermudah 
bertemunya perusahaan dengan calan karyawan .... Hal ini disebabkan bahwa peserta pelatihun 
dapat mendqftarkan diri di database ldos Jinl, sehingga perusahaan dapat mengakses 
kebutuhan caJon karyawannya dengan meUhat /criteria yang dimiliki oleh para peserta 
pelatihtm .... karena semuanya terangkum daium database yang dimiliki kios 3inl ... . ,,. Saya 
nrelihat kios Jinl barryak manjaat yang diperoleh..untuk ELK UPTD sudah dianggarkan 
pembuatannya namun saya lupaJym/ahnyq.. ada 8 atau 10 untuk tahun 2009 saja ... belum lagi 
tahun 2010 .... Pemanfaatcm kios 3inl meropakcm ajartg sosialisasi BLK dalam publikasi BLK 
sebagal tcmpat pelatihc.m kerja. " 

RENEWING, 
10. Developing Tbe Reward System 

Apakah sudah ada sistem reward di BLK, dan bagaimana bentuknya? 
"Kalo jahatan instruktw reward yang diberikan adalah mereka mempunyai tunjangan khusus 
tersendiri disamping honor ketika mengajar dan percepalan kenai/ran pangkat dengan 
menghitung angka beditnya ...... ... Reward lain diberikan dengan diikutsertakannya dalam 
program upgrading, Bimtek, Sosialisasi maupun Workshop .... Hal ini meropakan bagian dari 
pengemhangan kar:r dan profesi yang dimiliki instn1ktur .. Namun sejak Otda hanyak instruktur 
didaerah yang kesulitan mengajukan lcenaikan pangkatn.ya karena tidak adanya Tim yang 
menilai untuk kenaikan pangkalnya, ada lagi lmswJ di banyak daerah tunjangan klmsus 
fimgsional instruktur dihapuskan karena keNdakmampudn pemerlntah daerah dalam 
meng(JJ]ggarkan tunjang(1!1 tersebut. ... Jadi jangankan pemberiarr reward di daerah diberi gaji 
yang tidak telat saja sudah Alhamduliilah ..... " 

11. Building Individual Learning 
Bagaimana manajemen BLK dalam hal komitmen ierhadap pengembangan kompetensi pagawai? 
''Pengembangan kompetensi merupakan hal yang mutlak untuk jaman sekarang ini, semaldn 
majunya tekn()logi di dunia industry menunlut kemampuan kompetensi instruktur juga hams 
mengikuti perkembarrgan yang ada.... Penfngkatan kompetensi ini dapat dilakufmn dengan 
pelaksanaan Uji Kompelensi untuk masing~masing instruktu yang sesuai dengan bidangnya ... 
Kebijakan dari pemerintah pusat hahwa semakin banyaknyo instruktur yang Ielah ierserti.ftkasi 
secora otomaiis semakin baik mutu pelatihan di BLK ... hal ini juga ditaapkan di BLK di daerah 
balrwa para instruktur didaerah untuk dap(JJ menghasilkun /ulusan yang kompetensinya diakui 
oleh dunia industry, untuk itu instrukturnya juga harus memiliki kompelensi yang sesuai 
dibidangnya. " 

12. Developing The Organization 
Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang mampu mendukung kinerja organisasi? 
"Peuciptaun hudcty(l organisasi tidak didapat sesaat saja... itu merupakan proses dari 
himbauan, sosialisasi ataupun member ian ccmtoh kongkrei kepada seluruh jajaran dari htJri ke 
hari sehingga hudaya organisasi tersebut melekat pada diri personeL Penciptacm budaya 
organisasi akan menghasilkan kim:uja. yang haik dalam orgcmisasi ""' Penerapcm ukuran kinerja 
dari organisasi dapat mudah diraih biJa budaya organisasi sudah melekat pada diri seluruh 
pegawai yang ada .... Budaya organisasi yang baik a/can meningkatkan produktiviias kerja yang 
berakhir pada meningkatnya kinerja organisasi ..... 
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Kuesioner AHP (The Analytical Hierarchy Process) 
balam menentukan strategi pelaksanaan Revitalisasi BLK 

UPTD di era Otonomi Daerah 

A. Penjelasan 
1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atau penilaian 

responden yang dianggap expert alas berhasilnya revitalisasi BLK UPTD. 
2. Kegunaan penelilian adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Saljana Kajian 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universttas Indonesia. 

3. Hasil peneliUan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan 
dalam upaya Revitalisasi BLK UPTD agar berjalan lebih cepat dan akurat 

4. Mengingat pentingnya masukan dari Bapakllbu, mohon kiranya dapat 
memberikan penilaian dalam kuesioner berikut. Kami menyadari 
sepenuhnya bahwa tanpa bantuan Bapakllbu maka penulisan tesis ini tidak 
dapat tarwujud. 

5. Karena sifatnya penelttian, maka segala masukan yang Bapakllbu berikan 
akan dijamin kerahasiaanya. 

B. Data Responden Expert 
1. Nama 
2. lnstansi 
3. Alamat 
4. Tgl. Pengisian 

C. Petunjuk Pengisian Kuosioner 

1. Untuk memberikan penilaian terhadap elemen-elemen permasalahan dari 
setiap level yang sedang diteliti prioritesnya, penilaian dinyatakan secara 
numerik (skala 1 hingga 9), dengan menggunakan skala sebagai berikut 

Skala Keterangan 
1 Kedua elemen sama equal importance 

pentingnya 
3 Elemen yang satu lebih moderate importance 

panting 
5 Lebih penting essential/strong importance 

7 Sanga! lebih penting vety strong importance 

9 Mutlak sangat penting Extreme importance 

2,4,6,8, Nilai diantara dua 
penilaian 

Reciprocal Nilai kebalikan 

2. Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen, berlaku aksioma reciprocal, 
artinya jika elemen a dinilai 3 kali lebih penting dibanding elemen b, maka 
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elemen b harus sama dengan elemen 1/3 kali lebih panting dibanding 
elemena, 

3, Jika elemen pada kolom sebelah kiri {pilihan 'a") lebih pen!ing dari elemen 
pada kolom sebelah kanan (pilihan "b") nilai perbandingan ini diisikan pada 
sebelah kiri dan jika sebaliknya maka diisikan pada sebelah kanan (lihat 
con!oh) 

4. Hirarki pemilihan kebijakan "efektiv~as sistem sertifikasi kompe!ensi nasional 
terdiri dar! goat , sasaran, kendala dan kebijakan. 

CONTOH PENGISIAN KUESIONER 

Dalam upaya Makan supaya kenyang, sasaran manakah yang !ebih penung un!uk 
dilakukan! 
(Bandingkan e!emen-elemen sasaran pada Kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran di 
baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 

mismatch an!ara 
SDMdengan 
kebu!uhan 

mismatch antara 
SDMdengan 
kebuluhan 

mismatch antara 
SDMdengan 
kebu!uhan 

Keterangan : 

Kolom 2 

status BLK UPTD 
menjadi centre of 
vocaHonal di 

1) Jika jawaban yang diprioritaskan adalah Menghilangkan mismatch antara SDM 
dengan kebutuhan kepelalihan itu sama pentingnya dengan Meningkatkan 
status BLK UPTO menjadi centre ofvocationaldi wilayahnya, maka Ianda 
silang (X) diletakkan pada kolom angka 1. 

2) Jika jawaban yang dipriorilaskan adalah Menghllangkan mismatch antara SOM 
dengan kebutuhan kepelatihan itu 4 kali lebilt penling dibandingkan 
Meningkatkan status BLK UPTD menjadi centre of vocational di wilayahnya, 
maka Ianda silang (X) diletakkan pada kolom 4 bagian kiri. 

3) Sebaliknya jika jawaban yang diprioritaskan adalah Menghilangkan mismatch 
antara SOM dengan kebutuhan kepelatlhan itu 6 kali lebih penting dibandingkan 
Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuhan kepelatihan, maka 
!and a silang (X) diletakkan pada kolom 6 begian kanan, 
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1. Oalam upaya RevitaJisasi BLK UPTD agar berjalan efektif, sasaran manakah 
yang lebih penting untuk dilakukan I 
(Bandingkan elemen-elemen sasaran pada kolom 1 dengan elemen-elemen 
sasaran di baris yang sama pada kolom 2) 

Kolom 1 

mismatch antara 
SDM dengan 
kebutuhan 

mismatch antara 
SDM dengan 
kebutuhan 

status BlK UPTD 
menjadi cenlre of 
vocational di 

il 

Kolom 2 

pola Manajemen 
BLK baik BLK 
UPTPmaupun 
BLKUPTD 

2. Dalam upaya Menghilangkan mismatch antara SDM dengan kebutuhan 
kepelatihan, kendsla I pennasalahan manakah yang lebih penting untuk diatasi·l 
(Bandingkan e!emen-elemen kendala pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kendala di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 

nya 
kualitas inslrukhlr 
danTKdiBLK 

nya 
kualilas instruktur 
dan TKdi BLK 
UPTD 

inslruktur dan TK 
di BLKUPTD 
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Kolom 1 

kesenjangan 
pi'Qduktivitas 
iflslruktur di 
Uf!TD 
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3. Dalam upaya Meningkatkan status BLK UPTD menjadi Centre of Vocational 
diwilayahnya, kendala I permasalahan manakah yang lebih penting untuk diatasi I 
(Bandingkan elemen-<illemen kendala pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kendala di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 

berfungsinya 
sarpras BLK 
UPTOdg 
maksimal 

Relevansinya alat 
pelaHhan di 
UPTDdengan 
teknologi yg ada 

masyarakal di 
daerah thd fungsi 
BLK sbg tempat 

masyarakat di 
daerah lhd fimgsi 
BLK sbg tempat 

4. Oalam upaya Menseragamkan pola manajemen BLK baik UPTP maupun UPTD, 
kendala/ permasalahan manakah yang lebih panting untuk diatasi ! 
(Bandingkan elemen-elemen kendala pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kendala di bans yang sama pacta Kolom 2) 

Kolom 1 

dan regulasi 
manajemen BLK 
UPTO 
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Kolom2 

dan regulasi 
manajemell BLK 
UPTO 
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5. Unluk mengatasi kurangnya kualitas instruktur dan TK di BLK UPTO, slrategi 
manakah yang lebih penling agar sasaran menghilangkan mismatch antara SDM 
dg kebutuhan pelatihan tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pad a Kolom 2) 

Kolom 1 

evaluasi regular dan 
tahunan thd 
inslruklur dan TK di 

6: Untuk mengalasi kurangnya kuantitas instruktur dan TK di BLK UPTO, strategi 
manakah yang lebih penting agar sasaran menghilangkan mismatch antara SDM 
dg kebutuhan pelatihan tercapai ? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 
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7. Untuk mengatasl adanya kesenjangan produktivitas instruktur di BLK UPTD, 
strategi manakah yang lebih panting agar sasaran menghilangkan mismatch 
antara SDM dg kebutuhan pelatihan tercapai ? 
{Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 

I 
bangan · dan 
profesi instruklur 
dan TK di BLK 

8. Unluk mengatasi tidak berfungsinya sarpras BLK UPTD dg maksimal, strategi 
manakah yang lebih penting agar sasaran menlngkatkan status BLK UPTD 
menjadi Centre of Vocational di wilayahnya tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 

i II 1 

pentingnya BLK 
ujung lombak 
pelatihan di daerah 

pentlngnya BLK 
ujung lombak 
pelatlhan di daerah 

persyaratan minimal 
BLK agar relevan dg 
lretruluhan dunia 
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Kolom 2 

persyaratan 
minimal BLK agar 
relevan dg 
kebuluhan dunia 

BLK 

BLK 
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9. Untuk mengatasi tidak reievansinya alat pelatihan di BLK UPTO dg teknologi yg 
ada, strategi manakah yang lebih penUng agar sasaran meningkatkan status BLK 
UPTD menjadi Centre of Vocational di wilayahnya tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-eiemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 

tentang 
pentingnya BLK sbg 
ujung tombak 
pelatihan di daerah 

penting nya BLK sbg 
ujung lombak 
pelatihan di daerah 

persyaralan minimal 
BlK agar relevan dg 
kebutuhan dunia 

Kolom 

persyaratan 
minimal BLK agar 
relevan dg 
kebutuhan dunia 

10. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat di daerah thd fungsi BLK 
sbg tempat pelatihan, stralegi manakah yang lebih penling agar sasaran 
meningkatkan status BLK UPTD menjadi Centre of Vocational di wilayahnya 
tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 1 

i .li 
BLK 

ujung 
pelatihan di daerah 

I 

penlingnya BLK 
ujung lombak 
pelatihan di daerah 

Pemenuhan 
persyaratan minimal 
BLK agar relevan dg 
kebutuhan dunia 
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Kolom2 

persyaralan 
minimal BLK agar 
relevan dg 
kebuluhan dunia 
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11.Untuk mengatasi masih diterapkannya pola manajemen tradisional dl BLK 
UPID, strategi manakah yang lebih panting agar sasaran keseragaman pola 
manajemen BLK baik UPTP maupun UPTO tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

Kolom 2 

12. Untuk mengatasi kurang adanya legitimasi dan regulasi manajemen BLK di 
daerah, strategi manakah yang lebih penting agar sasaran keseragaman pola 
manajemen BLK balk UPTP maupun UPTD tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 
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Kolom 

32 otoda d!J UU 13 
ketenagakerjaan 

ttg manajemen BLK 
ke seluruh jajaran 

Hg manajemen BLK 
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13, Untuk mengatasi kurangnya pemahaman Pemda thd manajemen BLK 
terdesentrallsasi, strategi manakah yang lebih panting agar sasaran 
keaeragaman pola manajemen BLK baik UPTP maupun UPTD tercapai? 
(Bandingkan elemen-elemen kebijakan pada Kolom 1 dengan elemen-elemen 
kebijakan di baris yang sama pada Kolom 2) 

·-TERIMAKASIH --
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Kolom 2 

ttg manajemen BLK 
ke seluruh jajaran 

fig BLK 
ke 
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